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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Allah Subhanahu Wata’ala atas semua limpahan Rahmat berkat
dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai
bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun
2023. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun
2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama
dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja
Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang dijabarkan dari RPJMD tahun
2021-2026 serta Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusun
berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi
Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen terhadap
aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban
atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diukur atas

dasar Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
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Indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023.
Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten
Sukabumi selama tahu 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen
untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata
pemerintahn yang baik.

Hasil pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak terlepas
dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara
terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Namun disadari, masih terdapat beberapa
indikator Kkinerja yang belum tercapai. Analisis dan evaluasi atas pencapaian
kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan
perbaikan pelayanan publik dalam rangka terwujudnya good governance dan
clean government pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan
Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat menjadi masukan
dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan
efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palabuhanratu, Maret 2024
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki Visi pemerintah
tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang
Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir
Batin”. Dalam mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten
Sukabumi telah menetapkan target kinerja berdasarkan indikator
kinerja sasaran strategis daerah untuk periode 2021-2026, yang
disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi
dengan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten
Sukabumi. Target pencapaian ini pada akhirnya akan menjadi
ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan
secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan
kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.
Berikut merupakan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah
Kabupaten Sukabumi

Sukabumi Tahun 2023:

berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati

Tabel 1 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Perjanjian
Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023

Meningkatnya Indeks 75,2 75,27 100,9%
pengamalan nilai- | Kerukunan
nilai keagamaan Umat
dalam kehidupan | Beragama
bermasyarakat

Angka 71,45 74,65 104,48%
Meningkatnya H,‘a\rapan
kualitas Hidup (AHH)
kesehatan Angka 83 79,01 104,81%
masyarakat dan Kematian Ibu
jangkauan (AKD)
pelayanan Angka 4,20 3,95 105,95%
kesehatan Kematian Bayi

(AKB)
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Meningkatnya Indeks 87,78 87,78 100%
pengarusutamaan | Pembangunan
gender dan Gender (IPG)
perlindungan
anak
Rata-rata 7,43 7,33 98,65%
Meningkatnya Lama Sekolah
aksesibilitas dan | (RLS)
mutu pendidikan Harapan Lama 12,42 12,38 99,68%
Sekolah (HLS)
Menurunnya Tingkat 6,75 7,01 96,15%
tingkat Kemiskinan
kemiskinan
Meningkatnya Persentase 21,55 24,14 112,02%
pelestarian dan Pemajuan
pengembangan Kebudayaan
budaya lokal
Menurunnya Tingkat 8,75 7,32 131,91%
tingkat Pengangguran
pengangguran Terbuka
Laju 2,73 4,2 153,8%
Pertumbuhan
Produk
Meningkatnya Domestik
pertumbuhan Regional Bruto
ekonomi dan (PDRB) sektor
ketahanan Pertanian,
pangan melalui Kelautan dan
sektor pertanian Perikanan
dan perikanan Skor Pola 85,6 95,6 111,68%
Pangan
Harapan (PPH)
Konsumsi
Meningkatnya Laju 0,5-1 5,85 585%
pertumbuhan Pertumbuhan
ekonomi sektor PDRB Sektor
Pariwisata Pariwisata
Meningkatnya Laju 3 549,75 183,25%
pertumbuhan Pertumbuhan
investasi daerah Investasi
sektor agribisnis Sektor
dan pariwisata Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya Persentase 2,5 2,5 100%
skala usaha Pelaku Usaha
pelaku ekonomi Ekonomi Naik
Kelas
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Meningkatnya Indeks 67,41 64,68 95,95%
kualitas Kualitas
lingkungan hidup | Lingkungan
Hidup
Meningkatnya Cakupan 82,12 82,12 100%
luas cakupan Pelayanan
wilayah Komunikasi
komunikasi dan dan
informatika Informatika
daerah Daerah
Persentase 67,53 67,73 100,3%
Tingkat
Kemantapan
Kondisi Jalan
Kabupaten
Meningkatnya Persentase 52,8 53,47 101,26%
kualitas Tingkat
infrastruktur Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan
Kabupaten
Meningkatnya Persentase 21,83 35,48 162,53%
kondisi sarana Kawasan
dan prasarana Permukiman
dasar Kumuh yang
permukiman Tertata
Meningkatnya Rasio 51 51 100%
kinerjalayanan Konektivitas
transportasi Kabupaten
Indeks 87 87,36 100,41%
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Indeks 66,4 66,13 99,59%
Profesionalitas
. (Aparatur Sipil
x::ll:il;f;nya Negara) ASN
intah Opini Badan WTP WTP 100%
pemerinta an Pemeriksa
yang profesional Keuangan
dan akuntabel (BPK) atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Sukabumi
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Nilai 70,00 66,21 94,59%

Akuntabilitas

Kinerja Daerah
Meningkatnya Indeks Inovasi 58,50 44,76 76,51%
inovasi daerah Daerah

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Pencapaian lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Sukabumi pada tahun 2023 adalah dalam segi prestasi. Berikut
merupakan beberapa prestasi yang didapatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023.

1. Penghargaan dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Sukabumi
sebagai Juara kedua tingkat provinsi kegiatan pengawasan
kearsipan kategori "A" (memuaskan)

2. Predikat Opini WTP Terbaik selama 9 kali berturut turut atas
keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan
tahun 2020;

3. Penghargaan Lencana Bhakti Transmigrasi untuk Bupati
Sukabumi Atas Kontribusi dan Kerja Keras Dalam Mensukseskan
Program Transmigrasi;

4. BSSN Award untuk katagori Penyelenggaraan Sertifikasi
Elektronik Terbaik Sektor Pemerintah Kabupaten;

5. Penghargaan Kak Seto Award 2023 sebagai Bupati Inspiratif
penggerak pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA)

6. Penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai
penggerak donor darah sukarela;

7. Penghargaan Subroto Award Tahun 2023 dengan Kategori
Konservasi Geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;

8. Juara tiga dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2023 atas



10.

11.

12.

13.
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inovasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi ini, bernama Silent Center (Sukabumi
Integrated Labour and Employment Center);

Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat/Swasti Saba dan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat tahun 2023 dari Kementerian
Kesehatan;

Penghargaan OMBUDSMAN RI predikat kepatutan standar
pelayanan publik tahun 2023 dengan Opini Penilaian
berpredikat Tinggi dengan Kategori Hijau;

penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Untuk Kategori
Nindya Tahun 2022

Sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan, penghargaan diberikan
oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI); dan

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kategori BAIK.

Penghargaan diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka
telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Pemerintah Kabupaten Sukabumi selaku unsur pembantu
pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan Kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem
pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi
masyarakat. Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan
dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

Pemerintahan Provinsi dan Nasional.
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Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan
tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi
secara transparan dan  akuntabel @ merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir
tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian
target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian
kinerja. Dokumen Laporan Kinerja berisi pertanggungjawaban
kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi pemerintah tersebut. Esensi dari prinsip
akuntabilitas adalah sebagai pijakan bagi instansi pemerintah untuk

ditegakkan dan diwujudkan.
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1.2 Landasan Hukum
Berikut merupakan landasan hukum dalam Laporan Kinerja

Kabupaten Sukabumi Tahun 2023:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026; dan

5. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 47 Tahun 2021 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk
mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu,
Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan
masukan stakeholder demi perbaikan Kkinerja Pemerintah
Kabupaten Sukabumi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan
solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai

proses evaluasi menjadi bagian yang tidak
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terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan

publik.

1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Otonomi daerah lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi
dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang
bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada
masyarakat dapat tercermin dari struktur kelembagaan yang
dibentuk. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu
dibakukan nomenklatur penamaan Perangkat Daerah secara tepat
dan konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembakuan Nomenklatur
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi meliputi:
a. Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Administrasi Umum
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Hukum
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Kerjasama
Bagian Perekonomian
Bagian Sumber Daya Alam
Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Organisasi
Bagian Umum

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bagian Perencanaan dan Keuangan

O gy
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b. Perangkat Daerah di Luar Sekretariat Daerah

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Inspektorat

3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5. Badan Pendapatan Daerah

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9. Dinas Pendidikan

10. Dinas Kesehatan

11. Dinas Pekerjaan Umum

12. Dinas Sosial

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14. Dinas Ketahanan Pangan

15. Dinas Lingkungan Hidup

16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

22. Dinas Arsip dan Perpustakaan

23. Dinas Pariwisata

24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

26. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

27. Dinas Perhubungan

28. Dinas Perikanan

29. Dinas Pertanian

30. Dinas Peternakan

31. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

32. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

33. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

34. Satuan Polisi Pamong Praja

35. Kecamatan

36. Kelurahan
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1.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
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Rumusan arah kebijakan yang dibentuk merupakan fokus

dari pilihan strategi, sehingga akan terarah serta sesuai dengan

pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap

tahun selama periode RPJMD memiliki

kesinambungan dalam

rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten

Sukabumi disajikan pada Tabel 1.1.

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN

Sukabumi Tahun 2021 - 2026

Tabel 1. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten

Misi 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya
Saing.
Terwujudnya SS1 Meningkatnya 01.01 | Meningkatkan 01.01.01 | Meningkatkan
masyarakat pengamalan nilai- infrastruktur wawasan ideologi
yang mandiri nilai keagamaan fisik dan sosial kebangsaan
melalui dalam kehidupan masyarakat 01.01.02 | Meningkatkan
pembinaan bermasyarakat untuk kualitas sarana
sejak dini mendukung prasarana
dalam peningkatan pendidikan dan
lingkungan kualitas nilai- kelembagaan
yang religius nilai keagamaan keagamaan
01.01.03 | Meningkatkan
kualitas pendidik
keagamaan
01.01.04 | Meningkatkan
kualitas keimanan
guru dan siswa
SS2 Meningkatnya 02.01 | Meningkatkan 02.01.01 | Meningkatkan mutu
kualitas sumber daya pelayanan
kesehatan manusia kesehatan
masyarakat dan kesehatan dan 02.01.02 | Meningkatkan
jangkauan peran aktif kuantitas dan
pelayanan masyarakat kualitas SDM
kesehatan Kesehatan
02.01.03 | Meningkatkan

promosi dan
sosialisasi
kesehatan
masyarakat
terutama dalam
pencegahan dan
pengendalian wabah
penyakit

==L
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02.01.04 | Meningkatkan
pembinaan dan
pemberdayaan
masyarakat dalam
membangun
keluarga

sejahtera
02.01.05 | Meningkatkan
perlindungan
kesehatan
masyarakat menuju
Universal Health
Coverage (UHC)

02.02 | Meningkatnya 02.02.01 | Meningkatkan peran
peran organisasi
stakeholder kepemudaan dan
pembangunan pembinaan karakter
kepemudaan dan pemuda yang
keolahragaan mandiri dan kreatif

02.02.02 | Menumbuhkan
budaya bergerak
dan berolahraga di
masyarakat

02.02.03 | Penguatan sistem
pendidikan dan
pembinaan prestasi
olahraga

02.02.04 | Meningkatkan
pembinaan dan

pengembangan
organisasi
kepramukaan
02.03 | Meningkatkan 02.03.01 | Meningkatkan
infrastruktur sarana, prasarana
kesehatan dan alat kesehatan

02.03.02 | Mengembangkan
fasilitas kesehatan
masyarakat
terhadap akses
keterjangkauan
masyarakat dalam
menghadapi wabah

penyakit.

SS3 Meningkatnya 03.01 | Meningkatkan 03.01.01 | Meningkatkan
pengarusutamaan partisipasi ketahanan keluarga
gender dan perempuan dan serta partisipasi
perlindungan anak dalam perempuan dan
anak pembangunan anak dalam

pembangunan

Ss4 Meningkatnya 04.01 | Meningkatkan 04.01.01 | Meningkatkan
aksesibilitas dan pendidikan yang pemerataan
mutu pendidikan berkualitas dan pengelolaan layanan

merata pendidikan dan

kualitas kurikulum

04.01.02 | Meningkatkan
akreditasi
kelembagaan
pendidikan.
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04.01.03 | Meningkatkan
kesejahteraan
tenaga pendidik dan
kependidikan
melalui peningkatan
biaya operasional
penyelenggaraan
(BOP)

04.01.04 | Meningkatkan minat
baca dan belajar

tenaga
pendidik dan
masyarakat
SS5 Menurunnya 05.01 | Mempercepat 05.01.01 | Meningkatkan
tingkat penanggulangan kesejahteraan
kemiskinan kemiskinan masyarakat miskin
secara terpadu melalui

pemberdayaan dan
rehabilitasi sosial

05.01.02 | Meningkatkan
pemerataan
pelayanan
perlindungan dan
jaminan

sosial

05.01.03 | Meningkatkan
pemenuhan
infrastruktur dasar
bagi

Masyarakat Miskin
SSé6 Meningkatnya 06.01 | Melestarikan 06.01.01 | Melestarikan dan
pelestarian dan budaya warisan mempromosikan
pengembangan tradisional objek pemajuan
budaya lokal daerah sebagai kebudayaan
potensi 06.01.02 | Meningkatkan
pengembangan pembinaan sumber
daerah daya manusia,
lembaga, dan
pranata kebudayaan

SS7 Menurunnya 07.01 | Meningkatkan 07.01.01 | Meningkatkan
tingkat kualitas kualifikasi tenaga
pengangguran pengembangan kerja sesuai dengan

dan penempatan standar kebutuhan

tenaga kerja ketenagakerjaan
melalui pelatihan
institusional
maupun non-
institusional

07.01.02 | Menjalin kerjasama
dengan stakeholder
ketenagakerjaan
dalam rangka
penempatan tenaga
kerja baik di dalam
maupun luar

negeri
07.02 | Memperluas 07.02.01 | Optimalisasi Silent
kesempatan kerja Center dalam rangka
peningkatan

kesempatan kerja

07.02.02 | Memperluas
Kesempatan Kerja
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Bagi Tenaga Kerja
Laki-Laki

07.02.03

Meningkatan
Kesempatan Kerja
pada Sektor
Unggulan Pertanian
dan

Pariwisata

07.02.04

Membuka
kesempatan bekerja
di dalam dan luar
negeri

07.02.05

Mengoptimalkan
peranan stakeholder
ketenagakerjaan
dalam memperluas
kesempatan

kerja

Misi 2

: Meningkatkan Produktivi
Pariwisata Berkelanjutan

tas dan Daya Saing Ekonomi

Berbasis Agrobisnis dan

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat
berbasis
agrobisnis dan
pariwisata
berkelanjutan.

SS8

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi dan
ketahanan
pangan melalui
sektor pertanian
dan perikanan

08.01

Meningkatkan
produktivitas dan
daya saing sektor
primer melalui
inovasi
berkelanjutan

08.01.01

Ekstensifikasi lahan
pertanian dan
perikanan melalui
peningkatan
kerjasama
pemanfaatan lahan

08.01.02

Mengembangkan
kawasan unggulan
berbasis potensi
agribisnis

08.01.03

Meningkatkan
kualitas SDM dan
layanan
infrastruktur di
kawasan unggulan
berbasis potensi
agribisnis

08.01.04

Mencetak
agripreneur milenial
yang potensial

08.01.05

Optimalisasi
peranan BUMD
dalam
meningkatkan nilai
tambah sektor
pertanian, dan
perikanan

08.01.06

Optimalisasi peran
swasta dan
masyarakat melalui
kerjasama
pengembangan
sektor pertanian,
dan perikanan

08.01.07

Pemanfaatan
teknologi informasi
dan komunikasi
dalam
pembangunan
sektor pertanian
dan perikanan

==
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08.02 | Integrasi rantai 08.02.01 | Mengembangkan

agribisnis dari skema closed loop
hulu hingga hilir dalam peningkatan
pada sektor nilai tambah
pertanian dan pertanian
perikanan, yaitu 08.02.02 | Optimalisasi sektor
mendorong swasta pada
kemudahan industri hilir
aksesibilitas komoditas pangan
pembiayaan/

permodalan

agribisnis bagi
para pelaku
usaha pertanian
dan perikanan

08.03 | Menyediakan 08.03.01 | Meningkatkan
pangan yang ketersediaan, akses
beragam bergizi distribusi, cadangan
seimbang dan dan
aman keamanan pangan

08.03.02 | Mengkampanyekan
gerakan konsumsi
pangan

non beras dan non
terigu

08.03.03 | Meningkatkan
penganekaragaman
pangan melalui
pemanfaatan lahan

pekarangan
SSo Meningkatnya 09.01 | Membudayakan 09.01.01 | Membangun budaya
pertumbuhan pelayanan wisata insan pariwisata
ekonomi sektor kelas dunia berkelas
Pariwisata dunia

09.01.02 | Mengkampanyekan
nilai dan spirit
kepariwisataan
(Setiap kegiatan
adalah event, setiap

tempat
adalah destinasi)
09.02 | Meningkatkan 09.02.01 | Meningkatkan
kualitas daya Konsep 3A+2P
tarik dan promosi wisata pada
destinasi wisata kawasan destinasi
unggulan unggulan

09.02.02 | Pengembangan
produk wisata
unggulan daerah
(wisata alam, wisata
budaya, wisata
halal, wisata religi
dan wisata
investasi)
09.02.03 | Meningkatkan
pengembangan
ekonomi kreatif
daerah

10
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09.02.04

Memaksimalkan
peranan pihak
swasta dalam
pengelolaan
destinasi wisata
unggulan melalui
zonasi untuk
segmentasi

09.02.05

Mendorong
Kelembagaan Badan
Pengelola CPUGG
untuk menjadi
Badan Usaha
independen yang
kredibel

dan profesional

09.02.06

Optimalisasi konsep
Community Based
Tourism dalam
mendukung
pengembangan
pariwisata daerah
berbasis BUMDes

SS10

Meningkatnya
pertumbuhan
investasi daerah
sektor agribisnis
dan pariwisata

10.01

Meningkatkan
daya tarik
investasi daerah
bidang agribisnis
dan pariwisata

10.01.01

Memetakan potensi
investasi daerah
khususnya di
bidang

agribisnis dan
pariwisata

10.01.02

Meningkatkan
promosi potensi
investasi daerah
berbasis digital

10.01.03

Mendorong sinergi
antar sektor dan
stakeholder dalam
peningkatan
investasi daerah

10.01.04

Meningkatkan
kualitas
kelembagaan dan
kemudahan
perizinan melalui
penguatan
implementasi OSS

SS11

Meningkatnya
skala usaha
pelaku ekonomi

11.01

Meningkatkan
kapasitas SDM
dan kualitas
produk pelaku
usaha

11.01.01

Pemetaan Pelaku
usaha berbasis
skala usaha

11.01.02

Meningkatkan
kualitas SDM
berbasis skala
usaha

11.01.03

Mendorong branding
produk unggulan
daerah

11.02

Memetakan
kebijakan
intervensi yang
tepat melalui
pendataan
pelaku usaha

11.02.01

Mendorong
pertumbuhan sentra
UMKM dan IKM

11.02.02

Optimalisasi
peranan
kelembagaan
koperasi dan BUMD
dalam

11
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pengembangan
usaha

11.02.03 | Mendorong
pendirian BPR
Syariah dalam
mendukung
peningkatan akses
keuangan
11.02.04 | Memperluas akses
pasar di dalam dan
luar negeri

SS12 | Meningkatnya 12.01 | Mengendalikan 12.01.01 | Meningkatkan
kualitas tingkat kualitas air, udara
lingkungan hidup pencemaran dan tutupan lahan

lingkungan hidup 12.01.02 | Meningkatkan peran
aktif masyarakat

dalam pengelolaan
dan pengurangan
sampah berbasis
rumah tangga
(jakstrada)

12.01.03 | Meningkatkan
kapasitas pelayanan

persampahan
daerah
Misi 3 :  Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah
Meningkatnya SS13 | Meningkatnya 13.01 | Meningkatkan 13.01.01 | Membangun dan
pertumbuhan luas cakupan ketersediaan Mengembangkan
infrastruktur wilayah infrastruktur Infrastruktur
daerah yang komunikasi dan komunikasi, Komunikasi dan
berkualitas informatika Informatika dan Informatika
daerah keamanan diinstansi
persandian Pemerintah dalam
rangka mendukung
SPBE
13.02 | Meningkatkan 13.02.01 | Mengembangan
Kapasitas SDM di Kapasitas SDM (IT)
sektor melalui pembinaan
informatika dan pelatihan

sesuai bidang

13.02.02 | Meningkatkan
jumlah tenaga IT
sesuai dengan
kebutuhan masing-

masing
bidang
13.03 | Meningkatkan 13.03.01 | Melakukan
kualitas jaringan kerjasama dengan
komunikasi penyedia jaringan
untuk telekomunikasi
mendukung maupun penyediaan
perluasan layanan jaringan
cakupan area publik
SS14 | Meningkatnya 14.01 | Meningkatkan 14.01.01 | Meningkatkan
kualitas kualitas jaringan kemantapan jalan
infrastruktur jalan kabupaten dan jembatan

kabupaten sesuai
target waktu
penyelesaian

12
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14.01.02 | Meningkatkan
prasarana jalan
yang
menghubungkan
wilayah potensial

14.02 | Meningkatkan 14.02.01 | Mengembangkan
kualitas jaringan dan mengelola
irigasi jaringan irigasi

kabupaten

SS15 | Meningkatnya 15.01 | Meningkatkan 15.01.01 | Meningkatkan
kondisi sarana cakupan ketersediaan dan
dan prasarana infrastruktur kualitas sarana air
dasar sarana pelayanan minum
permukiman dasar 15.01.02 | Meningkatkan

ketersediaan dan
kualitas sarana
sanitasi
(persampahan, air
limbah domestik,
drainase
permukiman)

15.02 | Meningkatkan 15.02.01 | Membangun rumah
kualitas kawasan layak huni untuk
permukiman di masyarakat
kawasan terdampak bencana
strategis dan relokasi akibat
kabupaten, pembangunan
kawasan kumuh 15.02.02 | Mengembangkan
dan permukiman kawasan
perdesaan permukiman yang

tanggap bencana

15.03 | Meningkatkan 15.03.01 | Meningkatkan
ketersediaan kualitas PSU
RTH/Ruang permukiman
Publik di 15.03.02 | Meningkatkan
kawasan kualitas
perkotaan penyelenggaraan

RTH /Ruang Publik

15.04 | Meningkatkan 15.04.01 | Meningkatkan
kualitas P4T kualitas pengelolaan
(Penguasaan, P4T dan percepatan
Pemilikan, fasilitasi pelayanan
Penggunaan dan bidang pertanahan
Pemanfaatan
Tanah)

SS16 | Meningkatnya 16.01 | Meningkatkan 16.01.01 | Meningkatkan
kinerjalayanan kualitas Kualitas SDM
transportasi penyelenggaraan perhubungan

pelayanan melalui pembinaan
transportasi dan pelatihan
sesuai bidang

16.02.01 | Mengembangkan
sarana dan
prasarana
transportasi
berkeselamatan
yang
menghubungkan
wilayah strategis
tingkat kabupaten

Misi 4 :  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan

AKkuntabel

Terwujudnya SS17 | Meningkatnya 17.01 | Meningkatkan 17.01.01 | Meningkatkan

sistem tata kelola kualitas kualitas dan

pemerintahan pemerintahan pelayanan publik kuantitas SDM
aparatur

13
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yang akuntabel yang profesional 17.01.02 | Memperkuat

dan melayani dan akuntabel kelembagaan dan
tatalaksana
pemerintahan
berbasiskan e-
government
17.01.03 | Meningkatkan
perencanaan,
pengelolaan
keuangan dan
pengawasan
pembangunan
terpadu, transparan,
dan

akuntabel
17.01.04 | Meningkatkan
redistribusi dan
digitalisasi
pelayanan publik
hingga ke desa dan
kecamatan
17.01.05 | Menata pusat
Pemerintahan
Palabuhanratu
17.01.06 | Mendorong

terbentuknya
Daerah Otonom
Baru (DOB)
SS18 | Meningkatnya 18.01 | Meningkatkan 18.01.01 | Mendorong inovasi
inovasi daerah inovasi daerah perangkat daerah
pada semua berkelanjutan
aspek/urusan
daerah

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan strategi dan kebijakan di atas, maka perlu adanya tema
tahunan dari fokus kebijakan. Penetapan tema atau fokus RPJMD periode
2021 - 2026 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan
tahap keempat RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005 - 2025, yaitu “Inovasi
Berkelanjutan Pada Komoditas Unggulan untuk Pengembangan
Perekonomian Masyarakat Sukabumi”. Untuk mewujudkan tema
pembangunan tahap keempat pada RPJPD kabupaten Sukabumi, maka
fokus pembangunan lima tahunan RPJMD Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat

pada gambar berikut.
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untuk melalui Peningkatan * Pemanicpan Masyarakat
percepat Peloyanan Publik Infrastruktur Daerch Infrostruktur Daerah Kabupaten Sukabumi
Pemulihan Ekonoml SR univk Peningkatan

Saing Ekonomi
Daoeran

2022

Peningkatan Dava

2024

Kessiohisraan
Masyorakat

i S

2021 -2026

2026

Gambar 1. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 - 2026

1.5.2 Aspek Strategis dan Masalah Utama

Tabel 1. 2 Aspek Strategis dan Masalah Utama

Meningkatnya Indeks Mediasi fasilitasi Luasnya kabupaten
pengamalan nilai- | Kerukunan konflik dan Sukabumi sehingga
nilai keagamaan Umat meningkatkan membutuhkan waktu
dalam kehidupan Beragama pemahaman dan dan biaya yang tidak
bermasyarakat kesadaran masyarakat sedikit untuk
terhadap kebhinekaan melakukan
guna mewujudkan sosialisasi dan
kerukunan masyarakat pembinaan mengenai
di daerah. Dengan Kerukunan Umat
strategi pengelompokan Beragama di
perhitungan: Toleransi; kabupaten
Kesetaraan; dan Kerja Sukabumi.
sama.
Meningkatnya Angka harapan Sumber daya manusia 1. Kompetensi
kualitas hidup (AHH) kesehatan dan peran petugas dalam
kesehatan Angka aktif masyarakat tatalaksana gadar
masyarakat dan kematian ibu neonatal perlu
jangkauan Angka ditingkatkan
pelayanan kematian bayi 2. Kogistik untuk
kesehatan menunjang
pelayanan
kesehatan perlu
ditingkatkan
3. Kebutuhan NICU
belum semua RS
ada
Meningkatnya Indeks Menurunnya Kurangnya
pengarusutamaan | Pembangunan kesenjangan pemahaman
gender dan Gender (IPG) pembangunan manusia perangkat daerah
perlindungan antara laki-laki dan terhadap
anak perempuan pengarusutamaan
gender
Meningkatnya Rata-rata Lama | Ketersediaan sekolah Adanya kelompok
aksesibilitas dan Sekolah (RLS) usia lanjut yang
mutu pendidikan tidak memiliki ijazah
pendidikan dan
menolak untuk ikut
program kesetaraan
(Paket A, B, C).
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| s | s | Aewekswaes

Harapan Lama 1.Kelulusan siswa Terdapat angka
Sekolah (HLS) 2.Persentase siswa putus sekolah
melanjutkan sudah terutama berasal dari
cukup tinggi anak keluarga tidak
3. Angka DO relatif mampu.
sangat rendah
4.Secara jumlah,
satuan pendidikan
khususnya jenjang
SD dan SMP sudah
cukup banyak dan
sudah tersebar di
seluruh kecamatan.

5 Menurunnya Tingkat 1. Updating data terpadu | 1.Tidak validnya
tingkat Kemiskinan kesejahteraan sosial data yang ada di
kemiskinan yang dilakukan oleh desa disebabkan

operator siks-nG karena sulitnya
desa. mendapatkan data
2. Peningkatan PMKS di desa.
Kompetensi 2.Penanganan
operator siks-nG masalah sosial
desa. tidak bisa
dirasakan secara
instan karena
banyak faktor yang
mempengaruhinya.

6 Meningkatnya Persentase Pelestarian budaya Belum optimalnya
pelestarian dan pemajuan warisan tradisional infrastruktur fisik
pengembangan kebudayaan daerah sebagai potensi dan sosial
budaya lokal pengembangan daerah masyarakat untuk

mendukung
peningkatan kualitas
nilai-nilai keagamaan
dan pancasila

7 Menurunnya Tingkat Menurunkan tingkat Banyaknya PHK di
tingkat pengangguran pengangguran terbuka tahun 2023 serta tidak
pengangguran terbuka melalui kegiatan padat

karya yang
dilaksanakan oleh
Kabupaten Sukabumi.

8 Meningkatnya Laju PDRB sektor Pertanian, Belum optimalnya
pertumbuhan Pertumbuhan Kelautan dan produktivitas dan
ekonomi dan PDRB sektor Perikanan daya saing sektor
ketahanan Pertanian, primer melalui
pangan melalui Kelautan dan inovasi berkelanjutan
sektor pertanian Perikanan
dan perikanan Skor Pola Sisi produksi sudah Pola konsumsi

Pangan cukup, terutama padi- pangan yang belum
Harapan (PPH) padian dan berimbang
Konsumsi minyak/lemak (Diversifikasi

sehingga konsumsi nya konsumsi pangan)

pun sudah terpenuhi,

sementara untuk umbi-

umbian, pangan

hewani, buah /biji

berlemak, kacang-

kacangan, Z6 gula,

sayur dan buah masih

dibawah poin ideal Z6
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Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi sektor
Pariwisata

Laju
pertumbuhan
PDRB sektor
pariwisata

=1

Pembenahan legal
formal dalam
meningkatkan
aksesibilitas guna
meningkatkan sektor
pariwisata.
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. Ketersediaan lahan

yang terbatas.

. Kurangnya

kompetensi dan
kualitas sumber
daya masyarakat
dalam
meningkatkan
pengelolaan obyek
wisata guna
mendorong
pertumbuhan
pendapatan asli
daerah.

. Rendahnya

kesadaran
masyarakat
terhadap
pentingnya
saptapesona guna
meningkatkan dan
pengembangan
daya tarik wisata.

10

Meningkatnya
pertumbuhan
investasi daerah
sektor agribisnis
dan pariwisata

Laju
pertumbuhan
investasi sektor
agribisnis dan
pariwisata

1. Promosi
Penanaman Modal
melalui
keikutsertaan
dalam pameran di
luar daerah.

2. Melakukan
Pengawasan dan
Pembinaan dengan
melakukan
kunjungan ke
pelaku
usaha/perusahaan
secara rutin dan
berkala

. Implementasi

Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR)
sebagai dasar
proses perizinan;

. Penataan &

sinkronisasi
regulasi PMPTSP;

. Peningkatan

kualitas pelayanan
perizinan yang
berbasis sistem
informasi digital;

. Penguatan daya

tarik investasi
melalui data
potensi unggulan
daerah; serta

. Sinergitas antar

sektor dalam
mendukung
investasi daerah.

17
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Meningkatnya Persentase 1. Inovasi teknologi 1. Rendahnya daya
skala usaha pelaku usaha pengembangan saing pelaku
pelaku ekonomi ekonomi naik produk usaha ekonomi
kelas 2. Menjalin kerja . Keterbatasan
sama/kemitraan anggaran
dengan perusahaan . Belum
maupun perbankan terlaksananya
3. Menciptakan digitalisasi
kesempatan kerja database Industri
dan penyerapan Kecil Menengah
tenaga kerja (IKM)

. Ketidaksesuaian
anggaran dengan
rencana anggaran

. Database belum
terintegrasi dan
belum
terorganisasi
dengan baik

. Sebagian besar
teknologi
pemasaran dan
produksi pelaku
usaha masih
tradisional

. Pemahaman
teknologi dari
pelaku usaha
masih rendah

12 Meningkatnya Indeks kualitas | 1.Pembinaan dan . Kurangnya sumber
kualitas lingkungan pengawasan pelaku daya untuk upaya
lingkungan hidup | hidup usaha atau kegiatan pencegahan

yang menghasilkan pencemaran,
limbah terutama kualitas

2. Pengujian berkala air sungai,
kualitas air sungai kualitas udara dan
dan udara ambien pengendalian

3. Memberikan tutupan lahan.
himbauan untuk . Kurangnya titik-
menyusun dokumen titik sampel
lingkungan sebagai

4. Pengendalian keterwakilan
pemanfaatan tata kualitas air
ruang sungai.

13 Meningkatnya Cakupan 1. Melaksanakan kerja .Bentuk topologi
luas cakupan pelayanan sama dengan pihak Sukabumi yang
wilayah komunikasi penyedia layanan mayoritas
komunikasi dan dan informatika internet (provider) berbentuk bukit
informatika daerah 2.Pemanfaatan sumber serta wilayah yang
daerah daya desa luas serta tidak

3. Optimalisasi tercover dengan
penerapan SPBE anggaran

.Belum
tercapaianya
kesepakatan dan
pengambilan
keputusan dari
pimpinan
perangkat daerah

.Kurangnya peran
swasta dan unsur
masyarakat dalam
pembangunan
akses internet
(blank spot area)
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Meningkatnya Persentase Penanganan Jalan 1. Keterbatasan
kualitas tingkat Ruas Jalan anggaran
infrastruktur kemantapan Palabuhanratu - pemeliharaan jalan
kondisi jalan Cisolok, Ruas Jalan 2. Potensi bencana
Kabupaten Kadudampit - alam yang tinggi
Sukalarang, Ruas Jalan dapat
Cicurug - Nagrak, Ruas menurunkan
jalan Kebonrandu - kondisi mantap
Pamuruyan serta jalan
Pembangunan
Jembatan Cinumpang
Persentase Daerah Swasembada 1. Keterbatasan
Tingkat Kondisi | Pangan dengan adanya anggaran untuk
Baik Jaringan lumbung padi dan operasi
Irigasi di meningkatkan pemeliharaan
Daerah Irigasi produktivitas tanam jaringan irigasi
Kewenangan 2. Potensi bencana
Kabupaten alam yang tinggi
sehingga dapat
menurunkan
kondisi jaringan
irigasi
15 Meningkatnya Persentase 1. Optimalisasi dan 1. Tingkat
kondisi sarana kawasan kolaborasi perkumuhan yang
dan prasarana permukiman pemberdayaan tinggi
dasar kumuh yang masyarakat 2. Cakupanluasan
permukiman tertata 2. Peningkatan wilayah Kab.
kapasitas masyarakat Sukabumi
mandiri
16 Meningkatnya Rasio Optimalisasi pelayanan | 1. Keterbatasan
kinerjalayanan Konektivitas transportasi baik darat anggaran
transportasi Kabupaten maupun ASDP 2. Sarana prasarana
pendukung

layanan yang
belum memadai
3. kurangnya SDM
yang tersertifikasi
4. Perencanaan
sistem jaringan
jalan yang belum
memadai
mengingat
cakupan wilayah
Kab. Sukabumi
yang cukup luas
5. Belum
terintegrasinya
pelayanan antar
moda darat dan

ASDP
17 Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik 1. Jumlah responden
tata kelola kepuasan masih rendah
pemerintahan masyarakat 2. Sebagian besar
yang profesional (IKM) responden belum
dan akuntabel memahami dengan

baik penggunaan
sistem informasi
3. Dalam
pelaksanaannya
untuk mencapai
target responden
beberapa
responden
menggunakan

responden pegawai
perangkat daerah
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Indeks
profesionalitas
ASN
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Pelayanan Kepegawaian
dan Pengembangan
Kompetensi ASN
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Masih perlu
ditingkatkan kualitas
ASN dalam hal
Kinerja, Disiplin dan
patuh serta rasa
tanggung jawab yang
tinggi agar capaian
kinerja program
dapat tercapai

Opini BPK atas

1. Pengelolaan keuangan

Perubahan mengenai

laporan bersifat online dengan | kebijakan

keuangan 1 database pengelolaan
Pemerintah 2.Pengelolaan barang keuangan yang
Daerah milik daerah bersifat terjadi pada
Kabupaten online dengan 1 pertengahan tahun.
Sukabumi database

Nilai Perencanaan kinerja, 1. Belum seluruh
akuntabilitas Pengukuran Kinerja, Perangkat Daerah

kinerja daerah

Pelaporan Kinerja, dan
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal

mampu mencapai
Target Kinerja
Daerah

2.Dalam pelaporan
SAKIP Perangkat
Daerah belum
melaporkan teknis
Program dan
Kegiatan yang
dimaksud

18

Meningkatnya
inovasi daerah

Indeks inovasi
daerah

Aparatur yang inovatif

Belum tercapaianya
ekosistem inovatif
dalam indeks daya
saing daerah secara
optimal

Sumber: Perangkat Daerah Penanggungjawab IKU Kabupaten Sukabumi

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Sukabumi Tahun
2023 adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi. Berikut beberapa sub bab pada Bab 1:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

1.5 Penjelasan Umum Organisasi

20
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BABII

BAB III

BAB IV

1.6 Sistematika Penyajian

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Berikut beberapa sub bab yang ada pada Bab 2:

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)

2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

2.3 Rencana Anggaran

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi dan diuraikan realisasi

anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Berikut beberapa sub bab yang ada pada Bab 3:

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

3.4 Inovasi Kabupaten Sukabumi

3.5 Prestasi Kabupaten Sukabumi

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas
capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk  meningkatkan  kinerjanya. Berikut
beberapa sub bab pada Bab 4:

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah Strategis
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan
5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana
pembangunan jangka menengah yang memuat Visi, Misi, Strategi
Pembangunan Daerah, kebijakan dan program serta ukuran
keberhasilan dalam pelaksanaannya. RPJMD berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026 yang
merupakan penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai kepala
daerah. RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis oleh

perangkat daerah hingga ke level perencanaan tahunan.

2.1.1 Visi
“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan

Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

a. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif.
Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten
Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai
keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan
pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat

yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai
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dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki
peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan
perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif,
profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi
masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga
dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki,
terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam,
serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang
menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat
serta pulau Jawa. Kemandirian masyarakat kabupaten

Sukabumi.

b. Masyarakat Sejahtera Lahir dan batin
Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara
ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan
yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud
ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi
segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun

rohani.

2.1.2 Misi

Dalam mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan beberapa misi yaitu:

1.

Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya,
dan berdaya saing;

Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis
agribisnis dan pariwisata berkelanjutan;

Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan
wilayah;

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif,

profesional dan akuntabel.
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2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target-target capaian
IKU daerah untuk periode 2021-2026, yang disepakati bersama
antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan para pemangku
kepentingan di tingkat Kabupaten Sukabumi. Target pencapaian ini
pada akhirnya akan menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah
tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya
adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan
pelayanan publik. Target capaian IKU daerah yang tertuang pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada

Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 - 2026

Indeks 77,80 77,80
Kerukunan
Umat
Beragama

IK2 Angka Harapan Tahun 70,97 71,08 71,26 71,45 71,63 71,81 72 72
Hidup (AHH)

IK3 Angka (Per 85,22 85 84 83 82 81 80 80
Kematian Ibu 100.000
(AKI) KH)

IK4 Angka (Per 4,75 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 4 4
Kematian Bayi 1.000
(AKB) KH)

IK5 Indeks Poin 87,37 87,40 87,64 87,78 87,92 88,06 | 88,20 88,20
Pembangunan
Gender (IPG)

IK6 Rata-Rata Tahun 7,07 7,21 7,32 7,43 7,55 7,66 7,77 7,77
Lama Sekolah
(RLS)

IK7 Harapan Lama Tahun 12,23 12,33 12,38 12,42 12,47 12,51 12,56 12,56
Sekolah (HLS)

IK8 Tingkat Persen 7,09 7,06 6,91 6,75 6,60 6,45 6,29 6,29
Kemiskinan

1K9 Persentase Persen N/A 19,56 20,48 21,55 22,61 23,68 24,74 24,74
Pemajuan
Kebudayaan

IK10 Tingkat Persen 9,60 9,5 - 9-11 8,75 - 8,5 - 8,25- | 8-10 8-10
Pengangguran 11,5 10,75 10,5 10,25
Terbuka
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IK11 Laju Persen 1,05 1,93 2,33 2,73 3,13 3,53 3,92 3,92
Pertumbuhan
PDRB Sektor
Pertanian,
Kelautan dan
Perikanan

IK12 Skor Pola Poin 84,60 84,60 85,10 85,60 86,10 | 86,60 | 87,10 87,10
Pangan
Harapan (PPH)
Konsumsi

1K13 Laju Persen -4,58 -3 (-1) - 0,5-1 1-2 2-3 3-4 3-4
Pertumbuhan 0,5
PDRB Sektor
Pariwisata
IK14 Laju Persen N/A 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5
Pertumbuhan
Investasi
Sektor
Agribisnis dan
Pariwisata

IK15 Persentase Persen N/A 0,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 13,4
Pelaku Usaha
Ekonomi Naik
Kelas

IK16 Indeks Kualitas Poin 62,11 62,77 66,85 67,41 68,11 68,79 | 69,47 69,47
Lingkungan
Hidup

IK17 Cakupan Persen 70,21 70,21 76,17 82,12 88,08 | 94,04 | 100,0 100
Pelayanan 0
Komunikasi
dan
Informatika
Daerah
1K18 Persentase Persen 71,42 71,42 63,53 67,53 71,53 75,53 79,53 79,53
Tingkat
Kemantapan
Kondisi Jalan
Kabupaten
1K19 Persentase Persen 59,28 59,28 50,80 52,80 54,80 56,80 58,80 58,80
Tingkat Kondisi
Baik Jaringan
Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan
Kabupaten
1K20 Persentase Persen 8,81 13,15 17,49 21,83 26,17 30,51 34,85 34,85
Kawasan
Permukiman
Kumuh  Yang
Tertata

1IK21 Rasio Persen 43 43 43 51 60 67 75 75
Konektivitas
Kabupaten
1K22 Indeks Poin 85,79 86 86,50 87 87,50 88 88,50 88,50
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)

1K23 Indeks Poin 51,01 51,01 60,20 66,40 71,40 74,90 | 77,50 77,50
Profesionalitas
ASN

1K24 Opini BPK Atas Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Laporan
Keuangan
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Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Sukabumi

IK25

Nilai Poin 64,48 66 68 70 72 74 76
Akuntabilitas
Kinerja Daerah

76

IK26

Indeks Inovasi Poin 56 57,50 58 58,50 59 59,50 60
Daerah

60

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023

Dokumen  Perjanjian Kinerja  merupakan dokumen
pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu
instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja
utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023
dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2023, Revisi IKU
dan APBD. Pemerintah daerah kabupaten Sukabumi telah
menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman,
Berbudaya dan Berdaya Saing
1. Meningkatnya Indeks 75,2 Poin
pengamalan nilai-nilai Kerukunan
keagamaan dalam Umat
kehidupan Beragama
bermasyarakat
2. Meningkatnya kualitas Angka 71,45 Tahun
kesehatan masyarakat harapan
dan jangkauan hidup (AHH)
pelayanan kesehatan Angka 83 (Per
kematian ibu 100.000
KH)
Angka 4,20 (Per
kematian bayi 1.000
KH)
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3. Meningkatnya Indeks 87,78 Poin
pengarusutamaan Pembangunan
gender dan Gender (IPG)
perlindungan anak
4. Meningkatnya Rata-rata 7,43 Tahun
aksesibilitas dan mutu Lama Sekolah
pendidikan (RLS)
Harapan 12,42 Tahun
Lama Sekolah
(HLS)
5. Menurunnya tingkat Tingkat 6,75 Persen
kemiskinan Kemiskinan
6. Meningkatnya Persentase 21,55 Persen
pelestarian dan pemajuan
pengembangan budaya kebudayaan
lokal
7. Menurunnya tingkat Tingkat 8,75-1075 | Persen
pengangguran Pengangguran
Terbuka
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan
8. Meningkatnya Laju 2,73 Persen
pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan
dan ketahanan pangan PDRB sektor
melalui sektor Pertanian,
pertanian dan Kelautan dan
perikanan Perikanan
Skor Pola 85,6 Poin
Pangan
Harapan
(PPH)
Konsumsi
9. Meningkatnya Laju 05-1 Persen
pertumbuhan ekonomi pertumbuhan
sektor Pariwisata PDRB sektor
pariwisata
10. Meningkatnya Laju 2,5 Persen
pertumbuhan investasi | pertumbuhan
daerah sektor agribisnis | investasi
dan pariwisata sektor
agribisnis dan
pariwisata
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11. Meningkatnya skala Persentase 2,5 Persen
usaha pelaku ekonomi pelaku usaha
ekonomi naik
kelas
12. Meningkatnya kualitas Indeks 67,41 Poin
lingkungan hidup kualitas
lingkungan
hidup
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan
Wilayah
13. Meningkatnya luas Cakupan 82,12 Persen
cakupan wilayah pelayanan
komunikasi dan komunikasi
informatika daerah dan
informatika
daerah
14. Meningkatnya kualitas Persentase 67,53 Persen
infrastruktur tingkat
kemantapan
kondisijalan
Kabupaten
Persentase 52,8 Persen
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan
Kabupaten
15. Meningkatnya kondisi Persentase 21,83 Persen
sarana dan prasarana kawasan
dasar permukiman permukiman
kumuh yang
tertata
16. Meningkatnya kinerja Rasio 51 Persen
layanan transportasi Konektivitas
Kabupaten
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif,
Profesional dan Akuntabel
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17. Meningkatnya tata Indeks 87 Poin
kelola pemerintahan kepuasan
yang profesional dan masyarakat
akuntabel (IKM)

Indeks 66,4 Poin
profesionalitas
ASN

Opini BPK WTP Opini
atas laporan
keuangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Sukabumi

Nilai 70 Poin
akuntabilitas
kinerja daerah

18. Meningkatnya inovasi Indeks inovasi 58,5 Poin
daerah daerah

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi, 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengalami Perubahan karena
terdapat perubahan dalam strategi yang mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut merupakan Perjanjian

Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman,
Berbudaya dan Berdaya Saing
1. Meningkatnya Indeks 75,2 Poin
pengamalan nilai-nilai Kerukunan
keagamaan dalam Umat
kehidupan Beragama
bermasyarakat
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2. Meningkatnya kualitas Angka 71,45 Tahun
kesehatan masyarakat harapan
dan jangkauan hidup (AHH)
pelayanan kesehatan Angka 83 (Per
kematian ibu 100.000
KH)
Angka 4,20 (Per
kematian bayi 1.000
KH)
3. Meningkatnya Indeks 87,78 Poin
pengarusutamaan Pembangunan
gender dan Gender (IPG)
perlindungan anak
4. Meningkatnya Rata-rata 7,43 Tahun
aksesibilitas dan mutu Lama Sekolah
pendidikan (RLS)
Harapan 12,42 Tahun
Lama Sekolah
(HLS)
5. Menurunnya tingkat Tingkat 6,75 Persen
kemiskinan Kemiskinan
6. Meningkatnya Persentase 21,55 Persen
pelestarian dan pemajuan
pengembangan budaya | kebudayaan
lokal
7. Menurunnya tingkat Tingkat 8,75-10,75 Persen
pengangguran Pengangguran
Terbuka
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan
8. Meningkatnya Laju 2,73 Persen
pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan
dan ketahanan pangan PDRB sektor
melalui sektor Pertanian,
pertanian dan Kelautan dan
perikanan Perikanan
Skor Pola 85,6 Poin
Pangan
Harapan
(PPH)
Konsumsi

30




PEMERINTAH

KABUPATEN SUKABUMI

9. Meningkatnya Laju 0,5-1 Persen
pertumbuhan ekonomi pertumbuhan
sektor Pariwisata PDRB sektor
pariwisata
10. Meningkatnya Laju 3,0 Persen
pertumbuhan investasi | pertumbuhan
daerah sektor agribisnis | investasi
dan pariwisata sektor
agribisnis dan
pariwisata
11. Meningkatnya skala Persentase 2,5 Persen
usaha pelaku ekonomi pelaku usaha
ekonomi naik
kelas
12. Meningkatnya kualitas Indeks 67,41 Poin
lingkungan hidup kualitas
lingkungan
hidup
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan
Wilayah
13. Meningkatnya luas Cakupan 82,12 Persen
cakupan wilayah pelayanan
komunikasi dan komunikasi
informatika daerah dan
informatika
daerah
14. Meningkatnya kualitas Persentase 67,53 Persen
infrastruktur tingkat
kemantapan
kondisijalan
Kabupaten
Persentase 52,8 Persen
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan
Kabupaten
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15. Meningkatnya kondisi Persentase 21,83 Persen
sarana dan prasarana kawasan
dasar permukiman permukiman
kumuh yang
tertata
16. Meningkatnya kinerja Rasio 51 Persen
layanan transportasi Konektivitas
Kabupaten

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif,
Profesional dan Akuntabel

17. Meningkatnya tata Indeks 87 Poin
kelola pemerintahan kepuasan
yang profesional dan masyarakat
akuntabel (IKM)

Indeks 66,4 Poin
profesionalitas
ASN

Opini BPK WTP Opini
atas laporan
keuangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Sukabumi

Nilai 70 Poin
akuntabilitas
kinerja daerah

18. Meningkatnya inovasi Indeks inovasi 58,5 Poin
daerah daerah

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Sukabumi, 2023

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023
Berikut merupakan rencana anggaran berdasarkan Perjanjian

Kinerja Bupati Sukabumi tahun 2023:

Tabel 2. 4 Rencana Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja

1 | Belanja Operasi Rp3.321.049.194.961
2 | Belanja Modal Rp506.957.125.536
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Belanja Tidak Terduga Rp15.573.534.525

4 | Belanja Transfer Rp686.433.048.334
Jumlah Rp4.387.266.611.654

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Sukabumi, 2023

Dengan adanya Perjanjian Perubahan, berikut
merupakan rencana anggaran berdasarkan Perjanjian

Kinerja Perubahan Bupati Sukabumi tahun 2023:

Tabel 2. 5 Rencana Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan

Belanja Langsung ‘ Rp4.351.855.615.388

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Sukabumi, 2023

Kemudian berikut merupakan rencana anggaran pada
Program berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran Program berdasarkan Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN Rp 2.739.122.817.241

DENGAN PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN Rp 1.373.719.719.799

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 740.137.376.268

DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rp 598.600.696.331

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Rp 566.565.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rp 34.265.182.200
Rp 149.900.000

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

KESEHATAN Rp 900.749.718.583

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 555.571.841.291

DAERAH

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Rp 309.777.970.820

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Rp 30.713.919.272

MANUSIA KESEHATAN
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PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN Rp 50.000.000
MAKANAN MINUMAN
Rp 4.635.987.200

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp 182.905.681.346

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 44.855.411.662

DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rp 34.714.369.218

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rp 102.770.900.466

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rp 565.000.000

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rp 204.806.294.427

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 12.731.898.078
DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rp 15.590.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Rp 7.029.940.084
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Rp 30.673.808.635
PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rp 15.873.971.000
KUMUH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Rp 1.852.891.608
AIR LIMBAH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Rp 6.638.686.800
UTILITAS UMUM (PSU)

Rp 150.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Rp 104.901.236.010

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rp 24.938.272.212
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA Rp 64.291.513.531
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 31.865.375.381
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN Rp 1.728.721.150
KETERTIBAN UMUM

Rp 24.249.469.000

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
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PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, Rp 6.447.948.000
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
SOSIAL Rp 12.649.889.555
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 5.679.141.555
DAERAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Rp 1.260.500.000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN Rp 6.500.000
KORBAN TINDAK KEKERASAN
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rp 2.659.448.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Rp 2.079.300.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA Rp 865.000.000

Rp 100.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK Rp 329.723.428.729

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA Rp 14.676.904.186
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 10.505.663.972
DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Rp 20.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Rp 117.080.000
TENAGA KERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Rp 2.284.059.564
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Rp 1.437.630.650
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Rp 27.920.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Rp 284.550.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Rp 11.250.383.006
ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 5.697.052.956
DAERAH
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN Rp 715.000.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rp 50.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
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PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rp 4.087.250.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN Rp 110.000.000
ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Rp 485.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rp 106.080.050
PANGAN Rp 8.679.833.871
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 6.557.867.671
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI Rp 272.350.000
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN Rp 1.545.616.200
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Rp 90.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Rp 214.000.000
PERTANAHAN Rp 20.981.543.889
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 6.023.014.372
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Rp 253.561.000
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN Rp 12.000.629.517
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI Rp 142.375.000
KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM
DAN
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Rp 85.175.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Rp 1.384.250.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Rp 1.092.539.000
LINGKUNGAN HIDUP Rp 32.822.532.868
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 21.256.196.768
DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 385.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU Rp 400.000.000
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
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PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Rp 107.000.000
(KEHATI)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN Rp 50.000.000
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP Rp 84.142.000
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT Rp 50.000.000
HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA
YANG TERKAIT DENGAN PPLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN Rp 49.999.900
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Rp 93.062.500
MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN Rp 50.000.000
HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Rp 10.297.131.700
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN Rp 18.249.323.914
SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 17.519.626.914
DAERAH
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rp 112.590.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rp 410.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Rp 172.107.000
KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Rp 35.000.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rp 25.116.763.814
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 7.596.435.314
DAERAH
PROGRAM PENATAAN DESA Rp 229.529.800
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Rp 31.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Rp 1.719.999.300
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Rp 15.539.799.400
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA Rp 50.734.978.819
BERENCANA
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 15.154.304.619
DAERAH
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rp 574.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rp 21.332.074.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Rp 13.674.600.000
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
PERHUBUNGAN Rp 61.394.751.173
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 36.837.128.413
DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN Rp 19.334.520.910
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Rp 5.223.101.850
KOMUNIKASI & INFORMATIKA Rp 18.403.924.351
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 10.967.574.751
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI Rp 3.973.171.000
PUBLIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK Rp 383.810.000
PENGAMANAN INFORMASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Rp 375.225.600
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Rp 2.704.143.000
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Rp 10.031.037.087
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 6.570.635.887
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Rp 75.170.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Rp 87.310.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Rp 52.520.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Rp 301.988.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN Rp 200.012.000
KOPERASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA Rp 2.118.401.200
KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
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PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Rp 625.000.000

PENANAMAN MODAL Rp 7.397.590.567

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 6.564.938.967

DAERAH

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Rp 7.500.000

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Rp 304.906.000

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rp 119.245.600

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN Rp 386.000.000

MODAL

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Rp 15.000.000

PENANAMAN MODAL

KEBUDAYAAN Rp 39.125.216.733

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 7.706.239.742

DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Rp 1.275.004.000

KEPEMUDAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Rp 955.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Rp 26.394.068.991

KEOLAHRAGAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Rp 30.000.000

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Rp 30.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Rp 1.484.904.000

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR Rp 300.000.000

BUDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Rp 950.000.000

KEARSIPAN Rp 10.858.644.451

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 8.515.334.451

DAERAH

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rp 330.000.000
Rp 1.700.069.000
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PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN Rp 200.000.000
NASKAH KUNO
Rp 113.241.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Rp 224.103.465.519

KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp 32.380.392.903
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 9.182.675.653
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Rp 8.068.965.250
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp 13.491.385.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN Rp 50.000.000
PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL Rp 1.587.367.000
PERIKANAN
PARIWISATA Rp 21.422.209.134
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 9.110.308.768
DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI Rp 9.256.182.366
PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Rp 1.412.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI|  RP 75.000.000
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Rp 1.568.718.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

Rp 128.559.787.736

PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 38.356.219.286
DAERAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Rp 11.745.874.900
PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Rp 71.973.493.450
PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Rp 1.573.225.000
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN Rp 175.575.000
BENCANA PERTANIAN

Rp 175.000.000

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
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PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Rp 4.560.400.100
PERDAGANGAN Rp 41.741.075.746
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 17.576.598.989
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Rp 19.956.476.757
INDUSTRI
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Rp 100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Rp 125.000.000
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Rp 1.923.000.000
PERDAGANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI Rp 285.000.000
NASIONAL
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN Rp 150.000.000
POKOK DAN BARANG PENTING
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Rp 150.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Rp 750.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN Rp 325.000.000
KONSUMEN

Rp 400.000.000

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 185.954.676.071

Rp 110.947.917.984

SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 58.053.257.984
DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Rp 47.542.370.000
RAKYAT
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Rp 5.352.290.000
SEKRETARIAT DPRD Rp 75.006.758.087
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 47.358.178.687
DAERAH

Rp 27.648.579.400

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 836.417.671.874
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PERENCANAAN Rp 15.565.111.443
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 11.170.324.543
DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rp 1.306.769.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN Rp 745.000.000
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Rp 2.343.017.900

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEUANGAN Rp 797.318.698.102

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 83.721.767.123

DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rp 706.442.547.379

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Rp 2.553.619.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rp 4.600.764.600
KEPEGAWAIAN Rp 23.533.862.329
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 14.612.799.129
DAERAH
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 5.413.612.400
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp 3.507.450.800
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Rp 18.367.397.616
INSPEKTORAT Rp 18.367.397.616
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 15.275.496.116
DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Rp 2.750.616.000
Rp 341.285.500

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

UNSUR KEWILAYAHAN Rp 136.093.789.754

KECAMATAN Rp 136.093.789.754

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp  129.592.786.304

DAERAH
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PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Rp 372.820.600
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Rp 4.994.584.650
KELURAHAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Rp 409.451.600
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Rp 267.110.000
UMUM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Rp 457.036.600
PEMERINTAHAN DESA
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Rp 59.929.609.152
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rp 59.929.609.152
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Rp 5.863.003.152
DAERAH
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN Rp 1.080.000.000
KARAKTER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN Rp 44.077.792.000
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Rp 700.000.000
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Rp 850.000.000
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN Rp 7.358.814.000
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2023
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014, salah satu pondasi utama dalam menerapkan
manajemen kinerja adalah pengukuran Kkinerja dalam rangka
menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan
meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output
dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kkinerja
dilakukan dengan membandingkan antara Kkinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran
dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu
pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada keterangan di bawah
ini:

Tabel 3. 1 Perhitungan Capaian Kinerja dalam Pengukuran
Kinerja

Capaian Realisasi Kinerja

. . Capaian Kinerja = x 100%
Kinerja Target Kinerja

Sumber: Tim Penyusun, 2023

Kemudian pengukuran penyerapan anggaran dilakukan
dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi
anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:
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Tabel 3. 2 Perhitungan Penyerapan Anggaran

Penyerapan Realisasi Anggaran (RA

p A PA) = 1000
Anggaran enyerapan Anggaran (PA) Alokasi Anggaran (AA) x100%

Sumber: Tim Penyusun, 2023

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Salah satu aspek yang penting untuk mengukur dan melihat
bagaimana kinerja suatu organisasi adalah melalui akuntabilitas
kinerja yang tergambarkan dengan capaian kinerja. Capaian kinerja
pemerintah kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat melalui
kondisi realisasi kinerja tahun 2023 yang kemudian dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja juga dapat
dilihat dari realisasi kinerja tahun 2023 yang kemudian
dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2021 dan tahun
2020. Hal ini bertujuan agar dapat ditelaah dan dianalisis sejauh
mana capaian kinerja pemerintah kabupaten Sukabumi pada tahun
2023. Selain itu, juga dapat menjadi pembanding Kkinerja setiap
tahunnya. Capaian kinerja tersebut dapat tergambarkan melalui
sasaran strategis dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun

2023.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1 pemerintah kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan
bermasyarakat. Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator
kinerja yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama.
Indeks Kerukunan Umat Beragama

Untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama perlu
dibentuk tim survei Indeks Kerukunan Umat Beragama pada unit
penyelenggara bidang kesatuan bangsa dan politik Pemerintah

Kabupaten Sukabumi yang terbentuk oleh Keputusan Bupati
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Sukabumi nomor BL.03.02/KEP.777-BAKESBANGPOL /2023
tanggal 07 Oktober 2023 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks
Kerukunan Umat Beragama pada Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Metodologi penelitian
dilakukan melalui survei dengan menyebarkan angket kepada
pemeluk agama yang dipilih berdasarkan acak di Kecamatan
terpilih. Wilayah Kecamatan dipilih secara multistage random
sampling pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Secara
teknis menyasar warga pemeluk agama, yang memungkinkan
diperoleh gambaran aspek heterogen dan homogen pemeluk dalam
menyikapi perbedaan agama baik dari dimensi toleransi, kesetaraan
dalam konsep dan pelaksanaan beragama, kemudian kerjasama
antar pemeluk.

Nilai survei dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata
tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan
Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama terhadap 15 unsur yang
terbagi kedalam 3 aspek yang dikaji, setiap unsur memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai unsur
= 1
PENGHITUNGAN INDEKS (Jumlah Responden x Jumlah Unsur x Nilai Unsur Tertinggi) K100

Untuk memperoleh nilai, digunakan pendekatan nilai rata-

rata tertimbang setia unsur dengan rumus sebagai berikut:
Jmlnilai aspek

IKUB =
5 aspek

Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator

Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama:
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Tabel 3. 3 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama

73,7 73,7 100,00% 74,5 75,17 100,90% 75,20 75,27 100,09% 77,8 96,74%
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, 2023
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Indeks Kerukunan Beragama menjadi indikator penting guna
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kerukunan antar
umat beragama. Semakin tinggi nilai capaian Indeks Kerukunan
Beragama, maka dapat diartikan bahwa kondisi kerukunan
Beragama di Kabupaten Sukabumi menunjukkan peningkatan yang
positif. Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja
Indeks Kerukunan Umat Beragama yang telah dilakukan realisasi
kinerja Tahun 2023 yaitu 75,27 sehingga memiliki capaian kinerja
sebesar 100,09%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, Tahun 2021 memiliki realisasi kinerja 73,7 dengan
capaian kinerja 100%, dan pada Tahun 2022 memiliki realisasi
kinerja sebesar 75,17 dengan pencapaian Kkinerja 100,9%,
Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada
dokumen RPJMD yaitu 77,8, sehingga jika dibandingkan dengan
realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar
96,74%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Target Kinerja ini tidak memiliki Target Nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan
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» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai kinerja
Adanya fasilitasi terhadap BL.01/Kep.16-

Bankesbangpol/2023 tentang TIMKORPAKEM Kabupaten

Sukabumi dan kegiatan rutin Diseminasi/Silaturahmi

Timkorpakem, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum

Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan dini

Masyarakat dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di

Kabupaten Sukabumi.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Kurangnya jumlah dan kompetensi personal untuk
melakukan pembinaan Kerukunan Umat Beragama
mengingat luasnyai Kabupaten Sukabumi;

2) Kurangnya data, informasi, dan pemetaan wilayah terkait
potensi gangguan ketertiban umum; dan

» Alternatif Solusi

1) Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial masyarakat
untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai
keagamaan;

2) Penambahan jumlah dan kompetensi personal khususnya
untuk melakukan sosialisasi, mediasi, diseminasi, dan
pembinaan kerukunan umat beragama yang terbagi di
setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi; dan

3) Penggunaan Sistem Informasi dalam pelaksanaan survey.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Pembinaan

Ideologi Pancasila dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,

Sosial, dan Budaya. Program ini menunjang dalam
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meningkatkan kerukunan umat beragama dan penghayat

kepercayaan di daerah.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan
pelayanan kesehatan. Sasaran Strategis tersebut memiliki 3
Indikator Kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka
Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan
rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh
seseorang selama hidup. Angka ini adalah angka pendekatan yang
menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka
umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik,
pendapatan, dan keamanan lingkungan. Berikut merupakan analisis

capaian Kkinerja pada Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup

(AHH):
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Tabel 3. 4 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH)

71,08 71,21 100,18% 71 71,54 100,76% 71,45 74,65 104,48% 72 103,68%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja
Angka Harapan Hidup (AHH) yang telah dilakukan realisasi kinerja
Tahun 2023 yaitu 74,65 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar
104,48%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100,18%, dan Tahun 2022
memiliki capaian kinerja 100,76%. Kemudian indikator kinerja ini
memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 72.
Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023
maka memiliki progres kinerja sebesar 103,68%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

Pemenuhan Sarana dan Prasarana kesehatan serta
adanya upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
1) Kompetensi petugas dalam tata laksana gadar maternal
neonatal perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkala
dan berkesinambungan; (AKI AKB)
2) Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana
Kesehatan di seluruh wilayah;
3) Tingkat kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang; dan
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4) Koordinasi dan sinkronisasi lintas sector yang memiliki
utput terhadap peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
masih belum optimal.

» Alternatif Solusi

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

2) Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran
aktif masyarakat.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Program yang mendukung adalah program Pemenuhan

Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Melalui program ini menunjang dalam meningkatkan taraf dan

pelayanan kesehatan masyarakat.

Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang

meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan
kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh
diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam
masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan
lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara
langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan
kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa
faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan,
ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan

dan melahirkan. Berikut merupakan rumus hitung dari AKI.
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AKI = (JKI/JLH) x 100.000

Keterangan:

AKI = Angka Kematian Ibu (AKI)

JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan,
persalinan, dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu
tertentu

JLH = Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama
Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator

Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI).
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Tabel 3. 5 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)

85 137,2 38,15% 84 74,8 110,95% 83 79,01 104,81% 80 101,23%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2023
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Angka Kematian Ibu menjadi sebuah indikator untuk
mengukur tingkat risiko oleh gangguan kehamilan atau dalam
penangannya. Selain itu, tingkat angka kematian Ibu juga dijadikan
sebagai indikator dalam pelaksanaan monitoring kematiaan
berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian
Ibu dalam perhitungannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor
secara umum diantaranya seperti tingkat pendidikan, ekonomi,
sosial budaya, serta pelayanan kesehatan yang didapatkan selama
masa kehamilan. Pencapaian IKU meningkatnya Jangkauan
Pelayanan dalam Kualitas kesehatan Masyarakat sebagai upaya
penurunan Angka Kematian ibu di Kabupaten Sukabumi mulai dari
tahun 2021 hingga tahun 2023 masih cenderung fluktuatif.
Berdasarkan pengukuran Kkinerja pada indikator kinerja Angka
Kematian Ibu (AKI) yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun
2023 yaitu 79,01 sehingga memiliki capaian Kkinerja sebesar
104,81%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 38,15%, dan Tahun 2022
memiliki capaian kinerja 110,95%. Kemudian indikator kinerja ini
memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 80.
Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023
maka memiliki progres kinerja sebesar 101,23%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.
b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan
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» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai kinerja
Adanya se]IWA RS Zonasi (sistem jejaring inovasi WA
grup RS zonasi Gadar maternal Neonatal).
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) kompetensi petugas dalam tatalaksana gadar neonatal
kurang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan

2) logistik untuk menunjang pelayanan kesehatan baik ibu
hamil maupun ibu melahirkan terutama kit bagian petugas
puskesmas yang melakukan screening, dll.

3) kebutuhan NICU belum semua RS ada sehingga saat NICU
penuh (hanya kapasitas terbatas) terjadi permasalahan
sistem rujukan. Hanya 4 dari 9 RS memiliki NICU. (RS
Sekarwangi, RS Jampangkulon, RS Hermina, RS
Palabuhanratu).

» Alternatif Solusi

1) Pemerintah perlu meningkatkan anggaran program
pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi
sebesar 3% dari total anggaran sektor Kesehatan;

2) Menganggarkan logistik terutama SPM bagi ibu hamil dan
melahirkan; dan

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana NICU di Rumah Sakit.
c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung adalah program Pemenuhan
Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Melalui Program menunjang dalam meningkatkan pemanfaatan

Layanan UKM dan UKP Rujukan.
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Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi
usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun
tertentu. AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat
kesehatan di suatu masyarakat. Berikut merupakan analisis capaian

kinerja pada Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB).
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Tabel 3. 6 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB)

4,3 4,3 100,00% 4,25 3,45 118,82 4,20 3,95 105,95 4 101,25%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2023
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Angka Kematian Bayi menjadi indikator untuk mengukur
tingkat pelayanan kesehatan yang didapatkan melalui program
imunisasi, pemenuhan gizi, dan penyuluhan pemberian ASI
eksklusif bagi bayi yang baru lahir. Pencapaian IKU meningkatnya
jangkauan pelayanan dalam kualitas kesehatan Masyarakat sebagai
upaya dalam penanganan kenaikan angka kematian bayi di
kabupaten Sukabumi pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan
tahun 2023 cenderung fluktuatif. Berdasarkan pengukuran kinerja
pada indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) yang telah
dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 3,95 sehingga memiliki
capaian kinerja sebesar 105,95%. Jika dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%,
Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 118,82%, dan Tahun 2023
memiliki capaian kinerja 105,95%. Kemudian indikator kinerja ini
memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 4.
Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023
maka memiliki progres kinerja sebesar 101,25%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.
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b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan

/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

>

mencapai kinerja

Adanya se]J]IWA RS Zonasi (sistem jejaring inovasi WA

grup RS zonasi Gadar maternal Neonatal).

Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1)

2)

3)

Kompetensi petugas dalam tatalaksana gadar neonatal
kurang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan
Logistik untuk menunjang pelayanan kesehatan bayi baru
lahir di tingkatkan, seperti pengadaan buku KIA sebagai
alat pantau, pemeriksaan SHK setiap SDIDTK, MTBS/M
terutama kit bagian petugas puskesmas yang melakukan
screening, dll.

Kebutuhan NICU belum semua RS ada sehingga saat NICU
penuh (hanya kapasitas terbatas) terjadi permasalahan
sistem rujukan. Hanya 4 dari 9 RS memiliki NICU. (RS
Sekarwangi, RS Jampangkulon, RS Hermina, RS

Palabuhanratu).

Alternatif Solusi

1)

2)
3)

Pemerintah perlu meningkatkan anggaran program
pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi
sebesar 3% dari total anggaran sektor Kesehatan;

Menganggarkan logistik terutama SPM bayi baru lahir; dan

Peningkatan Sarana dan Prasarana NICU di Rumah Sakit.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Pemenuhan

Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
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Melalui Program menunjang dalam meningkatkan pemanfaatan

Layanan UKM dan UKP Rujukan.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks
Pembangunan Gender (IPG).
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks
pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama
seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator kinerja ini

memiliki rumus hitung yaitu:

[PG = [IPM Perempuan/IPM laki-laki

Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator

Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG).
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Tabel 3. 7 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)

87,4 87,44 100,05% 87,64 87,64 100% 87,78 87,78 100% 88,2 99,52%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, 2023
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Indeks Pembangunan Gender ini kemudian menjadi salah satu
faktor pengukur dalam pengukuran capaian pembangunan suatu
daerah yang di dalamnya telah mengakomodasi persoalan gender.
Pencapaian IKU terkait meningkatnya pengarus utamaan gender dan
perlindungan anak dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Gender
yang dicapai setiap tahunnya. Berdasarkan pengukuran kinerja pada
indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang telah
dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 87,78 sehingga memiliki
capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100,00% dan
Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100,00%. Kemudian indikator
kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu
88,2. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023
maka memiliki progres kinerja sebesar 99,52%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

Menjalankan  Program-program  strategis yang
berpengaruh terhadap pengarusutamaan gender.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
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1) Terjadi ketimpangan dalam sektor ekonomi dan
pendidikan pada kaum perempuan terhadap laki-laki; dan

2) Belum otimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap
perempuan, anak dan kasus pernikahan anak.

3) Kurangnya kesadaran dari Perangkat Daerah untuk
menyusun anggaran dalam rangka responsif gender.

» Alternatif Solusi

1) Meningkatkan peran serta perempuan terhadap sektor
pendidikan dan ekonomi;

2) Meningkatkan peran gender dalam pembangunan.

3) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pedoman
penyusunan anggaran yang responsif gender;dan

4) Membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu Program
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
membantu dalam meningkatnya keterwakilan perempuan di
sektor publik; Program Perlindungan Khusus Anak membantu
dalam menurunnya kasus kekerasan terhadap anak; Program
Peningkatan Kualitas Keluarga membantu dalam meningkatnya
jumlah keluarga yang dibina; Program Pengelolaan Sistem Data
Gender dan Anak membantu dalam meningkatnya ketersediaan
data terpilah; Program Pemenuhan Hak Anak membantu dalam
meningkatnya jumlah desa/kelurahan layak anak; dan Program
Perlindungan Perempuan membantu dalam Menurunnya kasus

kekerasan terhadap perempuan.
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3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan. Sasaran Strategis
tersebut memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator yang
menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia
25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Berikut
merupakan analisis capaian kinerja pada indikator kinerja rata-rata

ama sekolah (RLS).
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Tabel 3. 8 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

7,21 7,1 98,47% 7,32 7,11 96,99% 7,43 7,33 98,65% 7,77 94,33%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Rata-
rata Lama Sekolah (RLS) yang telah dilakukan realisasi kinerja
Tahun 2023 yaitu 7,33 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar
98,65%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada
analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan
Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki realisasi kinerja 7,1 dengan
capaian kinerja 98,47%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja
96,99%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir
periode pada dokumen RPJMD yaitu 7,77. Sehingga jika
dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki
progres kinerja sebesar 94,33%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

Meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kompetensi
tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana
penunjang urusan sekolah, dan fasilitasi hak kesejahteraan
tenaga pendidik non pns (honorer) serta mengalokasikan
anggaran sesuai dengan ketentuan dengan berupaya
memenuhi ketentuan dalam standar pelayanan minimal

(SPM)
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» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat
terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi masa
depan;

2) Aksesibilitas menuju sarana Pendidikan belum merata di
seluruh wilayah;

3) Belum tercapaianya standar pelayanan minimal;

» Alternatif Solusi

1) Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata;

2) Melakukan pengadaan P3K melalui BKPSDM dan
Kementerian;

3) Meningkatkan kolaborasi dengan dinas terkait dalam
upaya peningkatan aksesibilitas penunjang urusan sekolah
dan pendidikan;

4) sosialisasi/promosi pendidikan kepada masyarakat, terutama
berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat yang belum menamatkan
Pendidikan; dan

5) Kerjasama dengan pihak penyelenggara pesantren tradisional, agar
juga menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (PKBM).

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran ini didukung oleh Program
pengelolaan pendidikan. Melalui program ini membantu
pencapaian Kkinerja sasaran strategis dengan tercapaianya
dengan baik rata rata angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang
PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan.
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Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya
waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada

Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS).
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Tabel 3. 9 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)

12,33 12,24 99,27% 12,38 12,25 98,95% 12,42 12,38 99,68% 12,56 98,56%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja
Harapan Lama Sekolah (HLS) yang telah dilakukan realisasi kinerja
tahun 2023 yaitu 12,38 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar
99,68%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan
pada analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan
Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 99,27%
dan tahun 2022 memiliki capaian kinerja 98,95%. Kemudian
indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen
RPJMD yaitu 12,56. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi
kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 98,56 %.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.
b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja
1) Pemerintah telah memberikan beasiswa bagi siswa dari
keluarga tidak mampu baik melalui anggaran pusat
maupun anggaran daerah.

2) Pemerintah sudah membebaskan biaya pendidikan

khususnya pada jenjang SD-SMP melalui Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat
terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi masa

depan;
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2) Aksesibilitas menuju sarana Pendidikan belum merata di
seluruh wilayah;

3) Belum tercapaianya standar pelayanan minimal;

» Alternatif Solusi

1) Melakukan langkah sosialisasi dalam hal terkait dengan
pentingnya mutu pendidikan di usia dini dan kesadaran
masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan
angka harapan lama sekolah;

2) Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata;

3) Melakukan pengadaan P3K melalui BKPSDM dan
Kementerian;

4) Meningkatkan kolaborasi dengan dinas terkait dalam
upaya peningkatan aksesibilitas penunjang urusan sekolah
dan pendidikan;

5) sosialisasi/promosi pendidikan kepada masyarakat, terutama
berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat yang belum menamatkan
Pendidikan; dan

6) Kerjasama dengan pihak penyelenggara pesantren tradisional, agar
juga menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (PKBM).

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program yang mendukung sasaran strategis ini
adalah Program pengelolaan pendidikan, Program
pengembangan kurikulum, Program pendidik dan tenaga
pendidikan, dan Program pengembangan bahasa dan sastra.
Program-program tersebut membantu dalam meningkatkan
peluang kelulusan siswa sehingga mampu meningkatkan angka

harapan lama sekolah.
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3.2.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
menurunnya tingkat kemiskinan. Sasaran Strategis tersebut
memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Tingkat Kemiskinan.
Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan
yang ditetapkan, atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran. Berikut merupakan analisis capaian

kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan.
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Tabel 3. 10 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan

7,06 7,7 90,93% 6,91 7,34 93,78% 6,75 7,01 96,1% 6,29 88,55%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator Kkinerja
Tingkat Kemiskinan yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun
2023 yaitu 7,01 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 96,1%.
Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada analisis
capaian kinerja khususnya pada Permasalahan
Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 90,93%,
dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 93,78%. Kemudian
indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen
RPJMD yaitu 6,29, hehingga jika dibandingkan dengan realisasi
kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 88,55 %.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

Melaksanakan kontinuitas updating DTKS oleh
operator Siks-nG desa dan melaksanakan pembinaan setiap
bulan ke operator Siks-nG.
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Kesulitan mendapatkan data PMKS yang valid;

2) Tingginya penyandang disabilitas, tuna sosial, anak

berhadapan dengan kasus hukum masalah migran dan

masalah sosial lainnya; dan
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3) Belum tepat sasaran secara menyeluruh penerima iuran
jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu;dan

4) Besarnya tunggakan untuk jaminan kesehatan bagi
masyarakat tidak mampu.

» Alternatif Solusi

1. Peningkatan kemampuan terhadap PSKS untuk membantu
dalam penanganan PMKS dan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat;

2. Optimalisasi dan penguatan PUSKESOS dalam
melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS dan PMKS di
desa;dan

3. Berkoordinasi dengan PUSDATIN Kementerian Sosial
dalam penyempurnaan data DTKS dan PMKS.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Program yang mendukung diantaranya yaitu Program
Pemberdayaan Sosial membantu dalam Peningkatan
kemampuan PSKS untuk menangani pemerlu masalah
kesejahteraan sosial atau PMKS; Program Penanganan Warga
Negara Migran Korban Tindak Kekerasan membantu dalam
Tertanganinya korban migran untuk sampai ke keluarganya;
program Rehabilitasi Sosial membantu dalam tertanganinya
PMKS untuk terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar; program
Perlindungan dan Jaminan Sosial membantu dalam
tervalidasinya data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan
kriteria; dan program Penanganan Bencana membantu
tertanganinya korban bencana alam mendapatkan kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana serta
meningkat dan terberdayakannya kesiapsiagaan sagana dan

masyarakat dalam menghadapi bencana.
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3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran strategis 6 pemerintah kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu

Persentase Pemajuan Kebudayaan.

Persentase Pemajuan Kebudayaan

Indikator Kkinerja ini menggambarkan tentang upaya
meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia
di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Berikut merupakan
analisis capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pemajuan

Kebudayaan.
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Tabel 3. 11 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pemajuan Kebudayaan

19,56 19,56 100,00% 20,48 22,11 | 107,96% 21,55 24,14 112,02% 24,74 97,57%

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja
Persentase pemajuan kebudayaan yang telah dilakukan realisasi
kinerja Tahun 2023 yaitu 24,14 sehingga memiliki capaian kinerja
sebesar 112,02%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan
Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 107,96%. Kemudian
indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen
RPJMD yaitu 24,74. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi
kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 97,57%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

1) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

Pembentukan Tim Cagar Budaya.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Belum adanya Kebijakan Roadmap Pemajuan Kebudayaan;

2) Kurangya Kompetensi masyarakat penemuan benda cagar budaya;

3) Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan cagar budaya;dan

4) Kurangya Pengetahuan masyarakat penemuan benda cagar budaya
» Alternatif Solusi

1) Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai

potensi pengembangan daerah; dan
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pemajuan budaya

terutama pengamanan cagar budaya.
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3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator  kinerja ini didukung oleh  Program
Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian
Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian
dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pengelolan
Permuseuman. Melalui program tersebut diharapkan mampu
membantu dalam mengembangkan pelestarian dan

pengembangan budaya lokal.

3.2.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis 7 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
menurunnya tingkat pengangguran. Sasaran Strategis tersebut
memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka.
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator
kinerja yang menggambarkan persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Rumus hitung dari indikator
kinerja ini adalah sebagai berikut.

TPT = ((Angkatan Kerja - Penduduk yang bekerja) / Angkatan
Kerja) x 100%
Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator

Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka
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Tabel 3. 12 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

7-9 9,51 94,33% 9 7,7 114% 8,75 7,32 131,91% 8-10 108,5%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja
tingkat pengangguran terbuka yang telah dilakukan realisasi kinerja
tahun 2023 yaitu 7,32 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar
131,91%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 94,33%, dan Tahun 2022
memiliki capaian kinerja 114%. Kemudian indikator Kkinerja ini
memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 8%.
Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023
maka memiliki progres kinerja sebesar 108,5%. Berikut merupakan
beberapa tambahan analisis capaian pada indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja
Menyelenggarakan bentuk inovasi yaitu Silent Center

(Sukabumi Integrated Labour and Employment Center). Meliputi

informasi lapangan pekerjaan, pengaduan ketenagakerjaan dan

layanan pembuatan Kartu Kuning/AK.1
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1. Terbatasnya anggaran kegiatan padat karya guna

membuka peluang kerja bagi masyarakat;

2. Belum optimalnya perluasan dan pengembangan

kesempatan kerja;

3. Ketimpangan gender dalam hal pembukaan peluang

kerja/penerimaan kerja;

4. Adanya Gap Kompetensi antara kebutuhan perusahaan

dengan kompetensi calon tenaga kerja; dan
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5. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan

ketenagakerjaan oleh calon tenaga kerja.

» Alternatif Solusi
1) Perlunya dukungan kegiatan padat karya dari unsur
anggaran;
2) Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan
tenaga kerja;
3) Memperluas kesempatan kerja;
4) Melakukan pembinaan lembaga pelatihan swasta;
5) Kuota pelatihan BLK diperbanyak; dan
6) Melakukan Koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi terhadap stakeholder
melalui Silent Centre.
c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Program yang mendukung sasaran strategis ini adalah
Program Penempatan Tenaga Kerja. Program tersebut
memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis yaitu
membantu mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan
padat karya dan kegiatan TKM, meningkatkan pengelolaan
informasi aplikasi silent centre, dan memfasilitasi para pekerja

migran Indonesia untuk berangkat kerja ke luar negeri.

3.2.8 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 8 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan
melalui sektor pertanian dan perikanan. Sasaran Strategis tersebut
memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Laju Pertumbuhan PDRB sektor
Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi.

81



PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan

Perikanan

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan
masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/ regional
secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan
pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi.
Statistik pendapatan nasional/ regional tersebut juga dapat dipakai
sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah
dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah, maupun swasta. Pembangunan di segala bidang
yang menjangkau seluruh pelosok tanah air memerlukan data
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan batas-batas
wilayah  administrasi  pemerintahan untuk  perencanaan
pembangunan khususnya bidang ekonomi sekaligus evaluasi
hasilnya. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator
Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan

Perikanan.
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Kelautan dan Perikanan

PEMERINTAH

KABUPATEN SUKABUMI

5,4* 4,2%
(Mengguna (Menggunakan
Laju Laju
Pertumbuh Pertumbuhan
1.93 1.93 100.00% 2,33 PDRB 231,76% 2,73 PDRB Sektor 153,85% 3,92 107,1%
Pertanian, Pertanian,
Kehutanan, Kehutanan,
dan dan
Perikanan) Perikanan)
Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja laju
pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang
telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 5,2
(Menggunakan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan) sehingga memiliki capaian kinerja
sebesar 153,85%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
tahun 2021 memiliki realisasi kinerja 1,93, Tahun 2022 memiliki
capaian kinerja 231,76%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki
target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 3,92. Sehingga jika
dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki
progres kinerja sebesar 107,1%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.
b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja
Adanya upaya meningkatkan Sinergitas lintas sektoral
termasuk pihak swasta dan stakeholder.
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Belum optimalnya penggunaan serta alokasi sarana dan

prasarana pertanian bagi petani;

2) Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurang

optimalnya memproteksi Lahan Pertanian Produktif;
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3) Penerapan Teknologi dalam pertanian masih rendah;

4) Dampak Perubahan Iklim sehingga mengakibatkan pergeseran pola
hujan;

5) Sistem database kelautan dan perikanan yang belum
memadai; dan

6) Belum adanya sinergi pengelolaan ekosistem kelautan dan
perikanan.

> Alternatif Solusi

1) Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer
melalui inovasi berkelanjutan;

2) Melakukan Revisi Kebijakan mengenai  proteksi
pengalihan lahan pertanian produktif;

3) Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada
sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong
kemudahan aksesibilitas pembiayaan/ permodalan
agribisnis bagi para pelaku wusaha pertanian dan
perikanan;

4) Sinergitas lintas sektoral termasuk pihak swasta dan
stakeholder.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Penyediaan
dan Pengembangan Sarana Pertanian yang menunjang dalam
ketersediaan sarana pertanian, Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana Pertanian yang menunjang dalam
ketersediaan prasarana pertanian, Program Pengendalian
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang
menunjang kesehatan hewan, Program Pengelolaan Perikanan
Tangkap yang menunjang dalam pengelolaan ikan tangkap,
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang menunjang

dalam pengelolaan perikanan budidaya, dan Program
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Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menunjang

dalam peningkatan nilai tambah dan penjualan hasil perikanan.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam
pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari
berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik
dalam jumlah maupun mutu. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
ini berpengaruh pada pencapaian peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu,
dalam kaitannya Skor PPH juga menjadi indikator pengukur
kecukupan mutu gizi dan keragaman pangan pada suatu daerah
yang nantinya akan digunakan sebagai data dalam penentuan
kebutuhan konsumsi pangan. Berikut merupakan analisis capaian
kinerja pada Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi.
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Tabel 3. 14 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

84,6 84,6 100,00% 85,1 85,8 100,82% 85,6 95,6 111,6% 87,1 109,7%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Skor

Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang telah dilakukan realisasi

kinerja Tahun 2023 yaitu 95,6 sehingga memiliki capaian kinerja

sebesar 111,6%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan tahun 2022

memiliki capaian kinerja 100,82%. Kemudian indikator kinerja ini

memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 87,1.

Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023

maka memiliki progres kinerja sebesar 109,7%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja
1) Produksi pangan atau aspek ketersediaan pangan sudah
cukup baik; dan
2) Akses pangan masyarakat relatif aman (pendistribusian
pangan menjangkau masyarakat).
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
1) Perlu adanya penambahan anggaran dalam rangka

percepatan pencapaian skor PPH yang ideal (100); dan
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2) Merubah paradigma masyarakat mengenai pentingnya
makanan B2SA (pola konsumsi pangan) membaik tapi
perlu dikampanyekan secara intensif dan berkelanjutan;
dan

» Alternatif Solusi

1) Pemahaman/ pembiasaan gizi seimbang/ Triguna
Makanan (sumber tenaga, sumber zat pembangunan,
sumber zat pengatur);

2) Kampanye/ sosialisasi konsumsi makanan B2SA (Beragam
Bergizi Seimbang Aman); dan

3) Sinergitas Lintas Sektoral termasuk pihak swasta dan
stakeholder.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program
yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat berkontribusi pada aspek ketersediaan pangan
berupa infrastruktur pangan, program Pengelolaan Sumber Daya
Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
berkontribusi pada aspek aksesibilitas/ distribusi dan
diversifikasi konsumsi pangan masyarakat, program
Penanganan Kerawanan Pangan berkontribusi pada aspek
konsumsi pangan/penanganan kerawanan pangan, dan program
Pengawasan Keamanan Pangan berkontribusi pada Aspek
konsumsi pangan yang aman/bebas pestisida dan zat kimia

lainnya.
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3.2.9 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

Sasaran strategis 9 pemerintah kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata. Sasaran
strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Laju

pertumbuhan PDRB sektor pariwisata.

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata merupakan suatu
cara yang digunakan untuk melihat pertumbuhan kontribusi sektor
pariwisata terhadap PDRB dari periode tahun sebelumnya. Berikut
merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Laju

Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata.
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Tabel 3. 15 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

-3 0,1 >100% 0,5 10,1 2020,00% 0,5-1 5,85 585% 3-4 146%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Laju
pertumbuhan PDRB sektor pariwisata yang telah dilakukan realisasi
kinerja Tahun 2023 yaitu 5,85 sehingga memiliki capaian kinerja
sebesar 585%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, Tahun 2022 memiliki
capaian kinerja >100% (Melampaui target kinerja), dan Tahun 2023
memiliki capaian kinerja 585%. Kemudian indikator kinerja ini
memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 3-4.
Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023
maka memiliki progres kinerja sebesar 146%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

1) Adanya upaya masif terkait peningkatan kualitas SDM

kepariwisataan;

2) Sosialisasi sadar wisata dan saptapesona; dan

3) Pendataan desa wisata dan potensi ekonomi kreatif.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya
masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan obyek
wisata guna mendorong pertumbuhan pendapatan asli

daerah.
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2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
saptapesona guna meningkatkan dan pengembangan daya
tarik wisata;

3) kurangnya sarana dan prasarana pada wilayah destinasi
pariwisata;

4) minimnya data terkait kepariwisataan; dan

5) Belum optimalnya promosi pariwisata secara digital.

> Alternatif Solusi
1) Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang
pariwisata;
2) Membenahi peraturan yang menunjang urusan terkait
destinasi wisata;
3) Meningkatkan koordinasi antar stakeholder guna
memajukan dan mengembangkan destinasi wisata;
4) Memanfaatkan kegiatan pameran baik luar kota dan dalam
kota sebagai sarana promosi;
» Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program yang mendukung yaitu Program
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program tersebut
berkontribusi dalam meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang
terjaring dalam wilayah destinasi wisata, dan Meningkat
kapabilitas dan keterampilan masyarakat lokal guna

meningkatkan daya Tarik wisatawan.

93



PEMERINTAH u ﬂ
KABUPATEN SUKABUMI

==L

3.2.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 10 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan
pariwisata. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja
yaitu Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis Dan Pariwisata.
Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis Dan Pariwisata

Nilai investasi dihitung berdasarkan nilai investasi dari
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Berikut merupakan
analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan

Investasi Sektor Agribisnis Dan Pariwisata.
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Tabel 3. 16 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Investasi Sektor Agribisnis
Dan Pariwisata

2 2 100,00% 2,5 1242,9 49716,00% 3,0 549,75 183,25 4,5 122,16

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Laju
pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata yang telah
dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 549,75 sehingga
memiliki capaian kinerja sebesar 183,25%. Jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian
kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 49716%.
Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada
dokumen RPJMD yaitu 4,5, sehingga jika dibandingkan dengan
realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar
122,16%. Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian
pada indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

1) Melakukan Pengawasan dan Pembinaan LKPM ke Pelaku

Usaha / Perusahaan Secara Rutin dan Berkala.
2) Membuat mekanisme atau tata cara pengajuan izin yang
dipublikasikan dan disosialisasikan kepada pelaku usaha.
3) Mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada
pelaku usaha.

1) Secara rutin melakukan sosialisasi baik secara tatap muka

maupun melalui media online dan media sosial seperti

website DPMPTSP, Instagram, dan Facebook.
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» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Terbatasnya Anggaran Untuk Mengikuti Kegiatan Promosi
Investasi Sehingga Terbatasnya Kegiatan Promosi yang
dapat diikuti;

2) Adanya sebagian pelaku usaha mikro yang tidak melaporkan LKPM
karena tidak diwajibkan oleh peraturan

3) Kelalaian dan kurangnya pemahaman Pelaku Usaha
melakukan kewajiban melaporkan LKPM;

4) Belum selaras antara peraturan pusat dengan peraturan
daerah; dan

5) Masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam
penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komputer) sehingga
pelaku usaha kesulitan untuk menggunakan sistem OSS
RBA (Perizinan berbasis Risiko).

» Alternatif Solusi

1) Secara rutin mengadakan bimbingan teknis tentang sistem
OSS RBA (perizinan berbasis risiko);

2) Melakukan Pemantauan Secara Berkala dan Terjadwal Ke
Pelaku usaha yang belum melakukan pelaporan;

3) Memanfaatkan kegiatan pameran baik luar kota dan dalam
kota sebagai sarana promosi;

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
berkontribusi terhadap penyediaan Peta Potensi dan Peluang
Investasi di Kabupaten Sukabumi, program Promosi Penanaman
Modal berkontribusi terhadap peningkatan jumlah investor
melalui kegiatan pameran dalam dan luar daerah, program
Pelayanan Penanaman Modal berkontribusi meningkatkan

pemahaman para pelaku usaha/masyarakat terhadap legalitas
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usaha, dan program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal berkontribusi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap

laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

3.2.11 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Sasaran Strategis 11 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi. Sasaran Strategis
tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase Pelaku Usaha
Ekonomi Naik Kelas.
Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas

Naik kelas dibagi 3 kategori yaitu Informal ke Formal
(NIB/Legalitas), Pendidikan dan Pelatihan, dan kedalam Pasar Semi
Modern. Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan
jumlah UMKM yang naik kelas dengan jumlah UMKM yang dibina.
Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja

Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas.
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Tabel 3. 17 Analisis Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas

0,9 0,9 100% 2,5 2,5 100% 2,5 2,5 100% 2,5 100%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja
Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas yang telah dilakukan
realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 2,5 sehingga memiliki capaian
kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 100%, dan
Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100%. Kemudian indikator
kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu
2,5%. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun
2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 100%. Berikut
merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada indikator
kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan

» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja

1) Pembinaan legalitas berbasis digital (Sertifikasi Halal, NIB,

Sertifikasi Angka Kecukupan Gizi (AKG)) IKM;

2) Digitalisasi penjualan produk melalui e-commerce;

3) Kaji terap/permodelan inovasi produk untuk IKM;

4) Sinergitas kemitraan pemasaran;

5) Temu intermediasi antara pelaku usaha mikro dengan

lembaga keuangan;

6) Penyediaan layanan konsultasi peningkatan kualitas

pengemasan dan branding produk pelaku usaha; dan

7) Melakukan seminar pemasaran produk secara online dan

akses permodalan bagi calon pelaku usaha mikro.
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» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Rendahnya daya saing pelaku usaha ekonomi;

2) Keterbatasan anggaran;
3) Belum terlaksananya digitalisasi database Industri Kecil

Menengah (IKM);
4) Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
5) Dukungan teknologi yang rendah dan akses permodalan yang
terbatas;dan
6) Belum optimalnya kerjasama antar pelaku usaha.
» Alternatif Solusi
1) Perumusan kebijakan daerah (Perbup/Perda) terkait
pengembangan dan perlindungan hak IKM;
2) Adanya kemudahan akses pembiayaan di lembaga
keuangan atau perbankan;
3) Adanya lembaga pemberdayaan IKM;
4) Pelatihan dan pendidikan Bimtek bagi para pelaku usaha;
5) Melakukan kerja sama/kemitraan; dan
6) Membantu akses permodalan.
c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan
dan Pembangunan Industri, Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro serta Program
Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro,
yang membantu dalam membantu pengelolaan kegiatan usaha
atau perekonomian dalam meningkatkan skala usaha pelaku

ekonomi.
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3.2.12 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Sasaran Strategis 12 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran Strategis tersebut
memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan
gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat
dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode
tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi gambaran atau
sebuah indikasi awal yang akan memberikan kesimpulan terkait
dengan kondisi suatu lingkungan, sehingga penurunan yang dicapai
oleh Kabupaten Sukabumi tentunya juga berdampak pada
gambaran kualitas lingkungannya pada kurun periode waktu
tersebut. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator

Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
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Tabel 3. 18 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

62,77 63,02 100,40% 66,85 65,47 97,94% 67,41 64,68 95,95% 69,47 93,1%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja IKLH
yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 64,68
sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 95,95%. Penyebab target
kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja
khususnya pada Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja. Jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021
memiliki capaian kinerja 100,40%, dan Tahun 2022 memiliki
capaian kinerja 97,94%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki
target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 69,47. Sehingga
jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka
memiliki progres kinerja sebesar 93,1%.
Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.
a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Standar nasional pada indikator kinerja ini adalah 61,08.
Sehingga Kabupaten Sukabumi memiliki capaian kinerja sebesar
107%.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja
1) Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha atau kegiatan
yang menghasilkan limbah;
2) Pengujian berkala kualitas air sungai dan udara ambien;
3) Memberikan himbauan, pemberitahuan, peringatan, dan

sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau
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==

kegiatan untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

4) Pengendalian pemanfaatan tata ruang.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Terbatasnya Sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup;

2) Kurangnya sumber daya untuk wupaya pencegahan
pencemaran, terutama kualitas air sungai, kualitas udara
dan pengendalian tutupan lahan;

3) Kurang  maksimalnya intervensi penanggulangan
pencemaran air dan udara serta pengawasan terhadap
terjadinya alih fungsi lahan, sedangkan intervensi harus di
lakukan berbagai steakholder bukan hanya dinas
lingkungan hidup.

4) titik pantau pemantauan yang kurang representative; dan

5) supply data Indeks kualitas lahan masih dari KLHK, karena
keterbatasan sumber daya di Kabupaten Sukabumi.

» Alternatif Solusi

1) Kolaborasi dengan instansi terkait (seperti Dinas Perkim,
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang);

2) Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi terkait
pengendalian tutupan lahan dan pengendalian kualitas air
sungai; dan

3) Menambah titik-titik sampel dalam pengujian kualitas air
sungai dan udara ambien.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung yaitu Program pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang
berkontribusi dalam  menerbitkan persetujuan  teknis
pemenuhan baku mutu air limbah dan udara emisi bagi pelaku

usaha dan/atau kegiatan usaha.
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3.2.13 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Sasaran Strategis 13 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya luas cakupan wilayah  komunikasi dan
informatika daerah. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator
Kinerja yaitu Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
Daerah.
Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah

Indikator Kkinerja ini menggambarkan penyediaan akses
internet pada lokasi Blankspot Area di 115 titik (database RPJMD
Tahun 2021-2026). Cakupan pelayanan komunikasi dan
informatika daerah menjadi salah satu pengukur dalam pencapaian
dan realisasi kinerja utama kabupaten Sukabumi guna
meningkatkan luas wilayah komunikasi dan informatika daerah.
Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Daerah dihitung
dengan Jumlah lokasi Blankspot Area yang tertangani dibagi total
seluruh blankspot area yang ada. Berikut merupakan analisis
capaian Kkinerja pada Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan

Komunikasi dan Informatika Daerah.
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Tabel 3. 19 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Komunikasi dan
Informatika Daerah

70,21 70,21 100,00% 76,17 76,17 100,00% 82,12 82,12 100% 100 82,12%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator Kkinerja
Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah yang telah
dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 82,12 sehingga
memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja
100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100%. Kemudian
indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen
RPJMD yaitu 100. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi
kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 82,12%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.
b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja

1) Kerja sama dengan provider (pihak penyedia layanan

internet);

2) Pengembangan  kapasitas aparatur desa dalam

pengelolaan jaringan; dan

3) Adanya kontribusi dari Kementerian Kominfo dalam

pengelolaan penanganan lokasi blank spot.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
1) Lokasi/Topologi titik blankspot internet di Kabupaten
Sukabumi sangat luas dan sulit di jangkau. Sehingga

intervensi penangan menjadi sulit;
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2) Kurangnya partisipasi para Perangkat Daerah untuk dapat
menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada sistem SP4N
Lapor; dan

3) Kurangnya partisipasi para Perangkat Daerah sebagai PPID
pembantu.

> Alternatif Solusi

1) Diskominfo bekerja sama dengan Stackholder penyedia
layanan internet dan Pemerintah Desa untuk mengatasi
lokasi blankspot di Kabupaten Sukabumi; dan

2) Evaluasi kinerja dengan mengoptimalkan koordinasi antar
PD supaya dapat berpartisipasi dalam tindak lanjut
pengaduan SP4N Lapor.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Program yang mendukung adalah Program pengelolaan

aplikasi informatika. Program tersebut membantu dalam

Menyediakan layanan akses internet khususnya pada blank spot

ared.

3.2.14 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

Sasaran Strategis 14 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya kualitas infrastruktur. Sasaran Strategis tersebut
memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu Persentase tingkat kemantapan
kondisi jalan Kabupaten dan Persentase Tingkat Kondisi Baik
Jaringan Irigasi di daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten.
Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten

Indikator kinerja ini berfungsi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi yang menjadi pelayanan dasar terutama infrastruktur
jaringan jalan jembatan kewenangan. Berikut merupakan analisis
capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Tingkat

Kemantapan Kondisi Jalan Kabupaten.
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Tabel 3. 20 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Kondisi Jalan
Kabupaten

59,82 72,82 121,73% 63,53 74,23 116,84% 67,53 67,73 100,3% 79,53 85,16%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran Kkinerja pada indikator Kkinerja
Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten yang telah
dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 67,73 sehingga
memiliki capaian kinerja sebesar 100,3%. Jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian
kinerja 121,73%, dan Tahun 2022 memiliki capaian Kkinerja
116,84%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir
periode pada dokumen RPJMD yaitu 79,53. Sehingga jika
dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki
progres kinerja sebesar 85,16%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.
b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja
Pemeliharaan ruas jalan secara rutin pada setiap
tahunnya.
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan;

2) Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk

mengurangi kepadatan lalu lintas;

3) Masih terdapat cukup banyak daerah rawan kecelakaan;

dan

4) Potensi bencana alam yang tinggi yang dapat menurunkan

kondisi mantap jalan.
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» Alternatif Solusi
1) Mengajukan penambahan anggaran yang diajukan melalui

sumber pendanaan lain selain APBD; dan

2) Setiap tahun Dinas Pekerjaan Umum melakukan kegiatan
Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan Jembatan
dan survey kondisi jalan jembatan untuk tercapaiannya Presentase

tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung yaitu Program Penyelenggaraan
Jalan Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam Meningkatnya
Kondisi Jalan Mantap (Baik dan Sedang).

Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi
Kewenangan Kabupaten

Indikator kinerja ini berfungsi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi yang menjadi pelayanan dasar terutama infrastruktur
Jaringan Irigasi. Persentase tingkat kondisi baik jaringan irigasi di
daerah irigasi kewenangan Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren
capaian yang positif dengan peningkatan capaian setiap tahunnya.
Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi

Kewenangan Kabupaten.
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Tabel 3. 21 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan
Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

59,28 60,31 101,74% 50,8 61,06 120,20% 52,8 53,47 101,26% 58,8 90,93%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator Kkinerja
Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi
Kewenangan Kabupaten yang telah dilakukan realisasi kinerja
Tahun 2023 yaitu 53,43 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar
101,26%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021
memiliki capaian kinerja 101,74%, dan Tahun 2022 memiliki
capaian kinerja 120,20%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki
target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 58,8. Sehingga jika
dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki
progres kinerja sebesar 90,93%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.
b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja
Mempertahankan kegiatan operasi pemeliharaan

Jaringan Irigasi di setiap daerah irigasi pada setiap tahunnya

serta kegiatan pengendalian dan pengawasan melalui sistem e

paksi.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam

operasi pemeliharaan jaringan irigasi; dan

2) Kurangnya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan baik yang dilakukan internal maupun pihak

lainnya.
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» Alternatif Solusi
1) Dengan menambah anggaran yang diajukan melalui
sumber pendanaan lainnya yang sah; dan
2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui
perekrutan ASN maupun pendidikan formal maupun non
formal.
c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung adalah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air (SDA) yang berkontribusi untuk meningkatkan

jaringan irigasi sesuai kewenangan Kabupaten.

3.2.15 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15
Sasaran Strategis 15 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman.
Sasaran Strategis tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata.
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata
Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan Luas
kawasan (176, 46 Ha) dari total 658,57 Ha permukiman kumuh
dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dengan Luas kawasan
permukiman kumuh dibawah 10 ha. Berikut merupakan analisis
capaian Kkinerja pada Indikator Kinerja Persentase Kawasan

Permukiman Kumuh yang Tertata.
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Tabel 3. 22 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Kawasan Permukiman Kumuh
yang Tertata

13,15 13,15 100,00% 17,49 19,48 111,38% 21,83 35,48 162,53%
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2023

34,85 101,8%
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator Kkinerja
Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata yang telah
dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 35,48 sehingga
memiliki capaian kinerja sebesar 162,53%. Jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian
kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 111,38%.
Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada
dokumen RPJMD yaitu 34,85. Sehingga jika dibandingkan dengan
realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar
101,8%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)
Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.
b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam
mencapai Kinerja
1) Kolaborasi pemberdayaan masyarakat; dan
2) Sosialisasi dan penanaman komitmen kepada masyarakat
terkait kesadaran pemeliharaan lingkungan.
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Belum optimalnya dukungan pelayanan dasar sanitasi dan

air minum yang layak dan aman;

2) Masih terdapat Kawasan kumuh serta luasnya wilayah;

3) Keterbatasan anggaran; dan

4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan
lingkungan.
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» Alternatif Solusi

1) Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana pelayanan
dasar;

2) Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di kawasan
strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman
perdesaan;

3) Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang Publik di
kawasan perkotaan;

4) Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah); dan

5) Pemberian sosialisasi kepada masyarakat dalam
pelibatan pemeliharaan lingkungan.

» Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Program yang mendukung adalah Program kawasan
permukiman. Program  tersebut berkontribusi dalam
meningkatkan jalan lingkungan dan drainase, Ketersediaan
sistem penyediaan air minum (SPAM), dan Perbaikan sanitasi

lingkungan.

3.2.16 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

Sasaran Strategis 16 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya kinerja layanan transportasi. Sasaran Strategis
tersebut memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas

Kabupaten.
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Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio Konektivitas kabupaten Sukabumi adalah tingkat
keterhubungan wilayah dengan menggunakan sarana dan
prasarana transportasi atau menghubungkan satu simpul
transportasi dengan transportasi yang lainnya dengan
menggunakan /memanfaatkan antar moda baik darat maupun ASDP
(Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) berdasarkan dengan
jumlah bobot angkutan masing - masing berdasarkan trayek
dan lintas yang dilayani. Berikut merupakan analisis capaian kinerja

pada Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten.
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Tabel 3. 23 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten

43 43 100.00% 43 43 100.00% 51 51 100% 75 68%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Rasio
Konektivitas Kabupaten yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun
2023 yaitu 51 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 memiliki
capaian kinerja 100%, dan tahun 2022 memiliki capaian kinerja
100%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode
pada dokumen RPJMD yaitu 75. Sehingga jika dibandingkan dengan
realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar
68%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

1) Membuat draf perhubungan tatanan transportasi lokal di

wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai dasar yang
mewadahi sistem transportasi di wilayah Sukabumi; dan

2) Penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan

transportasi integrasi di wilayah Kab. Sukabumi.
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Keterbatasan anggaran;
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2) Sarana prasarana pendukung layanan yang belum
memadai;

3) Kurangnya SDM yang tersertifikasi;

4) Perencanaan sistem jaringan jalan yang belum memadai
mengingat cakupan wilayah Kab. Sukabumi yang cukup
luas; dan

5) Belum terintegrasinya pelayanan antar moda darat dan
ASDP.

» Alternatif Solusi

1) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya
mendorong percepatan pembangunan transportasi di
wilayah Kabupaten Sukabumi;

2) Perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian
tujuan pembangunan daerah secara holistik khususnya
bidang transportasi;

3) Melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan
membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-
program strategis dapat dilaksanakan dengan baik; dan

4) Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan yang lebih berkualitas.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program penyelenggaraan
lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) berkontribusi dalam
meningkatkan penyediaan pelayanan angkutan umum di wilayah
Kabupaten = Sukabumi, Program  Pengelolaan Pelayaran
berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan dermaga di
wilayah Kabupaten Sukabumi untuk melayani ASDP (angkutan

sungai, danau, dan penyeberangan).
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3.2.17 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

Sasaran Strategis 17 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan
akuntabel. Sasaran Strategis tersebut memiliki 4 Indikator Kinerja
yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Profesionalitas
ASN, Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukabumi, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi
mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk
mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai
bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan
merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja di mana
tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan
yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari
kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila
pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan
acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang
dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berikut
merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator Kinerja Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM).
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Tabel 3. 24 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

86 87,98 102,30% 86,5 86,64 100,16% 87,00 87,36 100,41% 88,5 98,7%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja IKM

yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 87,36

sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100,41%. Jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2021

memiliki capaian kinerja 102,30%, dan Tahun 2022 memiliki

capaian kinerja 100,16%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki
target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 88,5. Sehingga jika
dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki
progres kinerja sebesar 98,7 %.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

1) Melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat kepada Perangkat Daerah; dan

2) Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam
mempersiapkan bahan survei.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Jumlah responden pada beberapa unit pelayanan yang

masih rendah;

2) Kurangnya pemahaman terhadap sistem informasi SKM;

> Alternatif Solusi

1) Penguatan kapasitas petugas pelayanan; dan
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2) Petugas SKM dari masing-masing Perangkat Daerah lebih
mensosialisasikan lagi pelaksanaan SKM kepada
masyarakat pengguna layanan.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Program tersebut

berkontribusi dalam Pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,
kompetensi, Kkinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatan. Berikut merupakan analisis capaian

kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN.
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Tabel 3. 25 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

52,32 65,9 125,96% 60,2 66,13 109,85% 66,4 66,13 99,59% 78 84,78 %

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja IP

ASN yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun 2023 yaitu 66,13

sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 99,59%. Jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021

memiliki capaian kinerja 125,96%, dan tahun 2022 memiliki

capaian kinerja 109,85%. Kemudian indikator kinerja ini memiliki
target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu 78, sehingga jika
dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki

progres kinerja sebesar 84,78%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Kementerian PAN RB menetapkan dalam Renstra yaitu
indikator kinerja pada tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN
Nasional mencapai 80. Jika dibandingkan dengan realisasi
Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 belum mencapai target tersebut
atau hanya memiliki capaian kinerja sebesar 82,65%.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja
Melakukan Monitoring dan Pengawasan mulai dari
Pimpinan Perangkat Daerah.
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Kurangnya kesadaran ASN dalam mengikuti pendidikan
dan pelatihan (Diklat); dan

2) Masih terbatasnya jumlah mengikuti Diklat yang
diselenggarakan terutama yang diselenggarkan
Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
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» Alternatif Solusi
1) Untuk menguatkan integritas para pegawai, BKPSDM

melaksanakan pembinaan mental aparatur pada para

pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;

2) Dalam hal pembinaan disiplin ASN, BKPSDM  terus
meningkatkan penguatan pemahaman terkait disiplin ASN
melalui pembinaan berbasis kewilayahan;

3) Dalam fungsi pengawasan kinerja para pegawai BKPSDM
melakukan peningkatan pengukuran kinerja pegawai pada
aplikasi kinerja yang disesuaikan berdasarkan aktivitas
kerja pegawai; dan

4) Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi maupun
Kementerian/Lembaga untuk menambah
penyelenggaraan Diklat;

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung adalah Program Kepegawaian
Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Program tersebut membantu dalam Meningkatkan kualitas ASN
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi pegawai,
kinerja dan disiplin pegawai, dan pelayanan kepegawaian untuk

menciptakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukabumi

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukabumi merupakan indikator kinerja yang
menggambarkan dari pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Sukabumi yang sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan
Daerah. Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator
Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sukabumi.
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Tabel 3. 26 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukabumi

100% (Perlu
dipertahankan
WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP WTP 100% WTP setiap tahun
memperoleh
WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023
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Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren capaian yang konsisten
setiap tahunnya. Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator
kinerja Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukabumi yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun
2023 yaitu WTP sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 100%.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2020
memiliki capaian kinerja 100%, Tahun 2021 memiliki capaian
kinerja 100%, dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 100%.
Kemudian indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada
dokumen RPJMD yaitu WTP. Sehingga jika dibandingkan dengan
realisasi kinerja tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar
100% dengan catatan realisasi kinerja perlu untuk bisa
dipertahankan.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur dalam hal
pembinaan kepada pengelola keuangan daerah.
» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
1) Perubahan pengelola keuangan daerah;
2) Belum optimalnya peningkatan sumber-sumber

pendapatan dan penerimaan daerah; dan

131



PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

3) Adanya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan
terutama pada penggunaan aplikasi.
» Alternatif Solusi
1) Peningkatan rekonsiliasi data baik pengelolaan keuangan
daerah maupun barang milik daerah; dan
2) Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam
penerapan SIPD.
c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung di antaranya yaitu Program
Pengelolaan Keuangan Daerah membantu dalam penyediaan
mengenai data laporan realisasi keuangan, penyediaan mengenai
data penerimaan dana transfer, penyediaan data pendapatan
daerah; dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
membantu dalam Penyediaan mengenai data pengelolaan aset

daerah.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap
implementasi SAKIP mulai dari perencanaan Kkinerja baik
perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka
menengah, dan perencanaan Kkinerja jangka pendek. Termasuk
penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan
monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil
kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Penilaian dilakukan
pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen

dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari Kriteria.
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Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja pada Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah sebagai
berikut :

e Sebagian dokumen perencanaan kinerja terbaru tahun 2023
seperti Perjanjian Kinerja Bupati, Perjanjian Kinerja Kepala
Dinas Pertanian, DinasPekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang, dan perjanjian kinerja Kepala Bidang sebagian
perangkat daerah belum diunggah pada ESR, sehingga belum
diketahui kualitasnya;

e Masih terdapat rumusan perjanjian kinerja kepala dinas yang
tidak dilengkapi dengan sasaran, yaitu pada Kepala Dinas
Kesehatan

e Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada Kepala Bidang
yang belumdilengkapi dengan sasaran sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, yaitu pada Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat, Kepala Bidang Pelayanan danSumber Daya
Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit, Kepala Bidang Pengendalian, Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan, dan Kepala Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

e Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada Kepala Bidang
yang belum spesifik, yaitu pada Kepala Bidang Pendidikan
Latihan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Kepala Bidang
Pelayanan Izin, Pengawasan dan Penilaian Koperasi, dengan
sasaran yang sama yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi
masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan
dengan indikator persentase koperasi yang berkinerja baik;

e Masih terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator pada
Kepala Bidang yang belum spesifik dan relevan, yaitu pada

Kepala Bidang PAUD dan Dikmas dengan sasaran persentase
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kelulusan siswa pendidikan nonformal/kesetaraan dengan
indikator jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan
yang dikelola

e Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat keterkaitan
proses Kkinerjaantar level jabatan secara berjenjang dalam
mewujudkan kinerja daerah. Penjenjangan Kkinerja masih
dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan,
dan belum sepenuhnya teridentifikasi Critical SuccessFactor
(CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan
sebab-akibat.

e Kabupaten Sukabumi memiliki sistem aplikasi Esakip untuk
pemantauan atas capaian kinerja unit, dan ELOK untuk penilaian
kinerja ASN, namun aplikasi tersebut belum diintegrasikan
secara efektif untuk pemantauan danevaluasi capaian kinerja
Bupati, perangkat daerah hingga individu pegawai;

e Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan pemantauan
atas pengukuran capaian Kkinerja unit dibawahnya secara
berjenjang

e Rencana aksi yang disusun sebagian perangkat daerah belum
memuat pengukuran target breakdown triwulanan, seperti pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian.

e Masih terdapat laporan kinerja perangkat daerah yang tidak
selaras menjawab perjanjian Kinerja kepala dinas serta belum
cukup menyampaikan informasi yang memadai, seperti pada
laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang
tidak menjelaskan pencapaian persentase koperasi yang
berkinerja baik, belum melengkapi perbandingan realisasi
kinerja dengan jangka menengah, serta analisis keberhasilan dan

kegagalan yang belum sepenuhnya mendalam;
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e Masih terdapat laporan kinerja perangkat daerah yang
penyusunannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan
Kinerja yaitu pada Dinas Perhubungan yang analisis
keberhasilan indikator tidak berada pada Bab Il
AkuntabilitasKinerja, melainkan pada Bab II Perencanaan
Kinerja. Adapun perhitungan capian kinerja yang belum tepat
pada indikator ratio pelayanan lalu lintaslaut, angkutan sungai
danau, dan penyeberangan yaitu 98,68% yangseharusnya 100%.

e Laporan hasil evaluasi perangkat daerah belum sepenuhnya
memberikan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara
langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah
dalammengimplementasikan SAKIP, terutama pada sub
komponen kualitas dan pemanfaatan;

e Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang
dilakukan kepada seluruh perangkat daerah belum efektif
dilakukan oleh Inspektorat, sehingga perangkat daerah belum
seluruhnya menindaklanjuti hasilevaluasi yang disampaikan
oleh Inspektorat;

e Kabupaten Sukabumi telah memiliki kebijakan reward dan
punishment atashasil evaluasi SAKIP internal, namun belum
sepenuhnya cukup untuk mendorong peningkatan implementasi
SAKIP di perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan

penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat beberapa rekomendasi

sebagai berikut:

e Memastikan seluruh dokumen perencanaan berjenjang terbaru
diunggah melalui ESR dan website pemerintah daerah, sehingga

dapat diakses oleh stakeholders.

e Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan Indikator

kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan
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indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada kepala dinas
dan kepala bidang.

Menyempurnakan penjenjangan Kkinerja dan pohon Kkinerja
berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021.
Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan
sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang.
Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sebagai alat untuk
pemantauan pencapaian kinerja Bupati dan Perangkat Daerah,
serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu.
Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas
capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan hasil
pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward
and punishment kepada pegawai.

Memperbaiki penyusunan rencana aksi agar mendukung
pengukuran pencapaian kinerja yang di breakdown secara
triwulanan.

Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada perangkat daerah
mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014
yang menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait
pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun
sebelumnya dan target  jangka menengah, analisis
peningkatan/penurunan Kkinerja, analisis program/ kegiatan
yang mendukung keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja
serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam
mencapai kinerja.

Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat
evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal
yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna
meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap

perangkat daerah.
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e Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada
seluruh perangkat daerah dan melaporkannya kepada pimpinan
tertinggi di Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

e Meningkatkan implementasi kebijakan reward and punishment
untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan
apresiasi kepada perangkat daerah yang implementasi SAKIP dan
capaian kinerjanya baik.

Berikut merupakan analisis capaian kinerja pada Indikator

Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah.
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Tabel 3. 27 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah

66 64,75 98,11% 68 65,95 96,99% 70 66,21 94,59% 76 87,11 %

Sumber: Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Sukabumi, 2023



PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator kinerja Nilai
akuntabilitas kinerja daerah yang telah dilakukan realisasi kinerja
Tahun 2023 yaitu 66,21 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar
94,59%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada
analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan
Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya, Tahun 2021 memiliki capaian kinerja 98,11%,
dan Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 96,99%. Kemudian
indikator kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen
RPJMD yaitu 76. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja
tahun 2023 maka memiliki progres kinerja sebesar 87,11%.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Kementerian PAN RB menetapkan dalam Renstra yaitu
indikator kinerja pada tahun 2023 % K/L/D yang memiliki nilai
Implementasi SAKIP “B” keatas. Jika dibandingkan dengan
realisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 maka
target tersebut belum tercapai karena masih mendapatkan nilai
“B” belum “B” keatas.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

1) Keseriusan Perangkat Daerah dalam meningkatkan

kualitas implementasi SAKIP; dan
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2) Adanya keseriusan dari Kepala Perangkat Daerah sebagai
Leading Sector.

» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja

1) Belum seluruh Perangkat Daerah mampu mencapai Target
Kinerja Daerah;

2) Dalam pelaporan SAKIP Perangkat Daerah belum
melaporkan teknis Program dan Kegiatan yang dimaksud;
dan

3) Bukti dukung dalam Program dan Kegiatan bisa
disesuaikan dengan capaian kinerja Perangkat Daerah
masing-masing.

» Alternatif Solusi

1) Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah;

2) Meningkatkan kompetensi penyusun laporan Kkinerja
Perangkat Daerah; dan

3) Dalam nilai pelaporan kinerja harus disesuaikan dengan
teknis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang
dimaksud.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung di antaranya yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota,
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah. Program tersebut memberikan kontribusi
yaitu meningkatkan nilai capaian SAKIP Perangkat Daerah dan

meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah.
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3.2.18 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

Sasaran Strategis 18 Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah
meningkatnya inovasi daerah. Sasaran Strategis tersebut memiliki 1
Indikator Kinerja yaitu Indeks Inovasi Daerah.
Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah
yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
berdasarkan referensi peraturan perundang-undangan PP Nomor
38 Tahun 2017 dan Permendagri 108 Tahun 2018. Penilaian
indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian dari Surat
Keputusan Kementerian Dalam Negeri. Berikut merupakan analisis

capaian kinerja pada Indikator Indeks Inovasi Daerah.
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Tabel 3. 28 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah

56 57,49 102,66% 58 57,02 96,64% 58,5 44,76 76,51 % 60 74,6 %

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi, 2023
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Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator Kkinerja
Indeks Inovasi Daerah yang telah dilakukan realisasi kinerja Tahun
2023 yaitu 44,76 sehingga memiliki capaian kinerja sebesar
76,51%. Penyebab target kinerja tidak tercapai akan dijelaskan pada
analisis capaian kinerja khususnya pada Permasalahan
Umum/Permasalahan Kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, tahun 2021 memiliki capaian kinerja 102,66%, dan
Tahun 2022 memiliki capaian kinerja 96,64%. Kemudian indikator
kinerja ini memiliki target akhir periode pada dokumen RPJMD yaitu
60. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023
maka memiliki progres kinerja sebesar 74,6 %.

Berikut merupakan beberapa tambahan analisis capaian pada
indikator kinerja ini.

a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
» Kunci Keberhasilan/Upaya yang telah dilakukan dalam

mencapai Kinerja

1) Penganggaran inovasi daerah penyelenggara pemerintah

daerah;

2) Keberlanjutan inovasi di Perangkat Daerah meskipun

pergantian jabatan pada instansi pemerintahnya; dan

3) Memberikan kebaharuan yang menjadi terobosan dalam

pencapaian pembangunan.
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» Permasalahan Umum/Permasalahan Kinerja
1) Belum optimalnya budaya inovasi pada penyelenggara
pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi; dan
2) Belum optimalnya peran agen inovasi pada perangkat
daerah.
» Alternatif Solusi
1) Penyelenggaraan event inovasi daerah di tingkat
kabupaten;
2) Mengikutsertakan inovasi tingkat kabupaten ke tingkat
provinsi maupun nasional;
3) Mensosialisasikan budaya inovasi secara lebih masif;
4) Menyusun peraturan perundang-undangan Perbup dan
Inbup dalam meningkatkan kinerja yang inovatif; dan
5) Mengusulkan penganggaran kegiatan inovasi pada setiap
Perangkat daerah yang inovatif.
c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang mendukung adalah Program penelitian dan
pengembangan daerah. Melalui program ini membantu
meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang

dimanfaatkan.
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Tabel 3. 29 Analisis Capaian Kinerja Program yang Menunjang Sasaran Strategis

Meningkatnya Indeks Kerukunan Program Pembinaan Indeks ketahanan ekonomi, sosial dan 70 70,27 100 Mendukung
pengamalan nilai- nilai [Umat Beragama dan Pengembangan budaya karena target
keagamaan dalam Ketahanan Ekonomi, capaian kinerja
kehidupan Sosial, dan Budaya sebesar 100%
bermasyarakat atau lebih
Meningkatnya kualitas |1. Angka Harapan Program Pemenuhan Persentase ketersediaan sarana prasarana 64 72,35 113,05 Mendukung
kesehatan masyarakat |Hidup (AHH) Upaya Kesehatan dan alat kesehatan yang sesuai dengan karena target
dan jangkauan Perorangan dan Upaya |Standar capaian kinerja
pelayanan kesehatan 2.Angka Kematian |Kesehatan Masyarakat [Persentase Penduduk yang Memanfaatkan 17 25,22 148,35 |sebesar 100%
Ibu (AKI) Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat atau lebih
Kabupaten/Kota
3. Angka Kematian Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D 100 100 100
Bayi (AKB) serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah yang berizin
Program Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) 90 90,1 100,11 |[Kurang
Pengarusutamaan mendukung
Gender dan karena capaian
Pemberdayaan kinerja dibawah
Perempuan 100%
Program Perlindungan |Persentase anak korban kekerasan yang 0,018 0,019 104,38 [Mendukung
Khusus Anak ditangani instansi terkait karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Peningkatan |Persentase sasaran keluarga yang dibina 98,06 98,06 100 Mendukung
Kualitas Keluarga dalam rangka peningkatan kualitas karena target
keluarga capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
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Tingkat kekerasan terhadap perempuan,
termasuk TPPO (per 100.000 penduduk
perempuan)

0,0032

0,0063

91 Kurang
mendukung
karena capaian
kinerja dibawah
100%

Program Pemenuhan
Hak Anak

Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak

26

26

100 Mendukung
karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih

Program Pengelolaan
Sistem Data Gender dan
Anak

Tingkat Akurasi Data Gender dan Anak

100

100

100 Mendukung
karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih

Meningkatnya
aksesibilitas dan mutu
pendidikan

1. Rata-rata Lama
Sekolah (RLS)
(Tahun)

1. Harapan Lama
Sekolah (HLS)
(Tahun)

Program Pengelolaan
Pendidikan

Persentase APK Sekolah Dasar

102,62

99,6

97,06 Kurang
mendukung
karena capaian
kinerja dibawah

100%

Persentase APK Sekolah Menengah
Pertama

100,23

96,43

96,21 Kurang
mendukung
karena capaian
kinerja dibawah

100%

Persentase APK Pendidikan Anak Usia
Dini

52,34

53,53

102,7 Mendukung
karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih

Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-
18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan

84,9

53,53

110,11 [Mendukung
karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
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Menurunnya tingkat Tingkat Kemiskinan |Program Perlindungan |Persentase Masyarakat Miskin dan 16,81 15,41 91,6 Kurang
kemiskinan (Persen) dan Jaminan Sosial Rentan yang terverifikasi dan mendukung
tervalidasi untuk mendapatkan Akses karena capaian
kinerja dibawah
100%
Program Persentase SDM kesejahteraan sosial 18,91 7,9 41,7 Kurang
Pemberdayaan Sosial (PSKS) dan warga KA yang mendukung
mendapatkan pemberdayaan Sosial karena capaian
kinerja dibawah
100%
Meningkatnya Persentase Program Persentase Jumlah Objek Pemajuan 100 100 100 Mendukung
pelestarian dan pemajuan Pengembangan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah karena target
pengembangan budaya [kebudayaan (Persen) |Kebudayaan yang dilindungi, dimanfaatkan, capaian kinerja
lokal dikembangkan dan dibina sebesar 100%
atau lebih
Program Peningkatan Kesenian Tradisonal daerah 20 20 100 Mendukung
Pengembangan yang dilindungi, dimanfaatkan, karena target
Kesenian Tradisional dikembangkan dan dibina capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Pembinaan Peningkatan Sejarah Lokal dan dibina 20 20 100 Mendukung
Sejarah karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Pelestarian Peningkatan Cagar Budaya yang 20 20 100 Mendukung
dan Pengelolaan Cagar ditetapkan dan dikelola karena target
Budaya capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Pengelolan Peningkatan Layanan Museum terhadap 20 20 100 Mendukung

Permuseuman

Masyarakat

karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
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Menurunnya tingkat Tingkat Program Penempatan Persentase Tenaga kerja yang 29 27,17 93,6 Kurang
pengangguran Pengangguran Tenaga Kerja ditempatkan (dalam dan luar negeri) mendukung
Terbuka (Persen) melalui mekanisme layanan Antar Kerja karena capaian
dalam wilayah kabupaten/kota kinerja dibawah
100%
Program Pelatihan dan | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 2,5 6,41 256 Mendukung
Produktivitas Kompetensi karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Hubungan Persentase Perusahaan yang 100 100 100 Mendukung
Industrial menetapkan Tata Kelola Kerja yang karena target
Layak capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Perencanaan Persentase Kegiatan yang dilaksanakan 94 0 0 Kurang
Tenaga Kerja yang mengacu kepada Rencana Tenaga mendukung
Kerja karena capaian
kinerja dibawah
100%
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Program Penyediaan Persentase Sarana Pertanian yang 100 100 100
pertumbuhan ekonomi |PDRB sektor dan Pengembangan dimanfaatkan oleh petani (%)
dan ketahanan pangan |Pertanian, Kelautan |Sarana Pertanian
melalui sektor dan Perikanan
pertanian, kelautan, dan| (Persen) Mendukung
perikanan Persentase Sarana Pertanian yang 100 100 100 karena target
dimanfaatkan oleh peternak (%) capaian kinerja
Program Penyediaan Persentase Prasarana Pertanian yang 100 100 100 sebesar 100%
dan Pengembangan dimanfaatkan oleh peternak (%) atau lebih
Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Persentase Penurunan Kasus Penyakit 5 232,74 4454,82
Kesehatan Hewan dan Hewan Menular
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
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Program Penyediaan Persentase Prasarana Pertanian yang 100 98,6 98,6 Kurang
dan Pengembangan dimanfaatkan oleh petani (%) mendukung
Prasarana Pertanian karena capaian
kinerja dibawah
100%
Program Pengelolaan Persentase peningkatan 2 2,1 105 Mendukung
Perikanan Tangkap produksi perikanan tangkap karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Pengelolaan Persentase Peningkatan Produksi 2 2,04 102 Mendukung
Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Pengolahan Presentase Peningkatan Produksi 2 2,05 102,5 |Mendukung
dan Pemasaran Hasil Produk Unggulan Pengolahan Hasil karena target
Perikanan Perikanan (PHP) capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Program Pengawasan Persentase Penurunan Tingkat 2 2,02 101 Mendukung
Sumber Daya Kelautan |Pelanggaran Bidang Perikanan di PUD karena target
dan Perikanan capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Skor Pola Pangan Program Peningkatan Persentase Cadangan Pangan 23,37 36,99 116% [Kurang
Harapan (PPH) Diversifikasi dan yang Dikelola mendukung
Konsumsi (Poin) Ketahanan Pangan karena capaian
Masyarakat kinerja dibawah
100%
Meningkatnya Laju pertumbuhan Program Peningkatan |Persentase Daya Tarik Wisata Yang 4 4 100 Mendukung
pertumbuhan ekonomi [PDRB sektor Daya Tarik Destinasi |Dibangun (%) karena target
sektor Pariwisata pariwisata (Persen) Pariwisata capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
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Meningkatnya Laju pertumbuhan Program Promosi Persentase Peningkatan Jumlah Investor 8,12 41,27 508,25 |Mendukung
pertumbuhan investasi |investasi sektor Penanaman Modal karena target
sektor agribisnis agribisnis dan capaian kinerja
daerah dan pariwisata [pariwisata (persen) sebesar 100%
atau lebih
Program Pengendalian | Persentase Kepatuhan Perusahan 12,99 22,17 170,67
Pelaksanaan Penanaman |terhadap Peraturan Penanaman Modal
Modal
Meningkatnya skala Persentase pelaku Program Perencanaan Persentase Jumlah IKM Mandiri 9,58 9,58 100
usaha pelaku ekonomi [usaha naik kelas dan Pembangunan
(Persen) Industri Mendukung
Program Pemberdayaan | Persentase Usaha Mikro yang 5 5,5 110 karena target
UMKM mendapatkan akses permodalan dan capaian kinerja
pemasaran sebesar 100%
Program Pengembangan | Persentase Jumlah Usaha Mikro yang 2,11 33 156,4 |atau lebih
UMKM menjadi wirausaha
Meningkatnya kualitas | Indeks kualitas Program Pengendalian |Persentase titik pantau pengendalian 61 65,96 108,13 | Mendukung
lingkungan hidup lingkungan hidup Pencemaran dan/atau |pencemaran lingkungan yang sesuai karena target
(Poin) Kerusakan Lingkungan |baku mutu capaian kinerja
Hidup sebesar 100%
atau lebih
Meningkatnya luas Cakupan pelayanan |Program Informasidan |Persentase Informasi publik tentang 40 35,68 89,20 |Kurang
cakupan wilayah komunikasi dan Komunikasi Publik kebijakan program prioritas pemerintah, mendukung
komunikasi dan informatika daerah disampaikan secara cepat dan tepat karena capaian
informatika daerah (Persen) kinerja dibawah
100%
Meningkatnya kualitas | Persentase tingkat Program Persentase tingkat kemantapan kondisi 67,53 67,53 100 Mendukung
infrastruktur kemantapan kondisi | Penyelenggaraan Jalan |jalan Kabupaten karena target
jalan Kabupaten capaian kinerja
(persen) sebesar 100%
atau lebih
Persentase Tingkat Program Pengelolaan Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan 52,8 53,43 101,19 [Mendukung
Kondisi Baik Sumber Daya Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan karena target
Jaringan Irigasi di (SDA) Kabupaten capaian kinerja
Daerah Irigasi sebesar 100%
Kewenangan atau lebih
Kabupaten
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Meningkatnya kondisi |Persentase kawasan | Program Kawasan Persentase Kawasan Permukiman Kumuh| 21,83 35,48 162,53 [Mendukung
sarana dan prasarana |permukiman kumuh | Permukiman yang tertata karena target
dasar permukiman yang tertata (persen) capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Meningkatnya kinerja Rasio konektivitas Program Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten 0,24 0,24 100 Mendukung
layanan transportasi kabupaten Penyelenggaraan Lalu karena target
Lintas dan Angkutan capaian kinerja
Jalan (LLAJ) sebesar 100%
atau lebih
Meningkatnya tata Indeks kepuasan Program Penunjang Persentase kebijakan dibidang protokol, 100 157 157 Mendukung
kelola pemerintahan masyarakat (IKM) Urusan Pemerintahan |komunikasi pimpinan, dan dokumentasi karena target
yang profesional dan Daerah yang terlaksana capaian kinerja
akuntabel sebesar 100%
Persentase penyelesaian dokumen 100 100 100 atau lebih
Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat
waktu
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat 89 87,52 98,34 |Kurang
Daerah mendukung
karena capaian
kinerja dibawah
100%
Indeks Program Kepegawaian |Nilai Dimensi Kualifikasi ASN 13,4 13,6 101,57 [Mendukung
Profesionalisme ASN |Daerah karena target
capaian kinerja
Nilai dimensi kinerja dan disiplin ASN 28 34,96 124,86 sebesar .100%
atau lebih
Program Pengembangan | Nilai dimensi kompetensi ASN 25 20 80 Kurang
Sumber Daya Manusia mendukung
karena capaian
kinerja dibawah
100%
Opini BPK atas Program Pengelolaan Persentase ketercapaian mandatory APBD 100 100 100 Mendukung
laporan keuangan Keuangan Daerah karena target
Pemerintah Daerah Persentase realisasi belanja daerah terhadap 93 94,15 101,24 |capaian kinerja
Kabupaten anggaran belanja daerah sebesar 100%
Sukabumi (opini) Persentase ketercapaian penyusunan Laporan 100 100 100 atau lebih
keuangan pemerintah daerah yang akuntabel
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daerah

daerah (Poin)

dan Pengembangan
Daerah

pengembangan daerah yang
dimanfaatkan/ diimplementasikan

Nilai akuntabilitas Program Penunjang Nilai Komponen Pelaporan Kinerja 12,5 11,41 91,28 | Kurang
kinerja daerah (Poin) [Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah mendukung
Daerah karena capaian
kinerja dibawah
100%
Program Perencanaan, |Persentase Dokumen Perencanaan dan 100 100 100 Mendukung
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang karena target
Evaluasi Pembangunan |disusun tepat waktu capaian kinerja
Daerah sebesar 100%
atau lebih
Program Koordinasi dan| Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja 25,52 25,53 100,04 | Mendukung
Sinkronisasi SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan karena target
Perencanaan Pembangunan Manusia capaian kinerja
Pembangunan Daerah sebesar 100%
atau lebih
Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja| 26,33 25,36 100,11 | Mendukung
SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan karena target
Sumber Daya Alam capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja 26,6 26,7 100,38 | Mendukung
SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan karena target
Kewilayahan capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebih
Meningkatnya inovasi Indeks inovasi Program Penelitian Persentase penelitian dan 62,5 100 160 Mendukung

karena target
capaian kinerja
sebesar 100%
atau lebihKurang
mendukung
karena data
belum terpenuhi

Sumber: Hasil Evaluasi terhadap RKPD Tahun 2023
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3.3 Analisis Efisiensi Penyerapan Sumber Daya Anggaran
Pengukuran persentase penyerapan anggaran dilakukan
dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi
anggaran. Kemudian pengukuran efisiensi penyerapan anggaran
dilakukan dengan menghitung selisih persentase penyerapan
anggaran sesuai alokasi anggaran (100%) dikurangi dengan
persentase penyerapan anggaran. Efisiensiserapan anggaran hanya
bisa dianggap sebagai efisiensi ketika target kinerja telah tercapai
atau memiliki capaian kinerja 100% atau lebih. Jika target kinerja
tidak tercapai atau capaian kinerja dibawah 100% maka hanya
dianggap sebagai persentase penyerapan anggaran dan tidak

terdapat efisiensi penyerapan anggaran.

Efisiensi penyerapan sumber daya anggaran pada sasaran
strategis Pemerintah Kabupaten Sukabumi berasal dari efisiensi
penyerapan anggaran dari program pembangunan. Berikut
merupakan Efisiensi Penyerapan Sumber Daya Anggaran Sasaran

Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.



Tabel 3. 30 Efisiensi Penyerapan Sumber Daya Anggaran

PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

Meningkatnya Indeks 100 Program Pembinaan

pengamalan Kerukunan dan Pengembangan

nilai- nilai Umat Ketahanan Ekonomi,

keagamaan Beragama Sosial, dan Budaya 850.000.000 850.000.000 100 0

dalam

kehidupan

bermasyarakat

Meningkatnya Angka 100,53 Program Pemenuhan

kualitas Harapan Hidup Upaya Kesehatan

kesehatan (AHH) Perorangan dan Upaya

masyarakat dan Angka 10148 Kesehatan Masyarakat

jangkauan _ : 309.777.970.820 296.188.140.331 95,61 4,19

Kematian Ibu
pelayanan
kesehatan Angka 105,95
Kematian Bayi

Meningkatnya Indeks 100 Program

pengarustamaan | Pembangunan Pengarusutamaan 86.57

gender dan Gender (IPG) Gender dan 715.000.000 618.943.300 ’ 13,43

perlindungan Pemberdayaan

anak Perempuan
Program Perlindungan 99 83
Khusus Anak 106.080.050 105.903.050 ’ 0,17
Program Peningkatan 99 41
Kualitas Keluarga 4.087.250.000 4.063.053.600 ! 0,56
Program Perlindungan
Perompuan & 50.000.000 49.949.000 99,90 0,1
Program Pemenuhan 99 96
Hak Anak 485.000.000 484.790.000 ’ 0,04
Program Penyediaan
Datﬁ Gender v 110.000.000 106.889.000 97,17 2,83
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Menurunnya tingkat
pengangguran

[Tingkat Pengangguran
[Terbuka

131,91%

Program Penempatan
Tenaga Kerja

1.437.630.650

1.406.970.250

97,87

2,13

Program Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga
Kerja

2.284.059.564

2.222.350.640

97,3

2,7

Program Hubungan
Industrial

284.550.000

250.429.500

88,01

11,99

Program Perencanaan
Tenaga Kerja

20.000.000

13.037.150

65,19

34,81

Meningkatnya

pelestarian dan
pengembangan
budaya lokal

Persentase pemajuan
kebudayaan

112,02

Program
Pengembangan
Kebudayaan

955.000.000

940.915.093

98,53

1,47

Program
Pengembangan
Kesenian Tradisional

30.000.000

30.000.000

100

Program Pembinaan
Sejarah

30.000.000

30.000.000

100

Program Pelestarian
dan Pengelolaan Cagar
Budaya

300.000.000

297.459.819

99,15

0,85

Program Pengelolan
Permuseuman

950.000.000

943.022.154

99,27

0,73

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi dan
ketahanan
pangan
melalui sektor
pertanian dan
perikanan

Laju Pertumbuhan
PDRB sektor
Pertanian, kelautan
dan Perikanan

153,85

Program Penyediaan
dan Pengembangan
Prasarana Pertanian

71.973.493.450

68.656.037.730

95,39

4,61

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

11.745.874.900

11.191.425.674

95,28

4,72

Program Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

1.573.225.000

1.075.167.745

68,34

21,66
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Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap

8.068.965.250

7.824.688.830

96,97

3,03

Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya

13.491.385.000

13.340.425.400

98,88

1,12

Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan

1.587.367.000

1.578.960.400

99,47

2,53

Program Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

50.000.000

50.000.000

100

Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
Konsumsi

111,68

Program Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat

1.545.616.200

1.517.509.020

98,18

1,12

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi sektor
Pariwisata

Laju pertumbuhan
PDRB sektor
[pariwisata

585

Program Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

9.256.182.366

8.881.061.650

95,95

4,05

Meningkatnya
pertumbuhan
investasi daerah

Laju pertumbuhan
linvestasi sektor
agribisnis dan

sektor agribisnis danpariwisata

pariwisata

183,25

Program Promosi
Penanaman Modal

304.906.000

288.098.980

94,49

5,51

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

386.000.000

333.282.000

86,34

13,66

Meningkatnya skala
usaha pelaku
ekonomi

Persentase pelaku
lusaha ekonomi naik
kelas

100

Program Perencanaan
dan Pembangunan
Industri

19.956.476.757

17.921.849.575

89,80

10,2

Program Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro

2.118.401.200

1.682.863.300

79,44

20,56

Program Pengembangan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro

625.000.000

622.236.573

99,56

0,44
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Meningkatnya Persentase pemajuan 112,02 | Program
pelestarian dan kebudayaan Pengembangan 955.000.000 940.915.093 98,53 1,47
pengembangan Kebudayaan
budaya lokal Program
Pengembangan 30.000.000 30.000.000 100 0
Kesenian Tradisional
Program Pembinaan
Sejarah 30.000.000 30.000.000 100 0
Program Pelestarian
dan Pengelolaan Cagar 300.000.000 297.459.819 99,15 0,85
Budaya
Program Pengelolan
Permuseuman 950.000.000 943.022.154 99,27 0,73
Meningkatnya luas Program Informasi dan
cakupan Cakupan pelayanan 100 Komunikasi Publik
wilayah komunikasi | komunikasi dan 3.973.171.000 3.944.465.982 99,28 0,72
dan informatika informatika daerah
daerah
Persentase tingkat
kemantapan Program
kondisi jalan 100,3 Penyelenggaraan Jalan 102.770.900.466 98.869.453.047 96,20 3.8
Kabupaten
Meningkatnya Persentase
kualitas Tingkat Kondisi
infrastruktur Baik Jaringan Program Pengelolaan
Ll:igz: di Daerah 1019 | ¢ her Daya Air 34.714.369.218 33.175.476.768 95,57 4,43
Kewenangan
Kabupaten
Meningkatnya Persentase
kondisi sarana kawasan Program Kawasan
dan prasarana permukiman 162,53 - 7.029.940.084 6.883.731.250 97,92 2,08
Permukiman
dasar kumuh yang
permukiman tertata
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Meningkatnya Rasio Program
kinerjflayaZan Konektivitas 100 Penyelenggaraan Lalu 19.334.520.910 19.167.780.570 99 14 0.86
transportasi Kabupaten Lintas dan Angkutan e R ’ ’
Jalan (LLAJ)
Indeks kepuasan Program Penunjang 9877
masyarakat 100,41 | Urusan Pemerintahan 58.053.257.984 57.339.177.931 4 1,23
Meningkatnya (IKM) Kabupaten/Kota
tata ke%ola ¥ Opini BPK atas
. laporan
pemerintahan
yang profesional ll;euanga? h 100 Program Pengelolaan 706.442.547.379 661.631.018.996 9366 6.34
dan akuntabel D?:rear}in a Keuangan Daerah ’ : : : : : , )
Kabupaten
Sukabumi
TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI 1.399.739.141.248 1.326.817.961.374 94,79 521

TOTAL EFISIENSI ANGGARAN

72.921.179.874

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi, 2023

154




PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

3.3 Realisasi Anggaran
Berikut merupakan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2023 Pemerintah Kabupaten Sukabumi:

Tabel 3. 31 Laporan Realisasi Anggaran Program Pembangunan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten
Sukabumi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.998.186.474.766 1.950.801.784.353 47.384.690.413 97,62%
PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 598.600.696.331 591.108.744.269 7.491.952.062 98,75
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 566.565.000 562.753.400 3.811.600 99,33
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA

KEPENDIDIKAN 34.265.182.200 33.941.915.699 323.266.501 99,06
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN

PENDIDIKAN 149.900.000 132.987.400 16.912.600 88,72
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN

SASTRA 300.047.400 298.357.400 1.690.000 99,44
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT 309.777.970.820 296.188.140.331 13.589.830.489 95,61
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 30.713.919.272 28.694.861.182 2.019.058.090 93,43
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT

KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 50.000.000 50.000.000 0 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN 4.635.987.200 4.266.411.500 369.575.700 92,03
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PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR SDA 34.714.369.218 33.175.476.768 1.538.892.450 95,57
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 102.770.900.466 98.869.453.047 3.901.447.419 96,20
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI 565.000.000 561.359.000 3.641.000 99,36
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 15.590.000 10.750.000 4.840.000 68,95
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 7.029.940.084 6.883.731.250 146.208.834 97,92
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM 30.673.808.635 29.211.892.200 1.461.916.435 95,23
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH 15.873.971.000 15.854.241.000 19.730.000 99,88
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU 1.852.891.608 1.743.687.000 109.204.608 94,11
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6.638.686.800 6.387.349.500 251.337.300 96,21
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 150.000.000 0 150.000.000 0
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 104.901.236.010 98.283.310.100 6.617.925.910 93,69
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 24.938.272.212 20.697.173.797 4.241.098.415 82,99
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM 1.728.721.150 1.726.337.800 2.383.350 99,86
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 24.249.469.000 23.070.103.617 1.179.365.383 95,14
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 6.447.948.000 6.439.232.890 8.715.110 99,86
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1.260.500.000 1.243.419.000 17.081.000 98,64
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PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA

MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 6.500.000 975.000 5.525.000 15
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.659.448.000 2.619.695.694 39.752.306 98,51
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

SOSIAL 2.079.300.000 2.067.907.000 11.393.000 99,45
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 865.000.000 852.554.920 12.445.080 98,56
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM

PAHLAWAN 100.000.000 98.284.000 1.716.000 98,28
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 20.000.000 13.037.150 6.962.850 65,19
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN

TRANSMIGRASI 117.080.000 108.085.686 8.994.314 92,32
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.284.059.564 2.222.350.640 61.708.924 97,30
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.437.630.650 1.406.970.250 30.660.400 97,87
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI 27.920.000 27.759.000 161.000 99,42
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 284.550.000 250.429.500 34.120.500 88,01
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 715.000.000 618.943.300 96.056.700 86,57
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 50.000.000 49.949.000 51.000 99,90
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELUARGA 4.087.250.000 4.063.053.600 24.196.400 99,41
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA

GENDER DAN ANAK 110.000.000 106.889.000 3.111.000 97,17
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA 485.000.000 484.790.000 210.000 99,96
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 106.080.050 105.903.050 177.000 99,83
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PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan

KEMANDIRIAN PANGAN 272.350.000 271.546.500 803.500 99,70
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI

DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.545.616.200 1.517.509.020 28.107.180 98,18
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN

PANGAN 90.000.000 89.863.000 137.000 99,85
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN

PANGAN 214.000.000 212.285.000 1.715.000 99,20
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA

TANAH GARAPAN 253.561.000 226.822.000 26.739.000 89,45
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI

KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN 12.000.629.517 9.463.937.779 2.536.691.738 78,86
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA

GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH

KELEBIHAN MAKSIMUM DAN 142.375.000 110.854.000 31.521.000 77,86
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 85.175.000 59.217.000 25.958.000 69,52
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 1.384.250.000 715.412.000 668.838.000 51,68
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN

RUANG 1.092.539.000 851.819.060 240.719.940 77,97
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN

HIDUP 385.000.000 374.711.975 10.288.025 97,33
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP 400.000.000 397.147.550 2.852.450 99,29
PROGRAM PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI KEHATI 107.000.000 106.851.400 148.600 99,86
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PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 50.000.000 49.812.300 187.700 99,62
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN

PERLINDUNGAN DAN 84.142.000 83.711.400 430.600 99,49
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT MHA,

KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG

TERKAIT DENGAN PPLH 50.000.000 49.977.500 22.500 99,96
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,

PELATIHAN DAN PENYULUHAN

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 49.999.900 49.999.900 0 100
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN

HIDUP UNTUK MASYARAKAT 93.062.500 85.379.550 7.682.950 91,74
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN

LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000 49.153.300 846.700 98,31
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.297.131.700 10.098.141.250 198.990.450 98,07
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 112.590.000 110.928.500 1.661.500 98,52
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 410.000.000 405.880.900 4.119.100 99
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI

IADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 172.107.000 168.178.756 3.928.244 97,72
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

KEPENDUDUKAN 35.000.000 34.779.000 221.000 99,37
PROGRAM PENATAAN DESA 229.529.800 228.878.700 651.100 99,72
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA

DESA 31.000.000 30.970.000 30.000 99,90
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DESA 1.719.999.300 1.679.591.765 40.407.535 97,65
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PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT 15.539.799.400 15.527.635.000 12.164.400 99,92
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 574.000.000 573.400.000 600.000 99,90
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA KB 21.332.074.200 21.159.810.472 172.263.728 99,19
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS 13.674.600.000 13.666.800.000 7.800.000 99,94
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLA] 19.334.520.910 19.167.780.570 166.740.340 99,14
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 5.223.101.850 5.219.564.850 3.537.000 99,93
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PUBLIK 3.973.171.000 3.944.465.982 28.705.018 99,28
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK

SEKTORAL 383.810.000 381.892.000 1.918.000 99,50
PROGRAM PENYELENGGARAAN

PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN

INFORMASI 375.225.600 372.106.953 3.118.647 99,17
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.704.143.000 2.671.237.037 32.905.963 98,78
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA

SIMPAN PINJAM 75.170.000 75.136.000 34.000 99,95
PROGRAM PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN KOPERASI 87.310.000 87.140.000 170.000 99,81
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN

KSP/USP KOPERASI 52.520.000 52.475.000 45.000 99,91
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PERKOPERASIAN 301.988.000 301.970.500 17.500 99,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PERLINDUNGAN KOPERASI 200.012.000 199.687.000 325.000 99,84
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PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA

MIKRO UMKM 2.118.401.200 1.682.863.300 435.537.900 79,44
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 625.000.000 622.236.573 2.763.427 99,56
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM

PENANAMAN MODAL 7.500.000 7.340.000 160.000 97,87
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 304.906.000 288.098.980 16.807.020 94,49
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN

MODAL 119.245.600 115.998.600 3.247.000 97,28
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL 386.000.000 333.282.000 52.718.000 86,34
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN

SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 15.000.000 15.000.000 0 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.275.004.000 1.274.932.500 71.500 99,99
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 955.000.000 940.915.093 14.084.907 98,53
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 26.394.068.991 25.959.919.225 434.149.766 98,36
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN

TRADISIONAL 30.000.000 30.000.000 100
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 30.000.000 30.000.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

KEPRAMUKAAN 1.484.904.000 1.478.810.000 6.094.000 99,59
PROGRAM PELESTARIAN DAN

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 300.000.000 297.459.819 2.540.181 99,15
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 950.000.000 943.022.154 6.977.846 99,27
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 330.000.000 323.288.003 6.711.997 97,97
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.700.069.000 1.670.774.134 29.294.866 98,28
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PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENYELAMATAN ARSIP 200.000.000 198.607.200 1.392.800 99,30
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI

NASIONAL DAN NASKAH KUNO 113.241.000 109.603.000 3.638.000 96,79
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN

TANGKAP 8.068.965.250 7.824.688.830 244.276.420 96,97
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN

BUDIDAYA 13.491.385.000 13.340.425.400 150.959.600 98,88
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.000.000 50.000.000 0 100
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

HASIL PERIKANAN 1.587.367.000 1.578.960.400 8.406.600 99,47
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK

DESTINASI PARIWISATA 9.256.182.366 8.881.061.650 375.120.716 95,95
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.412.000.000 1.377.639.675 34.360.325 97,57
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 75.000.000 74.508.750 491.250 99,35
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.568.718.000 1.559.108.500 9.609.500 99,39
PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 11.745.874.900 11.191.425.674 554.449.226 95,28
PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 71.973.493.450 68.656.037.730 3.317.455.720 95,39
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER 1.573.225.000 1.075.167.745 498.057.255 68,34
PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 175.575.000 167.097.000 8.478.000 95,17
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 175.000.000 159.920.000 15.080.000 91,38
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PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 4.560.400.100 4.514.925.078 45.475.022 99
PROGRAM PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI 19.956.476.757 17.921.849.575 2.034.627.182 89,80
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

PERUSAHAAN 100.000.000 99.289.500 710.500 99,29
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA

INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 125.000.000 124.564.000 436.000 99,65
PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.923.000.000 1.909.015.071 13.984.929 99,27
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 285.000.000 284.188.000 812.000 99,72
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

PENTING 150.000.000 149.833.900 166.100 99,89
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 150.000.000 148.980.000 1.020.000 99,32
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU

TERBARUKAN 750.000.000 745.414.346 4.585.654 99,39
PROGRAM STANDARDISASI DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN 325.000.000 316.455.550 8.544.450 97,37
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN

PRODUK DALAM NEGERI 400.000.000 399.264.000 736.000 99,82
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT 47.542.370.000 44.029.369.065 3.513.000.935 92,61
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN 5.352.290.000 5.127.852.054 224.437.946 95,81
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN

TUGAS DAN FUNGSI DPRD 27.648.579.400 27.362.931.198 285.648.202 98,97
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.306.769.000 1.243.905.558 62.863.442 95,19
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PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH 745.000.000 732.520.188 12.479.812 98,32
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.343.017.900 2.223.936.948 119.080.952 94,92
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH 706.442.547.379 661.631.018.996 44.811.528.383 93,66
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH 2.553.619.000 2.551.481.700 2.137.300 99,92
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH 4.600.764.600 4.001.829.664 598.934.936 86,98
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.413.612.400 5.352.104.638 61.507.762 98,86
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA 3.507.450.800 3.491.288.186 16.162.614 99,54
PROGRAM PENYELENGGARAAN

PENGAWASAN 2.750.616.000 2.705.259.500 45.356.500 98,35
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 341.285.500 325.749.500 15.536.000 95,45
PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 372.820.600 370.661.000 2.159.600 99,42
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA DAN KELURAHAN 4.994.584.650 4.911.946.800 82.637.850 98,35
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan

oleh Pemerintah dan Swasta di 34.924.600 25.471.500 9.453.100 72,93
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM 409.451.600 404.688.500 4.763.100 98,84
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM 267.110.000 262.801.800 4.308.200 98,39
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA 457.036.600 451.670.500 5.366.100 98,83
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PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.080.000.000 1.074.310.400 5.689.600 99,47
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK 44.077.792.000 8.468.306.000 35.609.486.000 19,21
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN 700.000.000 695.689.000 4.311.000 99,38
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOM],
SOSIAL, DAN BUDAYA 850.000.000 850.000.000 0 100
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI 7.358.814.000 7.358.814.000 0 100

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukabumi, 2023
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3.4 Inovasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023
Berikut merupakan beberapa inovasi yang dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023.

1. Aplikasi SIMPEG
SIMPEG atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
sebagai aplikasi penyimpanan data kepegawaian ASN
Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIMPEG dapat

diakses pada https://simpeg.sukabumikab.go.id/. Berikut
merupakan gambar aplikasi SIMPEG:

5 € & sapsguksbonikaged Y o

Gambar 3. 1 Aplikasi SIMPEG Kabupaten Sukabumi
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukabumi, 2023

2.  Aplikasi Mangkaning
Mangkaning atau Manajemen Kepangkatan ASN Berdaya
Saing BKPSDM Kabupaten Sukabumi sebagai aplikasi
penghimpun data usulan kenaikan pangkat per periode ASN
Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Aplikasi Mangkaning dapat

diakses melalui http://www.mangkaning.id /. Berikut

merupakan gambar aplikasi Mangkaning Kabupaten

Sukabumi:
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Mangkaning

Manajemen kepANGKAtan asN berdaya saiNG BKPSDM Kab, Sekabumi

Gambar 3. 2 Aplikasi Mangkaning Kabupaten Sukabumi
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukabumi, 2023

Aplikasi E-Lok

E-Lok Elektronik Laporan Kinerja Dalam Penyusunan
Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Dan Permenpan RB
Nomor 8 Tahun 2021 Di Kabupaten Sukabumi. Aplikasi E-Lok
dapat diakses melalui https://tkd.sukabumikab.go.id/. Berikut

merupakan gambar aplikasi E-Lok Kabupaten Sukabumi:

€ = C 8 ndbipudmaddelia/indbge g % O

Kabuparen Sukabumi Leblh
Welcome to E-LOK: S i

Elektronik Laporan Kinerja

Gambar 3. 3 Aplikasi E-Lok Kabupaten Sukabumi
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Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukabumi, 2023

4.  Aplikasi SI IBI
Aplikasi SI IBI merupakan Sistem Informasi Izin Belajar
bagi Pegawai Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SI IBI dapat
diakses melalui https://bkpsdm.sukabumikab.go.id/siibi/.
5. Aplikasi SIAP Apel
Aplikasi SIAP Apel merupakan Sistem Informasi Absensi
Apel bagi Pegawai Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIAP Apel
dapat diakses melalui
http://bkpsdmcloud.id/siapapel/pages/login.php.
Aplikasi SIM Tunjangan
Aplikasi SIM Tunjangan merupakan Sistem Informasi
Pencairan Tunjangan Pegawai Kabupaten Sukabumi. Aplikasi
SIM Tunjangan dapat diakses melalui
https://tunjangan.sukabumikab.go.id/.
7.  Aplikasi SIAP

Aplikasi SIAP merupakan Sistem Informasi Absensi
Presensi Pegawai Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIAP dapat

diakses melalui http://siap.sukabumikab.go.id/login. Berikut

merupakan gambar aplikasi SIAP:
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Gambar 3. 4 Aplikasi SIAP Kabupaten Sukabumi
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukabumi, 2023

8. Silent Center

Silent Center Sukabumi Integrated Labour Employment
Center merupakan inovasilayanan aplikasi berbasis online yang
memberikan kemudahan fasilitasi ketenagakerjaan,
diantaranya pelayanan pelatihan di BLK dan Lembaga
Pelatihan Kerja, Informasi Lowongan Kerja dan program
perluasan kesempatan kerja, pengaduan ketenagakerjaan dan
layanan pembuatan Kartu Kuning/AK.1l. Silent Center dapat

diakses melalui https://disnakertrans.sukabumikab.go.id/.

Berikut merupakan gambar Silent Center Kabupaten Sukabumi:
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Selamat Datang
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Di Silent Center

Sukabumi Integrated Labour and Employment Center

Gambar 3. 5 Website Silent Center
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukabumi, 2023

9. RISTI

Risti Retribusi  Terintegrasi merupakan layanan
aplikasi berbasis online dalam Pengelolaan Retribusi dan PAD
lainnya di agar dapat mempermudah dalam penerimaan,
pembayaran, pencatatan dan penggolongan transaksi serta
pelaporannya. RISTI dapat diakses melalui

http://risti.sukabumikab.go.id. Berikut merupakan gambar
aplikasi RISTI Kabupaten Sukabumi:
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Gambar 3. 6 Aplikasi RISTI Kabupaten Sukabumi
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukabumi, 2023

10. POHAGA
POHAGA Pojok Hijau Kaming Tohaga merupakan inovasi
yang menerapkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah
warga untuk menanam berbagai macam tanaman, mulai dari
tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat.
Sehingga masyarakat bisa bergantung pada hasilnya untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
11. GEULIS BERSERI WAJAR YA
Inovasi Geulis Berseri Wajar Ya merupakan Gerakan
Literasi Menulis dan Berbahasa Inggris, Wadah Belajar dan
Berkarya bagi masyarakat khususnya pada anak sebelum
masuk Sekolah Dasar.
12. SIMOPI
SIMOPI adalah suatu sistem sekaligus instrumen
pengawasan, pengendalian dan pelaporan data yang khusus
dirancang untuk memudahkan dalam proses penyelenggaraan
kegiatan pengawasan terhadap proses penerapan manajemen

pemberian pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
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kepada pasien oleh para perawat dan bidan di RSUD
Sekarwangi.
13. Optimalisasi Aplikasi E-Lok Dalam Penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerapan
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Dan
Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 Di Kabupaten
Sukabumi
Inovasi ini merupakan aplikasi pengumpulan |,
pengolahan, analisa dan otomatisasi pelaporan yang
ditampilkan dalam bentuk Dashboard dalam pengelolaan
Kepegawaian seluruh perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi
SIDAKEM

SIDAKEM Sistem Informasi Data Kepegawaian
Elektronik Mandiri merupakan Sistem Informasi Data
Kepegawaian Elektronik Mandiri merupakan aplikasi berbasis
web yang memuat berbagai data kepegawaian, antara lain :
profil pegawai, riwayat pendidikan, data keluarga, riwayat
jabatan, riwayat golongan/pangkat yang disimpan sebagai
data base kepegawaian.
Si Kipin Cinta Halisa

Si Kipin Cinta Halisa Pemanfaatan Aplikasi Kios Pintar
Untuk Mencerdaskan Dan Meningkatkan Prestasi Siswa Di
Kaki Gunung Halimun-Salak merupakan inovasi dalam
meningkatkan semangat belajar para siswa di masa pandemi
yang dapat berkelanjutan bahkan ketika sistem pembelajaran
kembali dilaksanakan secara tatap muka PTM.
RESATA

RESATA Relawan Sadar Wisata merupakan inovasi
dalam mengimplementasi Kelompok Sadar Wisata atau

POKDARWIS dengan warga masyarakat baik disekitar maupun
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dari luar yang peduli maupun tidak respon sama sekali yang
secara agregat mengharapkan penguatan peran masyarakat
lokal selaku pelaku usaha atau pelaku pariwisata.
17. Senam Gurilapss
Senam Gurilapss Gunung, Rimba, Laut, Pantai, Sungai,
Seni Budaya Kepada Masyarakat merupakan Gerakan senam
irama dan musik, dengan menggabungkan tema yaitu Gunung,
Rimba, Lautan, Pantai, Sungai, Seni Budaya. Senam Irama
dibuat terstruktur menggabungkan dengan musik tradisional
kebudayaan yang ada Kabupaten Sukabumi.
18. Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat
Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat sebagai sebuah
aplikasi untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat,
dengan maksud dan tujuan agar pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat menjadi efektif dan efisien serta cepat
Aplikasi ini dapat diakses melalui
http://eskm.sukabumikab.go.id/login. Berikut merupakan
gambar Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat

Kabupaten Sukabumi:

€ - C & esmaukabumikat-goidAogn B % o

Gambar 3. 7 Aplikasi Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat

Kabupaten Sukabumi

173


http://eskm.sukabumikab.go.id/login

PEMERINTAH u ﬂ
KABUPATEN SUKABUMI

==

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukabumi, 2023

19. DesaKugenggam

Inovasi yang dilakukan adalah melakukan
pengembangan Fitur Aplikasi SimpelDesa yang sudah ada
diantaranya : Menjalankan Fitur Grosir Desa dengan konsep
pemberdayaan usaha ekonomi lokal Desa; Menambah Fitur
Administrasi Desa berdasarkan Tupoksi Perangkat Desa
berdasarkan Permendagri No.47 tahun 2016; Menambah
Fitur Sistem Informasi Posyandu SIP dan Laporan
Konvergensi  Stunting; dan Mengintegrasikan Aplikasi
SimpelDesa antara Pemerintah Desa dengan Tingkat
Kecamatan.

20. Penggunaan DI-RUAT Digitalisasi Rencana Usulan Aset
Terintegrasi Dalam Penyusunan RKBMD Di Kabupaten
Sukabumi

Perubahan pelayanan yang semula berbasis
kertas/naskah ke sistem pelayanan berbasis digital dan
teknologi informatika memiliki keunggulan, di antaranya
lebih cepat, efektif, efisien, tersedia back up data, dan dapat
dilakukan tanpa harus tatap muka yang memberikan
kemudahan dalam prosesnya. Media yang dapat menyimpan
data digital memiliki bentuk yang berbeda dengan fisik
aslinya. Media tersebut tidak dapat dibaca secara langsung
tanpa menggunakan alat bantu pembaca media digital, seperti
komputer dan jaringan internet. Dengan didasari oleh
permasalahan yang terjadi, maka upaya pemecahannya yang
ditawarkan dalam rencana aksi perubahan ini dengan cara

membuat model yang inovatif, yakni ; “DIGITALISASI
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RENCANA USULAN ASET TERINTEGRASI DI-RUAT”, yang
merupakan perubahan tata cara pengusulan RKBMD dari
SKPD secara manual ke sistem berbasis aplikasi/digital.
Rincian jenis BMD sebagai usulan dari para pengurus barang
pada SKPD yang sudah disetujui oleh pimpinan dilanjutkan
dengan cara mengisi format RKBMD yang sudah tersedia
dalam “DIGITALISASI RENCANA USULAN ASET
TERINTEGRASI DI-RUAT”.
Klinik Desa Ruang Edukasi Desa Kecamatan Cicantayan

Inovasi Proyek Perubahan adalah Pembuatan Klinik
Desa sebagai edukasi Desa dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Sebagai perubahan pengelola
Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum tertib dan terarah
menjadi tertib dan terarah sesuai peraturan Perundang-
undangan dan SOP yang telah ditetapkan.
Koperasi Sukabumi Kembangkan Rapat Anggota Tahunan
Secara Online Kopi Keraton

Koperasi Sukabumi Kembangkan RAT online atau KOPI
KERATON menjadi sebuah inovasi yang pelaksanaanya tidak
bisa lagi ditunda. Idealnya laporan RAT online ini terintegrasi
dengan data koperasi dan terkoneksi atau menjadi bagian dari
sebuah aplikasi atau sistem manajemen koperasi. Namun
mengingat belum tersedianya sistem manajemen koperasi
dimaksud dan tidak adanya anggaran, untuk langkah awal
pelaporan RAT koperasi online dibuat sederhana dengan
menambahkan fitur khusus dialamat website resmi DKUKM.
Selanjutnya dibuat Surat Keputusan Kepala DKUKM tentang
Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Yang
Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten Sukabumi Secara

Online yang ditandatangani pada tanggal 2
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Maret 2023. Dalam surat keputusan tersebut dilampirkan
juga Standar Standar Operasional Prosedur SOP dilengkapi
dengan alur dan tatacara pengisian form laporan RAT online.
Labu Ceting

Labu Ceting merupakan program esensial di Puskesmas
yang lebih mengutamakan pada upaya promotif, preventif
tanpa mengabaikan upaya kuratif dan upaya rehabilitatif.
LISDA Layanan Informasi Seputar Dokumen Adminduk

LISDA diharapkan dapat menjadi media yang efektif
sebagai sarana informasi pengetahuan masyarakat tentang
Adminduk masih kurang dan komunikasi masyarakat bertanya
secara langsung tentang keraguan/kesulitan yang dihadapinya
ketika mengurus Adminduk serta pengaduan keluhan tentang
Dokumen yang tidak selesai-selesai tanpa ada jawaban yang
pasti dari permasalahanya.
OnLine Farming OLF

OLF dipergunakan untuk mempromosikan ternak yang
dijual dipasar ternak yang dilakukan setiap hari Selasa dan
Jumat, serta oleh para pengusaha peternakan maupun pelaku
utama peternakan kapan pun dan dimanapun. Penjualan
dengan menggunakan sarana OLF media sosial bagi
Pemerintah Kabupaten Sukabumi maka dapat diketahui
berapa jumlah transaksi dan tujuan jual beli, apabila kemudian
transaksi juga memanfaatkan OLF maka manfaat yang
diperoleh akan diketahui no handphone dan alamat pembeli.
Manfaat lain bagi pelaku usaha peternakan adalah ; para
peternak bisa menikmati harga penjualan yang lebih layak

karena langsung dengan konsumen serta tanpa jasa
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perantara. Manfaat bagi pembeli yakni menghemat waktu dan
biaya transaksi.
SILOMAS Konsultasi Hallo Puskesmas

SILOMAS Konsultasi Hallo Puskesmas adalah sebuah
inovasi dalam Program kegiatan Dokter Masuk Kampung
dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai masalah Kesehatan dengan cara
menindaklanjuti  hasil kunjungan follow up melalui
pemantauan dari petugas dan konsultasi secara online dari
pasien atau keluarga pasien. Melalui SILOMAS akan menjadi
mudah bagi masyarakat karena petugas DMK akan melakukan
komunikasi, memberikan informasi, edukasi dengan
melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang
Kesehatan dengan jelas dan cepat. Serta akan ada follow up
hasil kunjungan pasien untuk memantau sejauh mana kondisi
pasien, sehingga dengan memantau pasca kunjungan DMK
kegiatan dapat terevaluasi dengan baik
SIMPELIN Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online

Dokumen Kependudukan yang saat ini sudah
didominasi oleh berbagai dokumen yang ditandatangani
secara elektronik memiliki potensi besar dalam peningkatan
pelaksanaan pelayanan publik di bidang Administrasi
Kependudukan, berbagai layanan sistem elektronik menjadi
lebih efektif dan efisien. Dengan adanya TTE tersertifikasi,
dokumen kependudukan dapat dicetak dari rumah., sehingga
dengan hadirnya SIMPELIN dapat menjadi fasilitas pelayanan
online permohonan pembuatan dokumen kependudukan
secara daring. Pemohon/ Masyarakat bisa mengakses layanan
SIMPELIN ini melalui alamat website

https://simpelin.dukcapilkabsukabumi.org/ kemudian
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mengisi identitas dan memilih layanan administrasi
kependudukan yang diperlukan, setelah itu mengupload
berkas persyaratan. Petugas pelayanan SIMPELIN akan
memeriksa identitas serta memverifikasi dan memvalidasi
berkas permohonan persyaratan, apabila berkas lengkap maka
permohonan bisa langsung diproses ke tahap selanjutnya,
sedangkan apabila tidak lengkap petugas akan menolak berkas
permohonan dengan memberikan penjelasan alasan
penolakan permohonan yang akan dimunculkan di aplikasi
SIMPELIN
28. SI-NAGA BERKAT Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala dan
Pangkat
Memberikan informasi kepada pengelola tentang jadwal
waktu pengusulan KGB dan KP PNS. Dalam perspektif
pelayanan digital, maka seluruh data dan informasi PNS
direkam dalam media komputer secara elektronik yang
memungkinkan dapat diakses dalam android/HP. APLIKASI
KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PANGKAT SI-NAGA
BERKAT, sebagai media pelayanan administrasi kepegawaian

secara digital memiliki dua menu utama yang berbeda, yakni:

a. menu sistem KGB

b. menu sistem KP

Pengelolaan data dan informasi PNS secara digital ini
dapat menyimpan dokumen dan menginformasikan secara
otomatis sesuai batas waktu dan persyaratan untuk diajukan
KGB dan KP.

29. SIPENDAWA NITIS Sistem Pendataan Warga Dinamis
Sebuah aplikasi yang didalamnya ada data warga, data

ibu hamil dan data bayi yang secara otomatis usia akan
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berubah sesuai dengan perubahan hari termasuk wusia
kehamilan ibu, sehingga ketika akan memasuki usia 9 bulan
secara otomatis di aplikasi tersebut akan muncul daftar nama
ibu hamil baik yang akan melahirkan secara normal maupun
dengan risiko tinggi, termasuk usia bayi mulai dari 0 sampai
dengan usia 12 bulan.
30. SIPIRUS

SIPIRUS adalah sistem informasi yang dibuat untuk
pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang secara
sistematis yang melayani proses kegiatan pemanfaatan ruang
khususnya di Kabupaten Sukabumi yang terintegrasi melalui
secara elektronik dan non elektronik. Diharapkan dengan
hadirnya SIPIRUS dapat memberikan kemudahan kepada
pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Sukabumi.
SIPIRUS merupakan bentuk implementasi dari Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang yang dapat dijadikan alat untuk monitoring dan evaluasi
pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukabumi.

31. SI-PPITUNG

Bahwa dengan adanya inovasi tentang Sistem Informasi
Penghapusan Piutang SI-PPITUNG Pajak Daerah diharapkan
dapat meminimalisir keterlambatan dari proses penghapusan
piutang pajak daerah dengan memanfaatkan informasi digital
yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi
yang telah digunakan di antaranya adalah WEBSITE, yang

dapat terhubung dengan server di Diskominfosan. Selain itu
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dapat melalui media sosial, seperti FB, WA dengan jaringan
yang terhubung dengan sarana WIFIL.

SOLAWAT

“Sistem Layanan Online WA Camat Solawat” sebagai
Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Cicantayan. Pelayanan
online dengan menggunakan WA ini kami lakukan dengan
pertimbangan bahwa hampir semua masyarakat mempunyai
HP/Gadget berbasis Android yang ada aplikasi WA.

Aplikasi Desa KaMi

Inovasi dalam rancangan aksi ini maka dibuatkan
aplikasi android “DESA KaMi”. Adapun platform yang
digunakan adalah android, menggunakan framework Flutter
dengan bahasa pemrograman front-end Java, dan back-end
dengan MySQL. Aplikasi ini direncanakan dibuat ke dalam 3
modul, yaitu : Dalam aplikasi ini berisi modul :

1. Modul Layanan Digital Desa; modul ini berisi seluruh
layanan publik di desa.

2. Modul Profil Desa; modul ini berisi informasi profil desa.
dan seluruh kegiatan di desa.

3. Modul Berita Desa; modul ini berisi seluruh kegiatan
yang diadakan oleh desa yang bersangkutan yang
terintegrasi dengan namadesa.desa.id.

Kemudian aplikasi ini juga terintegrasikan dengan web
Pemda Kabupaten Sukabumi di sukabumikab.go.id.
Pengelolaan layanan digital desa akan memberi kemudahan
bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi di
desa. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mempercepat
pelayanan publik di desa.

OPA POLI Optimalisasi Pelayanan APM Dan Poliklinik
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Inovasi ini sesuai dengan diagnosa organisasi dan
kemudian sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi baik di
internal maupun eksternal rumah sakit. Adapun platform yang
digunakan adalah :

1. Mesin APM dan nomor antrean
2. SDM
3. Suratkontrol / nunkan

Pengelolaan pelayanan ini akan memudahkan bagi
petugas dan pasien sehingga tercapaianya mutu dan
keselamatan pasien di APM dan Poliklinik.

SIPANAH Sistem Informasi Pengadaan Tanah

SIPANAH adalah sistem informasi yang dibuat untuk
menginformasikan terkait proses pengadaan tanah khususnya
di Kabupaten Sukabumi. Diharapkan dengan hadirnya
SIPANAH menjadi informasi yang berguna dan membantu
dalam proses pengadaan tanah di Kabupaten Sukabumi. Di
dalamnya ada beberapa informasi terkait seluk beluk proses
pengadaan tanah sesuai dengan peraturan Menteri ATR/BPN
yang baru yaitu Permen Nomor 19 Tahun 2021 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam permen
tersebut dijelaskan proses pengadaan tanah yang dimulai dari
perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pengadaan tanah. Serta bisa digunakan untuk monitoring

proses pengadaan tanah di Kabupaten Sukabumi.

PELAWAT Pelayanan Melalui Whatsapp Akta Kematian
PELAWAT Pelayanan Melalui Whatsapp Akta Kematian inovasi
pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan

wilayah di Kabupaten Sukabumi dan dibutuhkan untuk
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mempermudah proses pelaporan peristiwa kematian bagi
penduduk Kabupaten Sukabumi. Inovasi PELAWAT Pelayanan
Melalui Whatsapp Akta Kematian menggunakan media
whatsapp yang dilaksanakan atas dasar pemikiran bahwa
masyarakat Kabupaten Sukabumi selayaknya mendapatkan
kemudahan untuk pengurusan dokumen Akta Kematian dan
untuk meningkatkan cakupan Akta Kematian yang masih
rendah.
Pembuatan Batik Berdasarkan Ragam Hias dari Kekayaan
Tinggalan Arkeologi di Kabupaten Sukabumi

Kegiatan pembuatan batik ini dilakukan dengan
mengambil ragam hias berdasarkan temuan gerabah-gerabah
yang terdapat di Situs Tugu Gede Cengkuk. Saat ini temuan-
temuan gerabah tersebut masih tersimpan di museum lokal
Situs Tugu Gede Cengkuk. Kegiatan ini perlu dilakukan, karena
dapat menambah kekayaan budaya Kabupaten Sukabumi serta
memberikan dampak positif bagi masyarakat supaya bisa
bangga terhadap kekayaan dari hasil kearifan lokal yang ada.
Selain itu juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka upaya
pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Kegiatan ini juga
merupakan salah satu bentuk aktualisasi dalam upaya
revitalisasi warisan budaya pada masa lalu yang ada di
Kabupaten Sukabumi, akibat kurangnya minat masyarakat
untuk terlibat dalam pelestarian budaya, terutama bagi anak
muda. Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk dapat
terlibat dan berpartisipasi aktif melestarikan kebudayaan
Sukabumi.
IPED Inovasi Pengembangan Ekonomi Daerah

Untuk mengembangkan sebuah model wuntuk

mendorong produktivitas serta membangun kapasitas
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kelembagaan perekonomian Daerah Perumda Agro Sukabumi
Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat. Model dari kegiatan ini adalah meningkatkan
kapasitas Kelompok Usaha Masyarakat melalui sebuah
kemitraan yang juga melibatkan Pelaku Bisnis Profesional,
dalam menggerakan mata rantai pengusahaan produk
unggulan daerah rantai pasok. Peningkatan kapasitas tersebut
dilakukan melalui sebuah fasilitasi inkubasi bisnis yang
diharapkan akan dapat meningkatkan akses masyarakat
terhadap teknologi produksi dan pasca panen, sumber-
sumber pembiayaan, input produksi dan pasar. Kegiatan
kemitraan usaha ini juga diharapkan dapat meningkatkan
keterlibatan kelompok-kelompok rentan yaitu masyarakat
miskin, kelompok perempuan, kaum disabilitas dan kelompok
rentan lainnya. Kemitraan yang terbangun di antara Kelompok
Usaha Ekonomi Masyarakat, BUMDesa dan Pelaku Bisnis
Profesional diharapkan akan saling memperkuat dan memberi
manfaat dalam pengembangan produk unggulan yang
dibutuhkan pasar dan berbasis pada sumber daya setempat.
Untuk merealisasikan kegiatan kemitraan tersebut dibutuhkan
serangkaian langkah-langkah yang sistematis, dengan sasaran
yang jelas dan terukur serta memenuhi ukuran-ukuran
kelayakan dari segi teknis, manajemen maupun pembiayaan.
Bidan Akta-Ku

Pendampingan Bidan untuk keluarga dan ibu pada fase
antenatal kehamilan yang dilakukan sekurang-kurangnya 4
kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal
1 kali pada trimester tiga bulan pertama dan kedua, juga 2 kali

pada trimester ke tiga sampai dengan intranatal lahiran
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dan Postnatal pasca lahiran merupakan tahapan penting awal

yang menentukan kualitas hidup dan kehidupan bayi dimasa

yang akan datang, selanjutnya diintegrasikan oleh kecamatan
dengan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Wilayah Palabuhanratu, masing-masing Desa/kelurahan serta

Kantor Urusan Agama.

DorDar Donor Darah

Kegiatan inovasi Pelayanan Publik Palabuhanratu

DORDAR, atau Palabuhanratu Donor Darah dilakukan dalam

uraian penjelasan sebagai berikut:

a. Diawali pembangun komitmen dari pengetahuan dan
kesadaran yang disertakan dikalangan kelompok Dordar
yang dibentuk baik berbasis community, school/campus,
satuan layanan pemerintah, unit kerja lainnya.

b. Menentukan role model sebagai agen perubahan perilaku
dan ajang sosialisasi efektif.

c. Memunculkan dignity dan harga diri dari setiap satuan
kelompok donor darah yang dibentuk untuk dapat
berkompetisi dan meningkatkan kualitas diri dan
kelompoknya yang sejajar dan memiliki kedudukan yang
sama bahkan lebih dari kelompok lainnya.

d. Mengidentifikasi kelompok dan sasaran kelompok.

e. Mengikat pelaku kelompok dalam sebuah grup khusus.
Melakukan pendataan sasaran dengan isme menyehatkan
pendonor, menyelamatkan yang membutuhkan, dan
memberikan kemanfaatan sebagai sebuah kegiatan yang
penuh dengan kebaikan.

g. Berkoordinasi dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah
Indonesia  untuk melakukan tahapan  sosialisasi

pelaksanaan dan pemeliharaan sasaran paska layanan.
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h. Evaluasi penyelenggaraan dan menentukan resolusi
aktivitas lanjutan perbaikan kedepan.
39. Genting Gerebeg Stunting

Kolaborasi Bidan, Kader, Aparat Desa, Kecamatan,
Keluarga Berencana, Babinsa, Bhabin Kantibmas, PKH, Dalam
Penanganan Stunting Sejak Pasangan Usia Subur, Pra Nikah,
Sesudah Nikah, Masa Mengandung Dan Paska Melahirkan
Melalui Screening Pemantauan dan Penanggulangan Stunting.

Pengembangan cakupan
penanganan stunting yang tidak hanya dilakukan setelah
lahiran dengan melihat indikasi tinggi badan dan berat badan
sasaran sebagai indikasi asupan gizi, namun juga memantau
anak sejak dalam kandungan bahkan jauh hari sebelum
melakukan pernikahan untuk tidak berisiko menghadirkan
keturunan yang stunting.

Kegiatannya merujuk kepada ketentuan, strategi,
kebijakan yang sudah ditetapkan oleh supra kecamatan, dan
menguatkannya secara pendekatan ke-unik-an wilayah
kolaboratif antara politik will dengan affirmative action. Data
yang didapat setiap bulan dari hasil penimbangan sasaran di
Posyandu dicatat oleh Bidan Desa dan di rekap di Puskesmas
kemudian di oleh oleh Satgas melalui Sekretaris Satgas yaitu
UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diolah
termasuk data yang didapat dari Tim Pendamping Keluarga
untuk sasaran calon pengantin, nifas dan ibu hamil berkategori
berisiko yang kemudian oleh camat selaku Ketua Satgas di
distribusi ke Desa dan Kelurahan juga ke Forkompimcam, PKH,
Dukcapil, TP.PKK, dan lain sebagainya dengan intention untuk

ditindaklanjuti bersama mitra.
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RASA KAMI Radio Streaming Asli Kabupaten Sukabumi

Streaming adalah proses pengiriman konten baik audio
atau video yang dikirim dalam bentuk file terkompres melalui
internet, yang kemudian dimainkan secara langsung tanpa
harus melakukan pengunduhan terlebih dahulu. Streaming
sendiri bisa dijadikan alternatif pengiriman informasi radio
modern dengan mengandalkan internet tanpa ketergantungan
terhadap sistem pemancar konvensional. dan faktanya ada
kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan
radio online ini dalam mencari informasi berupa berita terkini
atau sekedar konten hiburan yang dapat menemani ketika di
perjalanan Radio streaming merupakan pengiriman media
digital berupa video, suara dan data agar bisa diterima secara
terus-menerus stream. Data tersebut dikirim dari sebuah
server aplikasi dan diterima serta ditampilkan secara real-time
oleh aplikasi pada komputer.

SEHATI Sertifikat Halal Gratis

Inovasi dalam rancangan aksi ini sesuai hasil diagnosa
organisasi serta fakta yang terjadi dilapangan juga sebagai
dukungan atas program pemerintah yang telah meluncurkan
program Sertifikat Halal Gratis SEHATI yang pendaftarannya
dapat diakses melalui laman sehati.halal.go.id dan SIHALAL.
Agar program tersebut dapat diketahui oleh para pelaku usaha
ekonomi mikro kecil dan menengah sehingga dapat
meningkatkan jumlah para pelaku usaha yang membuat sertifikat
halal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi sertifikat halal
gratis SEHATI bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
SI-KER]JA Sistem Informasi Kearsipan Jaringan Aplikasi Sistem

informasi yang memuat tentang kearsipan surat

masuk dan keluar. Akan ada back-up data apabila terjadi
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kerusakan dan kehilangan surat masuk atau keluar. Sistem
dapat menyimpan data sebagai bentuk pengarsipan secara
sistematis dengan adanya sistem ini pengelolaan arsip secara
manual dapat diatasi.

Aplikasi E-IKP (Elektronik Insiden Keselamatan Pasien)

E-IKP merupakan aplikasi berbasis Android sebagai
sarana untuk mempercepat pelaporan insiden
keselamatanpasien. Diharapkan dengan sistem ini, pelaporan
insiden dapat dilakukan secara lebihefektif dan efisien,
sehingga memungkinkan analisis insiden yang lebih cepat
dilakukan oleh Komite Mutu. Ini akan membantu
pengembangan program mutu rumah sakit dan meningkatkan
pengumpulan data insiden, sehingga pelayanan rumah sakit
dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Roasting

Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai lokus prioritas
nasional upaya percepatan penurunan stunting sejak 2020.
Namun demikian, secara agregat, terjadi tren negatif upaya
percepatan penurunan stunting baik merujuk pada data SSGI
maupun data E-PPBGM. Pada kedua data tersebut, prevalensi
stunting masih naik di tahun 2021.

Dengan target penurunan prevalensi stunting tahunan rata-
rata lebih dari 3%, diperlukan langkah extraordinary upaya
percepatan penurunan stunting. Untuk itu, Gerakan Rabu
Observasi dan Aksi Sinergi Penanganan Stunting (ROASTING)
diharapkan menjadi salah satu pendorong upaya
extraordinary percepatan penurunan stunting di Kab.
Sukabumi.

SIPRAHUDarat

Sebelum dibentuknya SIPRAHUDarat, penyediaan data
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informasi prasarana perhubungan darat masih bersifat
Manual. Dengan dibentuknya SIPRAHUDarat ini penyediaan
data informasi prasarana Tranportasi menjadi lebih akurat
dan akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan
Transportasi pada Dinas Perhubungan.

Setelah dibentuk Inovasi SIPRHUDarat dan dilakukan
integrasi untuk medapatkan data dan informasi yang
dibutuhkan dari database Fasilitas Perlengkapan Jalan yang
akan digunakan untuk informasi dan kebutuhan data sebagai
pelaporan.

SiPod-OL

Diseminasi melalui Streaming Podcast On Location (SiPod-OL)
yang merupakan program unggulan sekaligus terobosan yang
dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Citra
Lestari 95.7 FM menjadi pilihan strategis bagi perangkat
daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk
menginformasikan tugas pokok dan fungsinya sekaligus
capaian kinerja kepada masyarakat sebagai pengejawantahan
prinsip akuntabilitas dan transparasi dalam good governance.
MENDA\KAN MAWAR DESA

Ide Inovasi “MENDAKAN MAWAR DESA” (Mencetak Dokumen
Kependudukan Mandiri Warga Desa) ini diciptakan oleh
Inovator sebagai bentuk kepedulian terhadap penduduk
Kabupaten Sukabumi dan sebagai upaya untuk mendekatkan
pelayanan kepada penduduk Kabupaten Sukabumi, dengan
memanfaatkan aplikasi SIMPELIN (Sistem Informasi
Manjaemen Pelayanan Online) berbasis Web yang terlebih
dahulu diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil untuk pelaksanaan pengurusan Dokumen Kependudukan

secara daring/online.
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48. PALABUHANRATU GENTING
PALABUHANRATU GENTING (Grebeg stunting) adalah inovasi
layanan publik yang dimaksudkan untuk pengurangan
prevalensi stunting di kecamatan Palabuhanatu dengan
kolaborasi, sinergi, dan terintegrasi. Penggunaan diksi
GENTING adalah strategi pemasaran yang sengaja dipilih
untuk mendorong ketertarikan orang berkenaan dengan
Palabuhanratu Genting. Keingintahuan masyarakat dengan
kata-kata genting pada Palabuhanratu genting ini akan
terjawab setelah mendapat penjelasan bahwa Genting itu
singkatan dari Grebeg Stunting yang dijelaskan selanjutnya
dengan kegiatan yang sifatnya kebersamaan, babareungan,
sebagai bentuk kegiatan gabungan semua kekuatan untuk
mengedukasi dan membantu sasaran dengan potensi yang ada
untuk bisa terbebas dari ancaman terpaparnya stunting
dan/atau terbebasnya sang buah hati dari kategori stunting
sehingga tumbuh kembang secara baik, sehat dan prosfektif
menjadi generasi unggulan.

3.5 Prestasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Berikut merupakan beberapa prestasi yang didapatkan oleh

Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023.

1. Penghargaan dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Sukabumi
sebagai Juara kedua tingkat provinsi kegiatan pengawasan

kearsipan kategori "A" (memuaskan)

2. Predikat Opini WTP Terbaik selama 9 kali berturut turut atas
keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan

tahun 2020;

3. Penghargaan Lencana Bhakti Transmigrasi untuk Bupati
Sukabumi Atas Kontribusi dan Kerja Keras Dalam
Mensukseskan Program Transmigrasi;

189



10.

11.

12.

13.

PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

BSSN Award untuk katagori Penyelenggaraan Sertifikasi
Elektronik Terbaik Sektor Pemerintah Kabupaten;

Penghargaan Kak Seto Award 2023 sebagai Bupati Inspiratif
penggerak pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Penghargaan Subroto Award Tahun 2023 dengan Kategori
Konservasi Geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;

Juara tiga dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2023 atas
inovasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Sukabumi ini, bernama Silent Center (Sukabumi

Integrated Labour and Employment Center);

Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat/Swasti Saba dan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat tahun 2023 dari Kementerian

Kesehatan;

Penghargaan OMBUDSMAN RI predikat kepatutan standar
pelayanan publik tahun 2023 dengan Opini Penilaian
berpredikat Tinggi dengan Kategori Hijau;

penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Untuk Kategori
Nindya Tahun 2022

Sertifikasi akreditasi lembaga pelatihan, penghargaan

diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI); dan

Penghargaan Juara Ke-Ill Lomba Program Terpadu Peningkatan Peranan
Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2ZWKSS) Kategori
Kabupaten Tahun 2023;

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kategori BAIK.

Penghargaan diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun
2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati
Sukabumi berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan
kinerja pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan
dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan
hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dan Perjanjian
Kinerja Bupati Sukabumi Tahun 2023 yang berupa analisis dan
pengukuran Kkinerja terhadap Pencapaian Sasaran Strategis
sehingga berdampak terhadap tingkat ketercapaian visi dan misi
pada tahun 2023. Penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2023 juga merupakan sebuah pertanggungjawaban
pencapaian visi Bupati Sukabumi yaitu “Terwujudnya Kabupaten
Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat
Sejahtera Lahir Batin”. Visi tersebut kemudian dirumuskan ke dalam
4 misi yakni: Membangun sumber daya manusia yang beriman,
berbudaya, dan berdaya saing; Meningkatkan produktivitas dan
daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata
berkelanjutan; Meningkatkan konektivitas untuk percepatan
pertumbuhan wilayah; dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Realisasi pencapaian visi dan misi Bupati Sukabumi dilakukan
secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD). Demikian pula pada tahun 2023 ini,
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Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun Perjanjian
Kinerja Bupati Sukabumi tahun 2023. Secara umum capaian
Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2023 menunjukkan
perkembangan yang signifikan daripada capaian tahun 2021
meskipun terdapat indikator yang menurun. Meskipun beberapa
indikator mengalami penurunan capaian kinerja, namun secara
keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi

mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
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4.2 Langkah Strategis

Tabel 4. 1 Simpulan Umum dan Langkah Strategis Perbaikan Kinerja

Meningkatnya Indeks Kerukunan 100,09% Target Kinerja 1. Meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial
pengamalan nilai- Umat Beragama Tercapai masyarakat untuk mendukung peningkatan
nilai keagamaan kualitas nilai-nilai keagamaan;

dalam kehidupan 2. Penambahan jumlah dan kompetensi personal
bermasyarakat khususnya untuk melakukan sosialisasi,

mediasi, diseminasi, dan pembinaan
kerukunan umat beragama yang terbagi di
setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi; dan

3. Penggunaan Sistem Informasi dalam
pelaksanaan survey.

Meningkatnya Angka Harapan 104,48% Target Kinerja 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait
kualitas kesehatan | Hidup (AHH) Tercapai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
masyarakat dan 2. Pemerintah idealnya meningkatkan anggaran
jangkauan Angka Kematian 104,81% Target Kinerja program pembinaan pelayanan kesehatan ibu
pelayanan Ibu (AKI) Tercapai dan reproduksi sebesar 3% dari total
kesehatan anggaran sektor Kesehatan; dan

Angka Kematian 105,95% Target Kinerja 3. Meningkatkan sumber d?ya manusia

Bayi (AKB) Tercapai kesehatan dan peran aktif masyarakat.

4. Menganggarkan logistik terutama SPM ibu
hamil dan melahirkan serta bayi baru lahir;
dan

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana NICU di
Rumah Sakit.
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Meningkatnya Indeks 100% Target Kinerja 1. Meningkatkan peran serta perempuan
pengarusutamaan Pembangunan Tercapai terhadap sektor pendidikan dan ekonomi;
gender dan Gender (IPG) 2. Meningkatkan  peran  gender  dalam
perlindungan anak pembangunan.

3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait
dalam pedoman penyusunan anggaran yang
responsif gender;dan

4. Membentuk UPTD Perlindungan Perempuan

dan Anak.
Meningkatnya Rata-rata Lama 98,65% Target Kinerja 1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas
aksesibilitas dan Sekolah (RLS) Tidak Tercapai dan merata;
mutu pendidikan Harapan Lama 99,68% Target Kinerja 2. Melakukan pepgadaan P3K melalui BKPSDM
Sekolah (HLS) Tidak Tercapai dan Kementerian;

3. Meningkatkan kolaborasi dengan dinas terkait
dalam upaya peningkatan aksesibilitas
penunjang urusan sekolah dan pendidikan;

4. sosialisasi/promosi pendidikan kepada
masyarakat, terutama berkenaan dengan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat yang
belum menamatkan Pendidikan; dan

5. Kerjasama dengan pihak penyelenggara
pesantren tradisional, agar juga
menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan
(PKBM).
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Menurunnya Tingkat 96,15% Target Kinerja Peningkatan kemampuan terhadap PSKS untuk

tingkat kemiskinan | Kemiskinan Tidak Tercapai membantu dalam penanganan PMKS dan
meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
Optimalisasi dan penguatan PUSKESOS dalam
melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS dan
PMKS di desa;dan
Berkoordinasi dengan PUSDATIN Kementerian
Sosial dalam penyempurnaan data DTKS dan
PMKS.

Meningkatnya Persentase 112,02% Target Kinerja Melestarikan budaya warisan tradisional

pelestarian dan Pemajuan Tercapai daerah sebagai potensi pengembangan daerah;

pengembangan Kebudayaan dan

budaya lokal Meningkatkan sarana dan prasarana pemajuan
budaya terutama pengamanan cagar budaya.

Menurunnya Tingkat 131,91% Target Kinerja Perlunya dukungan kegiatan padat karya dari

tingkat Pengangguran Tercapai unsur anggaran;

pengangguran Terbuka Meningkatkan kualitas pengembangan dan

penempatan tenaga kerja;

Memperluas kesempatan kerja;
Melakukan pembinaan lembaga pelatihan
swasta;

Kuota pelatihan BLK diperbanyak; dan
Melakukan Koordinasi, kerjasama dan
sinkronisasi terhadap stakeholder melalui
Silent Centre.
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Meningkatnya Laju Pertumbuhan 153,85% Target Kinerja Meningkatkan produktivitas dan daya saing
pertumbuhan PDRB sektor Tercapali sektor primer melalui inovasi berkelanjutan;
ekonomi dan Pertanian, Melakukan Revisi Kebijakan mengenai proteksi
ketahanan pangan Kelautan dan pengalihan lahan pertanian produktif;
melalui sektor Perikanan Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir
pertanian dan pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu
perikanan mendorong kemudahan aksesibilitas
pembiayaan/ permodalan agribisnis bagi para
pelaku usaha pertanian dan perikanan;
Sinergitas lintas sektoral termasuk pihak
swasta dan stakeholder.
Skor Pola Pangan 111,68% Target Kinerja Pemahaman/ pembiasaan gizi seimbang/
Harapan (PPH) Tercapai Triguna Makanan (sumber tenaga, sumber zat
Konsumsi pembangunan, sumber zat pengatur);
Kampanye/ sosialisasi konsumsi makanan
B2SA (Beragam Bergizi Seimbang Aman); dan
Sinergitas Lintas Sektoral termasuk pihak
swasta dan pemangku kepentingan.
Meningkatnya Laju Pertumbuhan 585% Target Kinerja . Meningkatkan daya tarik investasi daerah
pertumbuhan PDRB Sektor Tercapai bidang pariwisata;
ekonomi sektor Pariwisata . Membenahi peraturan yang menunjang urusan
Pariwisata terkait destinasi wisata;

. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder

. Memanfaatkan kegiatan pameran baik luar kota

guna memajukan dan mengembangkan
destinasi wisata;

dan dalam kota sebagai sarana promosi;
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Meningkatnya
pertumbuhan
investasi daerah
sektor agribisnis
dan pariwisata

Laju Pertumbuhan
Investasi Sektor
Agribisnis dan
Pariwisata

183,25%

Target Kinerja
Tercapai

. Secara rutin mengadakan bimbingan teknis

. Melakukan Pemantauan Secara Berkala dan

. Memanfaatkan kegiatan pameran baik luar

tentang sistem OSS RBA (perizinan berbasis
risiko);

Terjadwal Ke Pelaku usaha yang belum
melakukan pelaporan;

kota dan dalam kota sebagai sarana promosi;

Meningkatnya
skala usaha pelaku
ekonomi

Persentase Pelaku
Usaha Ekonomi
Naik Kelas

100%

Target Kinerja
Tercapai

S W N

o U1

. Perumusan kebijakan daerah (Perbup/Perda)

. Adanya kemudahan akses pembiayaan di

. Adanya lembaga pemberdayaan IKM;
. Pelatihan dan pendidikan Bimtek bagi para

. Melakukan kerja sama/kemitraan; dan
. Membantu akses permodalan.

terkait pengembangan dan perlindungan hak
IKM;

lembaga keuangan atau perbankan;

pelaku usaha;
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Meningkatnya Indeks Kualitas 95,95% Target Kinerja Kolaborasi dengan instansi terkait (seperti
kualitas Lingkungan Hidup Tidak Tercapai Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Tata
lingkungan hidup Ruang);
Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi terkait
pengendalian tutupan lahan dan pengendalian
kualitas air sungai; dan
Menambabh titik-titik sampel dalam pengujian
kualitas air sungai dan udara ambien.
Meningkatnyaluas | Cakupan 100% Target Kinerja . Diskominfo bekerja sama dengan Stakeholder
cakupan wilayah Pelayanan Tercapai penyedia layanan internet dan Pemerintah
komunikasi dan Komunikasi dan Desa untuk mengatasi lokasi blankspot di
informatika daerah | Informatika Kabupaten Sukabumi; dan
Daerah . Evaluasi kinerja dengan mengoptimalkan
koordinasi antar PD supaya dapat
berpartisipasi dalam tindak lanjut pengaduan
SP4N Lapor.
Meningkatnya Persentase Tingkat 100,3% Target Kinerja . Mengajukan penambahan anggaran yang
kualitas Kemantapan Tercapai diajukan melalui sumber pendanaan lain
infrastruktur Kondisi Jalan selain APBD; dan
Kabupaten . Setiap tahun Dinas Pekerjaan Umum
Persentase Tingkat 101,26% Target Kinerja melakukan kegiatan Rekonstruksi Jalan,

Kondisi Baik
Jaringan Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan
Kabupaten

Tercapai

. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik|

Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan
Jembatan dan survey kondisi jalan jembatan
untuk tercapainnya Presentase tingkat
kemantapan kondisi jalan Kabupaten.

melalui perekrutan ASN maupun pendidikan
formal maupun non formal.
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Meningkatnya Persentase 162,53% Target Kinerja . Meningkatkan cakupan infrastruktur sarana
kondisi sarana dan | Kawasan Tercapai pelayanan dasar;
prasarana dasar Permukiman . Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
permukiman Kumuh yang di kawasan strategis kabupaten, kawasan
Tertata kumuh dan permukiman perdesaan;
. Meningkatkan ketersediaan RTH/Ruang
Publik di kawasan perkotaan;
. Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah); dan
. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat
dalam pelibatan pemeliharaan lingkungan.
Meningkatnya Rasio Konektivitas 100% Target Kinerja . Berkoordinasi dengan stakeholder terkait
kinerja layanan Kabupaten Tercapai dalam upaya mendorong percepatan
transportasi pembangunan transportasi di wilayah

. Perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan

. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran

. Melakukan pengendalian pelaksanaan program

Kabupaten Sukabumi;

pembangunan daerah yang dapat mendorong
pencapaian tujuan pembangunan daerah secara
holistik khususnya bidang transportasi;

dengan membuat skala prioritas yang bertujuan
agar program- program strategis dapat

dilaksanakan dengan baik; dan

dan kegiatan yang lebih berkualitas.
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Meningkatnya tata
kelola
pemerintahan yang
profesional dan
akuntabel

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

100,41%

Target Kinerja
Tercapai

. Penguatan kapasitas petugas pelayanan;
. Petugas SKM dari masing-masing Perangkat

Daerah  lebih
pelaksanaan  SKM
pengguna layanan.

mensosialisasikan  lagi
kepada masyarakat

Indeks
Profesionalitas ASN

99,59%

Target Kinerja
Tidak Tercapai

. Untuk menguatkan integritas para pegawai,

. Dalam hal pembinaan disiplin ASN, BKPSDM

. Dalam fungsi pengawasan kinerja para

. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi

BKPSDM melaksanakan pembinaan mental
aparatur pada para pengelola kepegawaian
masing-masing Perangkat Daerah;

terus meningkatkan penguatan pemahaman
terkait disiplin ASN melalui pembinaan
berbasis kewilayahan;

pegawai BKPSDM melakukan peningkatan
pengukuran kinerja pegawai pada a plikasi
kinerja yang disesuaikan berdasarkan
aktivitas kerja pegawai; dan

maupun Kementerian/Lembaga untuk
menambah penyelenggaraan Diklat;

Opini BPK atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Sukabumi

100%

Target Kinerja
Tercapai

. Peningkatan rekonsiliasi data baik pengelolaan

. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam

keuangan daerah maupun barang milik daerah;
dan

Negeri dalam penerapan SIPD.
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Nilai Akuntabilitas 94,59% Target Kinerja 1. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja

Kinerja Daerah Tidak Tercapai Perangkat Daerah;

2. Meningkatkan kompetensi penyusun laporan
kinerja Perangkat Daerah; dan

3. Dalam nilai pelaporan kinerja harus disesuaikan
dengan teknis Program dan Kegiatan Perangkat

Daerah yang dimaksud.
Meningkatnya Indeks Inovasi 76,51% Target Kinerja 1. Penyelenggaraan event inovasi daerah di
inovasi daerah Daerah Tidak Tercapai tingkat kabupaten;

2. Mengikutsertakan inovasi tingkat kabupaten
ke tingkat provinsi maupun nasional;

3. Mensosialisasikan budaya inovasi secara lebih
masif;

4. Menyusun peraturan perundang-undangan
Perbup dan Inbup dalam meningkatkan kinerja
yang inovatif; dan

5. Mengusulkan penganggaran kegiatan inovasi
pada setiap Perangkat daerah yang inovatif.

Sumber: Data diolah penulis, 2023
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja APBD Murni Tahun 2023

PEMERINTAH RABUPATEN SLKABUMI

PERJANJIAN KINERJA TAHEN 2023

Dalam rangka mewujudkan manmeomen porcrintahen yasg cleknd, wanspaman dan akuntabel

serta beromentas: pada hasil, vang bertands tangen & hawsh wn;

Naog Drs H MARWAN HAMAMI, MM
Jahazan BUPATI SUKABUMI

Pada thun 2023 mi bergangs skan mewujudkan wrget kanera tubunas sesun amperan penanjian
wi dalam rangka mencapar lerget keeera jangkn menengah schagumana ditetspian dalam
Permurun Dacrah Kabupsteo Sukabum somor 4 Tabun 2021 tentang Rencana Pembangusan

Janghs Menengah Dncrsh Tahun 2021 - 2026

Keberhasilan dan kegagalan pencagesian target kinens terschut mengadi tanggung jowab kass

" labwbanrata Febwuan 2023

SUKABUMI,
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Ne Sasarum Strategis | Indikator Kinerja Target
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Lampiran 2 Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023

FEMERINTAN KABUPATEN SUKABUMI

PLIUANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
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Nama Drs H MARWAN HAMAME MM
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

KODE REKENING| URAIAN ANGGARAN REALISASI 2023 (%) EALISASI 2022

4 PENDAPATAN 4.387.204.611.054,00 4.355.177.242.242,00 80.27 4.107 531, 175.284,00
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 083,478,738, 708.00| 704.307.741.099.00 11003 712.038.704.914.00
ara Pendapatan Pajak Daerah 254.527.000.000,00) Toncziocon0a]  100AT 290.141.722.905,00
aroz Pendapatan Retribusi Dasrsh 17.185.500.000.00 15.734.711.008,00 Bz 12.303.214 882,00
a0 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daersh Yang Dipisshkan 11.100,190.000.00) 11.204,850.847.00 T03n 10,992 70330200
4104 Lain4gin Pendapatsn Asi Daersh yang Sah 302.211.245.708,00) as0B0nsinsare0]  1iEsk 353 431.002.785,00
4z PENDAPATAN TRANSFER 3,073,407, 336.880.00 3.070.088.303.523.00 87.83 3.342 330.308.373.00
4zm TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 2.732.600.428.207,00 2.881.137.953.322,00 88,11 2.540.348.945.721,00
szoio Dara Bagl Hasil 230.133.406.650,00| 171382 211 188,00 a7 211258 824 309,00
szonaz Dana Atckas! Usmum 1,958 529.380.000.00 1o raossmaca|  iovia 1.488.130.031.700,00
FELIE Dana Alckas! Knusus 903.803.642.617,00) E52.034.906 200,00 a8 B44.530.082.000,00
4z0z TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 408.099,534.000.00| 478.798.884.000.00 100.00 410.991.000.000.00
szozo Dana Insert Dacrah (DID} 11.838.424.000.00 183842400000 10000 8.204.713.000.00
420204 Dara Desa 235781 470.000.00] aan7o14moo0000| 10000 401 780 252.000,00
4203 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 404.031.075.615.00| 430.390.916.007,00 84,03 350,594,303 82,00
szmao Fercapatan Bagi Hasi Fajak 359,383 292 408,00 330,570,018 827,00 2] 310,261 608.437.00
4zozoz Fendapaian Bagl Hasi Lainya 108.047.823.210.00) 10,374,858 780.00 038 50,712 744 412,00
43 LAIN-LAIN FENDAPATAN YANG SAH 48.3439.453.000,00 24.721.136.614,00 23,34 52,677.161.807,00
430 Pendapatan Hibah 46.343.433.000.00 24721136, 614,00 3334 2 877161 80700
3 Bl 3.843.579.695.022.00) 3.850.146.373.441,00 86,01 3.420.416.090.1 12,00
s BELANJA OPERASI 3321.048.134.561 00 3.157.200 442 588,00 627 2 564 523 045.903,00
s Belanja Pegawai 7 401.308,598.421 00 7 433.090,372.208,00 w11 1.452.229.002.357.00
12 Belanja Barang 1557.196.756.014.00 1.545.635.703.254.00 w07 1.800.189.355.150.00
a10n Belanja Hibah 240.344.079.320.00 201,738 107 420.00 FIFT) 191713 11238000
a100 Belanja Bantuan Sosial 16.200.000.000,00 1620000000000 100,00 74.195.000.000,00
sz BELANJA MODAL 508.507.125.536.00) 457,582 053 280,00 78 472 408 956 353,00
sz Belanja Tanah 112343801700 8004 332 779,00 T 14.254.010.058,00
szoz Balanja Peralatan dan Mesin 114.807.103.950,00) 10,208 058 238,00 837 120 048108 452,00
azos Belanja Bangunan dan Gedung 233,507 791.290.00) 30,406,023 008,00 [T 140,148,320 453,00
az0s Belanja Jalen, lrigasi dan Jaringan 54.609.815.216.00) 50.543.058.181 .00 w50 175,292 407 714,00
szos Balanja Aset Tetap Lsinnya 47.007.312.087.00) 46,758 800.047.00 850 2874 300 950.00
a3 BELAMJA TAK TERDUGA 13.573.534.923.00 7.303.837.273,00 46,30 9,054,063 830,00
3301 Balanja Tak Terduga 15.573.834.925.00 7.503 837 273,00 830 5,854,083 830,00
L] TRANSFER 0B0.433.048.334.00| ©78.527.365.008,00 56.85 £31.138.912.963,00

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 2023 (%) REALISASI 2022
(X TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 080,433,048.334.00 £78.627.365.008,00 5889 £31.136.912.363,00
a1.01 Bagi Hasil Pajak 35,664 B7E. 600,00 32,646,889, 252.00 50.94 37.773.662.359,00
8103 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 830,588, 185.734,00 £848.210.700.318,00 8,33 363,385,250 560,00
SURPLUS | DEFISIT [142.740.281.702,00) (13.756.720.807.00) 0 43.570.172217.00
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 183.581.294.702,00 183.881.291. 70224 100,00 177.996.860.021 54
AL Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 1B3.561.231.702.00 183,581,291, 702,54 100,00/ 177.590,800.021 34
72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 41.237.000.000,00 41.242.308 701,00 100.02 43.991.741.130,00
T2m Pembentukan Dana Cadangan 0,00 7.306.731,00 0 7.754.371,00
7202 Pe Modal {Investasi) Pemerintah Daerah 41.231.000.000.00 41.235.000.000,00 100,00 43,983 340.763,00
PEMBIAYAAN NETTO 142.740.291.702,00 142.738.971 801,54 5339 134.000.118.483.54
SISA LEBIH | KURANG PEMEIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 12842204 144 54 0 183,081 20470254
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Lampiran 4 Undangan Rapat Desk Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABLUMI

SEKRETARIAT DAERAH

Jakan Siwangl Momar 10, Palabuarratu, Sukabemi, Jorea Baral 43304
Telepon (0268) 433011 Faksimd (02883433014 — 221017 — 433008
L aman weani skl amiiah oo Jd, Pos-ei seimaddsuka bomiican go.d

Palabuhaniryiu, 22 Februan 3024 M
12 Eyahan 7445 H

Komor 000008, 31 43T/ O 2024
Sirat : Penting
Larmpiran : 1 berEas
Hal : Undangan Desk
Y. Hepala Perangkal Daerah
{Teslampiry
dl -
Tempat

Bardasarkan Peraturan Menleri Pendaysgunaan Agarabur Megara dan Refomas
Bircirarsl Momor 33 Tahun 2044 feriang Pelunjuk Telnis Pedanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Taia Carm Reviy aias Laporan Kinerja Instansi Pemerinkah, babwa Bupa®
menyusun laporan Kirega tabunan berdasarcan perjanfian Knerla yang ditandatangand
berdasarkan indikaior Kinerja Ltama (KU} dalam Rencana Pembangunan Janga Mensngah
Desrah (RPAAD) Kabupabten Sukabuml Tahun 2021-2028 dan menyampaliannya kepada
Memner Pendayagunaan Aparaiur Negars dan Reformas] Birckras! palirg lamibat bga Dukan
salplan tahun anggaran berakhir

Serubungan dengan hal terssbut diatas, agar Bapak/ity menugaskan 1 (=atu} arang
pejabat yang mananganl perencanaan dan evaluas wnhuek dapai hadier Desk Permpusunan
Laporan Kinsrfa Pemerinlah Kabupab=n Sukabumi Tahun 3023 dengan membasa baban
sasual IKU erlampir, yang diafsarakan pada :

Haritanggal - Senin, 36 Febouarl 2024

Wakbu 08,30 WIB s.d. selosal

Acara Deck Penyusunan Laparan Kinerja Pemarintah Kabupabsn
Sukabuml Tahum 2023

Tesnpat SRR Fores! Advaniure

Jalan Albtermabif Kaprak Cibadak
Demikian disasmpalian, agar dapal hadir f=pal pada wakburya.

Sakretars Dasrah
Fabupaien Susabumi,

DSwrEialiT3aT SRt BiskiTri gy
O | | R PO LTRSS Bl

BOE BUHYAMAK, SH | e

Temibusan
1. Bupall Sukabumi
2. 'Wakil Bupatl Sulcabwurmd

| Livdorren i Siisradsasgan) scars cldoroaik meegrunskosn Somiics Dekirrak yasg duerbedon
L Clah Bals Serirfies Tekirerak {IISEL) Bathn Sibar dan Sandi Megara (H3%5 0
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SEKRETARIAT DAERAH

Nomoe 80, Paisbuhasrstu Schabors sees Barei £3384
Talapon (0388] 433011 Fetsimd (D358] 433014 - 221007 - 425008
Lawran wew mchafurmhab goid Fos-sl idsasskabarshab go o

Palabuhanratu, 3 Januarl 2024 8
17 Rajab 1443 H

FMomor o DR BB AT T B g 2024
Sifait : Pemling
Lamgiran o 1 {salu) Lemibar
Hal o Penyusunan LEJ dan PK
Wi Kepala Perangial Dasrah

[Terampir)

di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menter FPendayagunaan Aparabw  Negam  dan
Reformasi Ercérasl Momor 33 Tahun 2014 lemtang Petunjuk Tekris Perjanflan Kinesrja,
Pelaporan Finerja dan Tala Cara Reviu aias Laporan Fnerja instansi Pemsniniah, dan
Permiuran Menlerl Dalam Meger Momor 13 Tahun 2020 lentang Peraturan Pelaksanaan
Peraluran Pemerintah Momar 13 Tabun 2018 bentang Laporan dan  Evaluasi
Penysienggaraan Pemernniahan Daerah, Peraturan Menlesi Pendayagunaan Aparatur
Hegara dan Refommias! Birckras! Momor & Tabun 2022 f2ntang Pangeiciaan Kinerja Pegawal
Aparabur Sipll Megara, ssrfia menindaklanputl surat dar Kemenderian Pendayagunaan
Aparabur Negara dan Redormas] Birokrasd Momor BA0AA DS2024 tanggal 12 Januar 2024
hal Pemberimhuan Peryampaian Laporan Kinera 2023, Hementzran Pendayagunaan
Aparabur Negara dan Reformas Binokras! akan melaisanaian Pra-Evaluas) SAIF Tahun
2073. Berdasarkan hal bersebut, Perangkat Dasrah beriamplr agar segera menyusun Laporan
Kirezra (LK]) Tabun 2023, dan Perdanjian Kinevja (PH) Mumil Tahun 2024 beserta laporan PE
Barenjarg (dilengkanl peta §F makik PR

Adapun Dokumen sebagaimana tersebul di alas, agar disampalkan melalul
Bagian Organisas! Sskrelarial Dasrah Kabupalen Sukabumi dalam benluk Soff Copy dan
Hard! Copy, paling lambat tanggal 13 Februard 2024,

Unbuk informasi lsbih lanjui, dapat menghubungl narahubung melais Wa.
DOTT2ZOT06TS [a.n iman Yuhansyah, S5.H). Demikian di samgaikan untuk diindaklanjull, atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Sekretaris Daerah
Habupalen Sukabuml,

Cita s tmergmenl socwr s ohoid vk oich -
B L E L]

ADE BURYERER BH R

Tembusan kepada :
1. Bupatl Sukabumi
2. Wakl Bupall Sukabumi

Dok i i il iitneds e aous dadroal nmscodae S ik vemg it bidon olak
Tinbi Sertfibsd Clabrosi (MSal) Tsdes 5 S Sa TH R
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Lampiran 6 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

ILAN ERDERAL SUDIRVAN KAY 85 JANANTA (2150
TELEPON £121) 7305381 . TR, FAXEMILE M21) 7996320 SITUS g Ywww menpen oo ¢

Nomor BR63/AA 052023 27 November 2023
Mol Hasi Evaluasi Akuntabitas Kinerja

Instansi Pamerotah (AKIP)

Tahun 2023
Kepada

Yth. Sekretarts Daerah Kabupaten Sukabumi

Felabuhanmiu

Dengan ini kam sampakan hasé avaluas: AKIP tshun 2023 pada Kabupaten

Sukabum dengan uraan sebagal beddiug

1.

Pendahuluan

Berdasarkan Peraluran Pemenintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerg instanss Pemenntah dan Peraturan Presicen Nomor 20
Tahun 2014 tentang Sistem Axuntabiitas Kinerja Instans: Pamenntan (SAKIP),
kami tclah melakukan evaluasi akuntabiitas Wnena pada  Pemerintan
Kabupaten Sulabumi. Pelaksanaan evalas tahun 2023 berpedoman pada
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas: Brokrasi
Namor 88 Tanun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiies Kinena instans Pemanntan

Tuuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem
Akuntablitas Kinerja Instans! Pemenintah dalam mendorong peningkatan
pencapalan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil {resuft oriented
governmear) Secars wbih nnci sasaan evaluas: AKIP adalah: () memperoleh
nformas: mengenai mplementasi SAKIP, (b) meniai tingkat implementas: SAKIP,
(€) mendal Sngkat akuntabitas kinena. (d) membenkan saran perdaikan ek
penngkatan AKI® dan (&) memonitor indak lanpt rekomandasi hasd evaluasi
periode sebelumnya

Ruang Inghup evaluas akuntablitas kinera nstans! pamenntan meliputl paniasn
kualtas perencanaan kinena. penguluran kinesa berenang, pelaporan kinena,
evaluas akuntatiitas kinera Indema. dan capaan kinana alas oulut Maupun
Oowioome seta kinerj loinnya pada level pemenntah daerah maupun peranghat
daesah

Polaksanaan evaluas AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualtatd dan
buanttatifl cengan mempedimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang
disesuxkan dengan tupuan ovalussi serta mempertmbangkan kendala yang ada
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Langkah prakls diambil agar lebih cepal memberikan petunjuk untuk perbaian
mplemantasl SAKIP  sehingga dapal menghasdkan rekomendasi  unuk
meningeatkan akurtabiilas krera

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Bardasarsan formas  yang dsampakan, Kabupaten Sukabumi  lelan
manindakianjutl sebagan roh das: hasd eval AKIP tahun sebelumnya can
Melaiuian bemagai upaya perbakan sabaga beciu

2 Melakukan reviu ndikator knend perangkat daecah,

b Melengkap formulas: parhtungan pada IKU perangat dasrah

¢ Membangun aphkasm monfonng dan eveluasi capaian kinefja Kabupaten
Suwabumi

d Melakukan sosalsam penyusunan laporan winerja ke perangkat daerah,

& Meningkatkan kuaitas SOM nspesioral dengan melacucan bimiek svaluss
SAKIP

. Hasll Evaluasi

Hasil evaluss atas akuntabiltas kiners Kabupaten Sukabumi menunukikan nila
sebetat 66,21 dengan predikat “B° Hal tersebut menunjukkan batwa
implementasi akuntabiitas knene “balk”, yaitu implementas! AKIP sudah baik
pada pomerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih periu
adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinera.

Rincian hast ovaiuasi tersedut adalah sebacal benkut

Nitai
L Komponen Yang Dinllal Bobot %22 | 20
| 8, Perencansan Knerja N | 268 273
; b, Penguuran Kinesds 3 16 05 16 14
| € Pelapocan Kinecja o 15 . 13 | 114
d. Evaluasi Axuntabiitas Kinorja Interal 25 . 1585 1593

. Nitai Hasil Evaluasi 100 | 8595 | 6821

____Tingkat Akuntabilitas Kinerja —=l i

Perjelasan lobh Rrjut atas hasl ovaluesi aluntabiltas kinena pada Kabupaten

Sckabumi tabun 2023 sebaga berit

1) Perancanaan kinerja
Kabupaten Suksbumi telsh menyusun dokumen perencanaan kinena yang
fertuang pada RPIMD yang selanpsnya diabarkan cialam renstra. penangan
tinerja, RKPD can renja bak pada tngkat Pemerrtan Daerah maupun
Perangkat Daerah. Kabupaten Sukabumms 1e1an menyusun rencana aksi unak
memastkan Davwa sefap anggaran Gan akbvitas mendukung pencapain
dinerja Kabupaten Sukabumi jugs sudah menyusun pohon kinena pada leve!
Pamanntah Dserah Namun domikan, mash terdapat hal yang menyadi

2
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Catatan dalam perencanaan kinesja di antaranya sebagal benkut

8 Sebagian dokumen pecencansan kinena terbaru tahun 2023 seperti
Penanjan inena Bupatl, Penanyian Kinena Kepala Dinas Pertanian. Dinas
Pakeriasan Umum, Omas Pertanahan dan Tota Ruang. dan perjanjan
kinona Kopala Bidang sebagian perangsat dacrah belum diwnggah pada
ESR. saninggs belum cdketares kusitasnys,

b Mash terdapat rumusan padangan kineda kepala dinas yang Sdak
Slanghap dengan Sasaran yalu pada Kepala Dinas Kesehatan

€ Nash terdapat rumusan sasann sirategs pada Kepata Boang yang beium
diengkaps dengan sasaran sesual dengan Pessbran Menten PANRS
Nomer 63 Tahun 2014 tentang Petunpk Teknia Perjanjan Knera, yatu
pada Kepaia Bidang Kesehatan Masysrakat, Kepals Bidang Pelayanan den
Sumber Daya Kesehatan Kepala B8gang Pencegahan dan
Fenangguiangan Peryalkit, Kepala Baang Pengendalan, Penduauk
Peryuihan dan Penggerakan dan Kepala Bidang Kekiarga Berencana,
Ketahanan dan Kesaghtaraan Keluarga

g Masih lerdapal rumusan Sasaran sirategs pada Kepala Bdang yang belum
spesifi. yaitu paca Kepala Bidang Pendidivan Lathan dan Pemberdayaan
Koperasi, dan Kepsa Bidang Pelayanan lon, Pengawasan dan Penilsian
Kcperasi, dengan sasaran yang sama yatu menngkatnya pertumbuhan
okonom| masysrakal berbase agrobisne dan parwsats berkelanptan
dengan incikator persentase koperasi yang berkinena bak

@ Masin terdapat rumusan sasaran sirategis dan indiator pada Kepala
Bidang yang belum spesifk dan relavan, yaitu pada Kepala Bidang PALD
03N DRMas dengan Sasaran persentass kelulusan siswa penddean
ronformaliossstarsan  dengan Indkator jumiah  lembaga pendcakan
nonformalfesetaraan yang dikeicla

f. Penjenangan kinena delum sepenubrys terlinat keterkaitan proses kinerja
artar level pbatan secara berenjang dalam mewuudian knerna daerah
Pengenangan kinera masih dhubunghan dangan atruktur organdaasi dan
progranvkegiatan, dan belum sepenubrya teridentikas: Cridcal Succoss
Faclor (CSF) yang seharusrya dan logls menggambarkan hubungan
sebab-akbat

7) Pengukuran Kinerja

Kabupaten Subaurme den selurun perangkat daecrah telah melakukan

panguiuran kinena atas realisam nenanya Seluruh perangkst daerah juga

telah memilki rencana aks untuk pencapaan kiner@m  Urtuk mendukung

Pelaksanaan panguioran kinana terssbul teish dsusun pedoman formulast
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permiungan yang fertera pada indivator Kinera Utsma (IKU) pemenntah

daecah. Namun demkian, masih sardapat hal yang menjadi catstan dalam

pengulkuran unena di antaranya sebagal berkut

a2 Kabupaten Sukabums mambik sistem spikasi Esakp untuk pamantauan
atas capaan knefa Lt dan ELOK untuk pendatan knega ASN. namun
aplias lersebut belum dintegrasian secara efesilf untuk pemaniacan dan
evaluasi capaian birerjs Bupali, perangkal dasrah Ningga indvidu pegaws,

b. Perangkat daersh belum sepenuhnya melakutan pemartauan atas
pengukuran capaan knena unit dibawahnya secara benen@ang;

C ReNcana Ak yang dsusun sebagan perangeat caarah Delum maemust
pergukuran target breakdown triwulanan sepertt pada Dnas Lingkungan
Hidup dan Dinas Pardagangan dan Panndusinan

3) Pelaporan Kinerja

Kabupaten Subabumi lelah menyusun Bporan kinera pada Snghat pemenniah

decrah yang sudah dentegrasivan dalsm Laporan  Penyelenggarasan

Pomerntah Daerah (LPPD) tahun 2022 dan laporan knesja pacda perangkat

daerah. LPPD telan dipubliasikan 30carn umum melaiul wobshe pemds

Namun, masih teedapst hal yang pedu dipernatican daam pelaporan kinara o

antaranya sebagal benkut

a Mash terdapat laporan kinora perangkat daerah yang bdak selars
menawab penanjan nea  kepala cings  sema  belum  cukup
MENyAMPAAn INlrmasi yang Mmemaca. sepect pada laporan kneja
Dinas Koperasi, Usaha Xect dan Menengah yang boak menelaskan
pencapaian perseniase Loperasi yang berkinena bak, belum melengkap
perdancingan reaksss kinera dengan jangka menengah. seria analss
eberhasian dan kegagalan yang bolum sepenunnya mendalam;

b Mash terdapat laporan kinerja perangkal caersh yang penyusunannya
belum sapenubrya sesual dengan Peraturan Mantsn PANRE Nomor 53
Tabun 2014 tertang Palaporan Kinena yaltlu paca Dinas Pemuturgan yang
analisis kebechasilsn indkastor tdak beraca pada Bab Il Akuntabiltas
Kmerja, melainkan pada Bab 11 Perencanaan Kineria Adapun perhitungan
capan nerja yang belumn lepat pade indistor ratio pelayanan lsku lintas
laut, angkutan sunga danau, dan penyeberangan yaitu 98 .68% yang
sefarueya 100%

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Imspakionst Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 tiah melakoukan sqaluas)

implementas: SAKIP pada sekruh perangkat dasrah Pelaksanaan Evaluas)

Implemantas: SAKIP tahun 2023 pada perangkat daerah telah mengacy pads

4
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Peraturan Memeri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluss AXIP

Namun demidan, masin terdapet hal yang periu diperhatkan untuk calam

evaluasi akuntabxitas kinedja intemal di antaranya sobagal benkut

a Laporan hasi avaluasi perangkat dasrah balum sepenubrya membenkan
rekOMENndas yENg cukup 0N MenyIsAr Secara  langsung  akar
permasaiahan  yang dadami oleh  perangkal  daerah dalam
mengimplemaniasivan SAKIP terutams pada sub komponen kualtas can
pamanisstan

b Pemantauan atas bndak lanjut hasé evaluasi internal yang dilskukan
kopada seluruh perangkat daerah bokan ofeiti! dlakukan cleh inspaitorat
sehngga perangkat dasrah belum seunbrya menndadanpt hasd
evalLasl yang dsampakan olah Inspaionat

€ Kabupaten Sukaburms eah memibki kebuakan mewand dan pumshimen! Jlas
hasd evalasi SAKIP imema. namun belum sepenubnya cukup untuk
mendorong peningkatan mplementas SAKIP gl perangkat daemah

4, Rekomendasi

Berdasanan WRIAN 0 188 S&1a Oaam ENgha lebih mengafektifian peneEpan

akurtabinss Krss kam merskomendasivan beberapa hal sabags barkul

a. Memastikan seluruh dokumen perencanaan benenang lerbaru dunggah
melaiui ESR dan webate pemerinish dsersh, sehinggs dapet diskases oleh
stakoholders,

D Menyempurnakan rumusan sasaran strategs dan indikalor Linerja pada
peranghal deersh yang befum berorientasl hasl dan ndikator nerja yang
belum SMART, terutama pada kepala cinas can kepala bidang

c Menyempurmakan penenjangan kineda dan pobon kredga bDerdasarkan
Peraturan Menteci PANRB Nomeor 89 Tahun 2021 Selanjutnya. pahon kinerjs
yang sucah dsusun dimanfastkan sebagal dasar peryusunan dokumen
perancanaan bevjeneng.

d Mengoptimalkan pemandsatan aplicas: sebaga alat uniuk pemantavan
pencapaian kinerja Bupet dan Perangkal Deerah serts mangaitkan Kineria
organsas dengan unens ndivdy.

6. Mendorong peranghat daerah untuk melakukan pemantasan atas capaan
knena unt dbawahvya secara benenjang can hasi pengukuran iners
digunakan sebagai desar pembonen reword and purvathmont kepaca pegawal

f Memperbakl penyusunan rencans aksi sgar mendubung  pengukutan
pencapaan knerja yang di broakdown secam trwulanan

U Meningatcan kualitas laporan Nnalja pada perangkal GRerah mengaty pacs
Peraturan Menteri PANREB Nomor 53 Tahun 2014 yang menjswab peranjan
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kinefla dan memuat ndormas terkait pencapaan knena, perbandingan
realsasi dengan tapst Ehun sebelumaya can targed jangka menangal
analss peringkatarvpenrunan kinere  analisis programdegatan yang
mendukung keberhasilankegagalan pencapaan kinerja sera analas efisensi
LR PANGGUNAAN SLMber dayD daism mencaps kinera

h Memasthan batrwa temusn dan rekomendasi yang diberkan ssat evaluasi
skurtabditas knerfja ntemal agar menggambarkan hal yang man@di
kekurangan dan solus yang peflu diakukan guna meningiasan kualtas
implemertaskan SAKIP di setiap pecangkat daerah;

L Melakukan pemantaian atas seluruh rekomencasi hasil evaluasi akuntabiltas
knena memal yang tolah dibenksn kepads selunuh peranghat daerah dan
melporkannya kepada pempinan tertinggyl & Femenntah  Kabupaten
Sukabumi;

} Menngkatkan mplementasi kebjakan reward and pumshment untuk
mendukung terciptanys budaya kiner@a dan mambenkan aprosas kepada
PErangas dasran yang implementas: SAKIP can capaan kinerarya bak
Demiian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagal penerapan manajemen

kinera. Kame menghangal upaya yang telah dlakukan dalam implementas: SAKIP &
lIngkurgan Kabupaten Sukabumy. Terhadap hasd evaluas: yang folah disampakan,
Kami mengharapkan agar Saudarz Deserta selunun ajaran meambecican perhalan
yang lebih Desar pada upay® mplementasi SAKIP & ingaungan Kabupaten Sukabumy
dan menndsklanitl rehomendas: yang elah kams sampaian

Atas perhabian dan kera sama Saudara kami sampakan eema kasih

Deput! Bidang Reformas| Birokrast,
- Akumabilitas Aparatur dan Pengawasan,
'; )
Erwan Agus Purwanto
Tembusan
\ .Mmm Pendayagunaan Aparsiur Negara dan Reformas Birokras! (sebaga
Aporan);
2. Mentan Dalam Negert
3. Gubemur Jawa Barat,
4

Bupat Sukabum

217



_ i |
T = - 2
=5 5 7 3
= £ : i
2 2 B - 8
& = = g i §
= ® - s i E
= 5 _HNN Bl ’
E|&
U k Cel G el B e I el B m -HM. }
= 2 _ i
] = g i .
X T - g
) g = £ M m
g g g :
d o | e | o] e = E
m m._. | = || -
g ._. B
ol .
= 2
g b W
n | | e o || ] 2
& - )
| -|m -h
B e
= ._. ARRERD Pl mm
: ._.m
_::..:3::: " " m
~ B[l | <] Be=" 3 5
S i 1 i
.“h a --I = = m
2 ® R
T g T
Ry ' i)
R TiF 5

218



PEMERINTAH

KABUPATEN SUKABUMI

Lampiran 9 Hasil Pengukuran Angka Harapan Hidup (AHH),

Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin), Tingkat

Pengangguran Terbuka

Statistik Kunci, 2021-2023
Key Statistics, 2027-2023

Rincian/Description Satuan/Unit
(1 (3
SOSIALISOIAL

Pendudulk'/Foputarion' ribw thawsand
Laju Pertambahan Penduduk'/Papoiation Growdh’ %
Angka Harapan Hidup'-e /i Expectoncy Rz’ Rahisedrs
Angha Melek Hunaf Usia 154 Literacy Rate Aged 154 %
Tinglkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAE- %
Labour Force Participalion fote-LAPR"!
Tinegkat Pengangguran Terbuka-TFT %
Uneriiploysrienit Rale-LRE?
Pendudul MiskinFoor Pegyple’ ribu/thausimd
Persentase Pendudisk Miskin® %
Percentage of Poor Peaple!
Indeks Pembangunan Masusla-|Pie -
Human Developrent e’

2021
(3
176188

13
na

59,79
6493

351

194,40
F]

67,07

022
4
277531
1,04
7440

.53
LA

77

186,30
734

66,87

2023
(5)
280240
102
74,65

LA
67,75

732

178,01
in

9.1
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Lampiran 10 Hasil Pengukuran Laju Pertumbuhan PDRB sektor

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

m [H]

A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan/Agricliure, Forestry, 413 1,80 215 5,40 424
and Fishing
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Lampiran 11 Hasil Pengukuran Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota “
JAWA BARAT . 8,83
Bogor 8,34 8,37
Sukabumi 711 733 1
Cianjur 7.2 722
Bandung 9,08 91
Garut 783 784
Tasikmalaya 7,73 7,96
Ciamis 8 8,09
Kuningan 7,88 7,89
Cirebon 74 764
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Lampiran 12 Hasil Pengukuran Harapan Lama Sekolah (HLS)

[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Provinsi/Kabupaten/Kota ““
JAWA BARAT 12,62 12,68
Bogor 125 12,64 I
Sukabumi 12,25 12,38
Cianjur 12,01 12,03
Bandung 12,71 12,73
Garut 12,15 1216
Tasikmalaya 12,59 12,63
Ciamis 14,28 14,29
Kuningan 12,24 12,26
Cirebon 12,28 12,41

222



PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

Lampiran 13 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

BAB IV
KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 selama Bulan
November 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, secara
umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik-Memuaskan dengan nilai SKM
rata-rata yaitu 87.36. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi

menunjukkan kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022.

2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 83
Perangakt Daerah dan Perumda telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
Terdapat | Perangkat Daerah dan 2 Perumda yang belum menyampaikan laporan

tahun 2023 ini.

3. Dari seluruh PD yang telah melaporkan hasil SKM. telah terdapat rencana tindak
lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan
publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan

kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Desember 2023
RETARIS DAERAH,

Perfibina Utama Madya
NIP. 19670815 199603 | 002
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Lampiran 14 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jalan Jend. Sucirman, Paisbubanratu-Sukaburs 43364
Telepon (0205) 436426 Faksimi (0268) 436427
Laman - dih sukadurrikab.go d  Pos-el. bhgsutabuminsd 5o d

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KABUPATEN
KABUPATEN : SUKABUMI
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
PELAKSANA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PADA RPJMD 2021-2026 i
No S gi Kinerja Utama Satuan Penjelasan / Formulasi Sumber Data
1| =8 | s | & | — & | 6
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan
1 Meningkatnya kualitas lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Poin (0,376 x Indeks Kualitas Air) + {0,405 x Indeks | DINAS LINGKUNGAN
hidup Hidup

Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas HIDUP
- Tutupan Lahan)

o TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun 2023 Realisasi Tahun 2023
1| 2 3 4 | 5 6
i eningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan
5| Memngkmn'}a kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan H‘dup [ Poin | 67 41 64,68
K:ﬁegon IKLH : Sedang karena berada pada Rentang Nilai 50-70

Palabuhanratu, 30 Januari 2024
Pit. Kepaia-Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukabumi

Ir. BAMBANG WIDYANTORO, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 18670413 169901 1 001
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Lampiran 15 Hasil Pengukuran Rasio Konektivitas Kabupaten

3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah (Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi)
3. Raslo Konektivitas Kabupaten Tahun 2023 sebanyak 51%
- Nilai Konektivitas Target RPIMD Tahun 2023 sebanyak 51%
Nilal Konektivitas Realisasi RPIMD Tahun 2023 sebesar 51%
IX 1 (Bobot Trayek Angkutan Umum/Darat dengan Bobot 70%)

Jumiah Lintasan Trayek Beroperasi (Rencana) X 1 = L X1=6060
Ot
Jumiah Lintasan Trayek Kebutuhan
= 60,60 X 70% ( Bobot Angkutan UmumyDarat)
=42%
* 1K 2 (Bobot Trayek ASDP dengan Bobot 30%) =
Jumiah Lintasan Trayek Beroperasi (Rencana) X 0,5 = 6 X05=03

0
Jumiah Lintasan Trayek Kebutuhan

0,3 X 30% (Bobot Angkutan ASDP)
=9%
= Ratio Konektivitas Kabupaten = IK 1 + IK 2 = 42% + 9% = 51 % (Untuk Tahun 2023)

Subkabaml, 29 Desember 2023
P i & Perhubungan

s
Nbntae Wleo Muds / v
Nip 19670517 199603 1 001
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Lampiran 16 Hasil Pengukuran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor

Pariwisata

m i £l] (] i5) ]

A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan/Agricinlture, Fovestry, 413 1,50 215 540 44
and Fishing

B Pertambangan dan
Penggalian/Mining and -5.84 3 18 37 0,88
Quarrying

€ Industri Fengolahan/
danufacturing

b Pengadaan Listrik dan Gas/
Electricity and Gas

E Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur
Ul Water Supply; Sewerage, BS54 10,44 9,53 6,48 50
Waste Managemer, and
Remediation Activities
Konstruksi/Gonstruction 6,88 430 6,79 1,59 4,81

G Perdagangan Besar dan Eeeran;

Reparasi Mabil dan Sepeda

Motor Whotesale mod Refaif 433 754 3.4 471 465
Tradde; Repair of Motar Wehickes
arrd Motorcyeles

H  Transportasi dan Pengudangan/

Makan Minum/ Accommotdation 9,25 4,09 ~0 10,10 585
and Food Service Activitles

| Informasi dan Komumikasi/
information and 12 1598 835 6,89 720
Communication

488 -1.06 346 6,12 5,48

163 328 9,85 309 5,60

5,66 1,15 0,24 6,99 a9
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Lampiran 17 Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

REKAPITULASI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Nilai Total Indeks Per Jenis Kelamin
Laki-Laki

Jumlah PNS Laki-Laki 5342
Nilai rata2 Dimensi Kualifikasi 13,22
Nilai rata2 Dimensi Kompetensi 16,94
Nilai rata2 Dimensi Kinerja 30,00
Nilai rata2 Dimensi Disiplin 4,94
Nilai Total Indeks Per Jenis Kelamin
Perempuan
Jumlah PNS Perempuan 4370
Nilai rata2 Dimensi Kualifikasi 14,09
Nilai rata2 Dimensi Kompetensi 18,33
Nilai rata2 Dimensi Kinerja 30,00
Nilai rata2 Dimensi Disiplin 4,98
Nilai Total Indeks Per Jenis Jabatan
Struktural Fungsional | Pelaksana

Jumlah PNS 1212 6272 2228
Nilai rata2 Dimensi Kualifikasi 16,62 14,47 9,56
Nilai rata2 Dimensi Kompetensi 26,25 18,04 11,50
Nilai rata2 Dimensi Kinerja 30,00 30,00 30,00
Nilai rata2 Dimensi Disiplin 4,89 4,98 4,93
Nilai Total Indeks Per Jenjang
Jabatan

Jumlah PNS | Kualifikasi |Kompetensi| Kinerja | Disiplin
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA 41 19,02 38,17| 30,00 4,59
JABATAN ADMINISTRATOR 255 18,33 38,29 30,00 4,84
JABATAN PENGAWAS 916 16,04 22,37| 30,00 4,91
JABATAN FUNGSIONAL 6272 14,47 18,04 30,00 4,98
JABATAN FUNGSIONAL AHLI
UTAMA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN FUNGSIONAL AHLI
MADYA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN FUNGSIONAL AHLI MUDA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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JABATAN FUNGSIONAL AHLI
PERTAMA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN FUNGSIONAL MAHIR 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN FUNGSIONAL PEMULA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
JABATAN PELAKSANA 2228 9,56 11,50 30,00/ 4,93
Nilai Total Indeks Per Tingkat
Pendidikan
Jumlah PNS | Kualifikasi |[Kompetensi| Kinerja | Disiplin
S3 10 25,00 31,00 30,00 4,60
S2 1175 0,00 24,24 30,00 4,92
S1/D4/Sederajat 6183 0,00 17,12| 30,00 4,97
D3 908 0,00 22,48| 30,00 4,96
D1/D2/SMA/Sederajat 1294 0,00 11,15| 30,00 4,92
SD/SMP/Sederajat 142 0,00 7,78| 30,00 4,97
Nilai Indeks Profesionalitas IP ASN
Rata2 Rata2 Rata2 Rata2 [ NilaiIP
Jumlah ASN Kualifikasi |Kompetensi| Kinerja |Disiplin| ASN |Kategori
9712 13,61 19,72 30,00 4,96| 66,13|Rendah

228




S PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

Lampiran 19 Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Gender
(IPG)

BADAN PUSAT STATISTIK BerAKHLAK

melayani I rer——
bur‘gsu Manual | Tautan | Pets Sius | SAK

Tentang Kami I Berita ‘ Senarai Rencana Terbit v | Publikasi ‘ Berita Resmi Statistik | Layanan PPID

Pembanguran Gender {1G

DATA SENSUS

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2021-2022

sevies subyek Gender jugs dapat diskses melslul Fitur Tabel Dinamis,

Data Senes 2021 022
Perdagangan
= lndevs Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi/Kabupaten/Kota

Energ: Suksbumi B7.,44 87,64

Harga Eceran Kota Sukabuml 91,58 91,83

Tahun 2016 hanya leval provins!
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Lampiran 20 Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah

No Pemerintah Daerah .‘\RU.I Predikat
Indeks

Ipate Katingan 15,61 Inovatil

. yupater Pidie Java i Te Inov
upaten Tojo Una-Una 15,4¢ [ |
Kabupaten Halmahera Timur 15,43 _ Inovati

12 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 45,30 Inovat

Kabupaten Lebak 15,22 Inovatt

Inovatl

p— | B

14 | Kabupaten Sinjai
195 | Kabupaten Boalemo 96 Inovatl
16 | Kabupaten Luwu 95 Inovatif
.88 Inovatif

80 Inovatil

197 | Kabupaten Jepara

198 | Kabupaten Lampung Tengah

BN N BN BN N S
BiHIBIEIC

199 | Kabupaten Sukabumi 4,76 Inovatif
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Lampiran 21 Hasil Pengukuran Persentase Kawasan

Permukiman Kumuh yang Tertata

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REALISASI
Kinerja 2L} 2023
Satuan Awal
RPIMD |Kinerja| Kinerja

Bidang Urusan Pemerintahan
Kode dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(ontcome )

Target Targel
1JURUSAN PEMERINTAHAN WAIJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
LO4JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM KAWASAN Persentase Kawasan Permukiman

1.04.03 %% 8.81 21,83 3548
PERMUKIMAN Kumuh yang tertata 3

231



PEMERINTAH

KABUPATEN SUKABUMI

Lampiran 22 Hasil Pengukuran Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi

Tabel 6. Skor Pola Pangan Harapan

No. Kelompok Pangan Skor PPH Selisth
2022 Ideal

1 Padi-padian 25.0 250 0.0
2 Umbi-umbian 7 2.5 0.7
3 Pangan Hewam 234 2 0.6
4 Minyak dan Lemak 5.0 5.0 0.0
3 Buah/Bij1 Berminyak 0.1 1 09
] Kacang-kacangan 7.4 10 2.6
7 Gula 1.2 2.5 13
8 Sayur dan Buah 29.6 30 04
9 Lain-lain 0.0 0.0 0.0
Skor PPH Kabupaten Sukabumi* 03.6 100.0 6.4

* AKE: 2100 kkal'kap/hari
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Lampiran 23 Hasil Pengukuran Persentase Pelaku Usaha

Ekonomi Naik Kelas

Target dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Bidang
Pembangunan dan Pengembangan Industri Tahun Anggaran 2023 dengan Target
Indikator Kinerja adalah Persentase IKM Mandiri sebesar 9,58% atau sebanyak 50
IKM dengan pencapaian target sebesar 100% dan Persentase Naik Kelas
Kemampuan KM sebesar 100% atau sebanyak 900 IKM dengan Pencapaian Target
sebesar 100,22% atau sebanyak (902 IKM) yang naik kelas kemampuannya.
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Lampiran 24 Hasil Pengukuran Persentase Pemajuan Budaya

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

JI. Jenderal &. ¥anl — Komplek GOR Palabuhanratu
Teip. {0200) 6440630 E-mall © dings. budporgif-gmall.oom
FALABUHANRATL, 43304 SUFABLUMI

Ty

o
]
il F L

SURAT KETERANGAN
Nomaor :400.6.1 /68 f Budaya / 2024

Yang Bertanda tangan di bawah ind

Narmas : Drs. H. Ardiana Trisnawiana, .M.
NIP : 19640611 1985031011

Pangkat  Golongan : Pembina Utama Mudas/TVe

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda,

dan Olahraga

Menerangkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahragn Kabupaten
Sukabumi pada tahun 2023 memiliki Persentase Pemajuan Kebudayaan

sebesar 24,143 % dengan rumus hitung yang dipakai sebagai berikut

(OFK DL, DE, DM, DB} + (DCE yang dilestarikan)
Jumlah OPE + ODCE

x 100%: = Persentase PK

54 4 101
—_— x 100% = 24 143%
642
Heterangan
PH : | Pemajuan Kebudayanan
OFH : | Ohjek Pemajuan Kebudaysan
DL .| hlindungi
D : | Dikembangkan
DM : | Dimanfaatkan
[T : | Dhlwmia
oOnCE : | Ohjek yang Diduga Cagar Budays

Adapun data yang digunakan dalam menghitung persentase tersebut
dilampirkan dalam surat keterangan ind.

Demikinn surat keterangan ind dibuat.

TRISNAWLANA, BN
Vi AB¥YRY | Tingkat 1, TV, c
- qb416111955n3|a11
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Lampiran 25 Hasil Pengukuran Laju Pertumbuhan Investasi
Sektor Agribisnis dan Pariwisata

Realisasi Investasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Telepon : (0266) 4391111
Faksimil : (0266) 4391111 website hitp://dpmptsp.sukaburnikab.go.id
e-mail : dpmptsy @gmail.com, a umikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2023
i s Target Realisasi| Capaian
No ;“:‘“‘“," '"d"‘m’m“"’ Satuan Penjelasan / Formulasi i Realisasi "
rategis ma 2023 o, %
1 2 3 4 3 & 7 8 9 9
Meningkatnya lsju
investasi daerah |Nilai realisasi o |[(Zinvestasi ATY) - (Sinvestasi AT2020) | Ro 750713746443 - Rp 11553930770
1 | sektor Agribisnis [investasi daerah % |/ (Finvestasi.AT2020) ] x 100 300 *100% | 549.75) 18.324.91
ar 115,539,340,770
dan Pariwisata
Keterangan

1. AT = Agriculture and Tourism ( Pertanian dan Pariwisata)
2. t=Tahun Berjalan
3. 3=Jumlah

N “Pit, Kepala
s\Pananaman Modal
ajid [Terpadu Satu Pintu

& &
Uk ot
2\ E e SUHERMAN, S Sos., M.Si.
NID 16744401 106301 1 A0
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Lampiran 26 Hasil Pengukuran Angka Kematian Ibu

PEMERINTAH

KABUPATEN SUKABUMI

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
HABUPATEN FUKABUMI
TAHUN 2022
KEMATIAN 1BU
JUMLAH JUMLAH
HO KECAMATAM PUSKEEMAS LAHIR JUMLAH | ooy | JUMLAH - JUMLAH
HIDUP KEMATIAN EU KEMATIAN | KEMATIAN
1B HAMIL BEREALIN IEU NIFAS 1BU

1 2 3 4 E [] T i

1 Clemas Clemas 338 0
2 |Clemas Tamanjaya 528 0
2 Clracap Clracap a2 0
4 Waluran W auran 431 1 1
= Surade urade £25 1 1
E Surade Eunlwang £23 o
7 |Cibkung Cibitung 454 [
E  |fampangkulon Jampangkulon 755 0
% |Cimanggu Clmanggu I 1 1
10 [Kallbundar Kallounder S1B 0
11 |Tegaoueud Tegalbuleud 374 [i
12 |Tegaoueud Eangbayang 146 1 1
13 |Cidolog Cldciog 292 1 1
14 |=agararten agaranien 730 1 1
15 |Cidadap Cltadap E o
16 |Curugkemibar Cunigkemoar 545 ]
i7  |Pabuaran Fabuaran &1E 2 2
15 |Lengkong Langkong 554 0
19 |Palabuhanraty FPalabuhanrai 1.062 1 2
20 |Palabuhanraty Cltarik 700 0
21 |Simpenan Zmpenan 976 1 1
22 |Warungklara Warungklara 956 1 1
73 |Santargatung Eantargadung a7 [
24  |Jampangtengah Jampangiengah 1.014 1 1
I35 |Purabaya Purabaya E38 0
26 |[Clkembar Clkembar 1.388 2 1 3
27 |Myalindung Myalindursg 442 [
28  |Myalindung Cllangkar 257 o
29 |Gegerbitung Cegamiung £a7 [
0 |Sukarala Sukaraa B51 1 1
3 |Sukarala Limiangan £51 [i
32 |Kebonpedes Kaponpedas 632 0
33 |cCireunghas Clreunghas 577 [
M [Sukalarang Sukalarang 852 0
35 |Sukabum Karawang 810 1 1
36  |Kadudampit Katudamplt asn 1
37 [Clsaat Clsaat 1.028 o
3 [Clsaat Zaialambe 03 1 1
38 |[Gurunggunh Gununggumah 705 1 1
40 | Surunggunih Cloolang 630 0
41  [Clbadak Cloasak B2E 0
42 [Clbadak Zakanwang 1.088 1 2
43 |Cicantayan Cleartayan 055 [i
44  |Carngin Caringin | 0
45 [Magrax Maxgrak a7 1 2
46 [Magrak Cirjaya 575 [
47 |Clambar Clambar 742 o
45  |Clcunug Clourug &1E o
49 |Cicurug Clpan 562 [
0 [Cidahu Clzanu 1.371 0
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PEMERINTAH

KABUPATEN SUKABUMI
KEMATIAN IBU
JUMLAH JUMLAH
NO KECAMATAN PUSKESMAS LAHIR JUMLAH | ovntian | JUMLAH | JUMLAH
HIDUP KEMATIAN IBU KEMATIAN | KEMATIAN
IBU HAMIL BERSALIN IBU NIFAS IBU
1 2 3 4 5 6 T 8
51 |Parakansalak Parakansalak 661 1 1
52 |Parungkuda Parungkuda 1.259 1 1
53 |Bojonggenteng Bojonggenteng 762 1 2 3
54  |Kalapanunggal Kalapanunggal 833 1 1
55 |Cikidang Cikidang 1.172 0
56 |Cisolok Cisolok 1.179 0
57 |Cikakak Cikakak 813 1 1
58 |Kabandungan Kabandungan 963 0
JUMLAH (KAB/KOTA) 33.759 5 9 18 32
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN) 74,8152997
Kepala Dinas Kesehatan
abupaten Sukabumi
retaris Dinas
.
AMutiara Sukanda,M.H.Kes
106232006042009
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PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

Lampiran 27 Hasil Pengukuran Persentase Tingkat Kondisi Baik

Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten

0
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Jeksa Agung R. Suprapto Nomor 3 Desa Cimanggu Telepon/Faximili (0266) 434821 Email : pu kabsukabumi@gmail. com
PALABUHANRATU 43364
DATA KONDISI JARINGAN IRIGASI KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023
Kabupaten /Kota : Kabupaten Sukabumi
Tahun :
LUAS AREAL (HA) SARAN [rer ondist 05}
v
NO | XODE DATRAN 1RIGAS!
IRIGASI Prieer (m) Tersier (m) Bang. | Seog
Baku | potensial | Fungsions! sendung| S somian |
Total Tertangum Toual Tertargan.
1 2 3 4 s s 7 3 n EE I T T T o u |
| 1_[upTD suxasumt
EEE 1fsuradiat 910| 15993 57| 23593 165151 ol o 3 S| B wow
3 o L o] e =37 ol o Al
03|Gegerbitung. 22000 ®050)| __ 2050| 150000 147067 7
04 [Suradia 13600 =] S761| 33900 26459
05|Gant 710 Fxd Bn|  wm% 0%
3 2] 0 06|Omuncang 2500|  w175| 9721|3000 210000
3 2] 0 07 |Gitapex 5700 158 50 T4 757
CEEK 08| Gibeureum Areban 100,00 171 S625| 1e000 173
3 05 8atu ana 36600 Wso)| 00| 33540 fry
10) 10[Tegal Parjang 11000 9.0 £ ) 1S5z 5
1 11[Gmutang 11400 S4A1 1959 7830 08 .
1| 1| 12|Cpada pelentung ©0 257 53| 23%00 7687
| 1| 13[Sudaiava Giang 1000|1891 09| 175040 102950
1| 3] 1afsukamanis 17600 Bm|  wmu| 2360 1525 g
13| 1| 15|Clebatsan 2000 51| 10| 2600 121515 o 3
18 1| 16|Ghupa/ Opada 180 14| 1mss| 22000 184850
T 1| 1) e9m| 19104|  eerse| abom 3500 <o _zs0m] @,
2| o] 2| o| 3| 18 [ 100 -|_om| esmo 56356 o]
39| 3] 2| of 2| 0| 3| 15[teuwi Munding Zom| 10| wsol 216 715 | ol ——d
SubTowl| 356500 | L1443 |  2Al6et ) 3001 wm| 230w -
|
LB PR CRADAR
DEERD 0 5636 | 10 1350 o
4] 0| 2| _oz|Muara Giodas 20000 Q50 202 o
4 o) ©m 1269 32,00 23R8 o
CEEE o[ oaso|  Daso|  asesm] s C
4 o 55600 G| s5m| e7e0 [
4 Cactarwang u0| 12| wmo| 7sum 34540 7. B
4 O[Gamahtabean | 700|  m® 2910 o
r 08| euwibanes 7000 152 am| 2680 frr) T
4 = ) %2z| W] 1o 130437 = o o
LUAS AREAL (KA SALURAN BANGUNAN Kondis! (%)
NAMA DAZRAM Ker
0.3 LS DA S IRIGASI Sekunder () Terster () Sang. | Bang Kondisl Baik
900G | (i [ tatnoye | 0 | gt ——1
Terbongon Toul
1 2 3 5 13 7] 15 36 o2 1
—
| ] o 2] 10|xevon Kal 1.308,22 2 9 1] s
1, 4] 0] 2| 11tembur sawan 17414 10 7] 18| 46,00%]
o o o] 2| 1 42013 11 3 o] 400
) o] 2| 1 19854 6 5 B[ 310%]
PEEDECERD 15536 5 12 8] 41208
15| 3] 2| o] 4| of X [ B[ oW
16| 3| 2| o] o] ol 254191 o 1| 3 | 71,00%)
EEEED 17| GRolawing t S.0818 ol 7] 53| 7| asae%,
EEEED ) 2009, ) 26} 32| 43w
e 4 13 Karajinan 5,133, 0 1 0| 39,90%|
4 [Ghanuripan 77 553000 2000 [ [ s8] 2130%)
E 3 2 Giawurg 22028 12 7| 3654%)
2 4 ) I .263,64 7] 17| 5140% |
3 3| = [ 383,58 3 1| seesw
2| 3] 2| o 4 24| Gt 337,62 = 3| sasew
25| 31 2| of a| of 2| 2s|Cmarvawangun 45140 7 2 T
=2 et T S—
Sub Total 70.295 19060 49500 - 27| 20| 47| 64 A56%
H‘T UG
P o 4 01[Gutara 286000
4 02| Cisaion 135644
4 03|Ggobang 4,00
L ol 04[Geati yaingung 100 31700
4 o5 215,00
4 [Goojong Girang 6200
4 07| Giur Manglad 118,00
8] 0 [Gnata 78,00 0
4 09|Cearua Bojore 100,00 ol
4 [sutarame 342,00 o
11 4 1) sarf Babakan 130,00
12 4] 12 54,00
4 57,00
14 4 14|Csarua Palasart 56,00
[ 3| 15|Cbodas 20000
36 4 [Goanengan 68,00
7] 4 17, 22600
o 18 Leuwl ayung 6500
9] 4 15| Bakn 190,00 o]
4 20|Cigoong 5600
2z 4 21 [Gluntenpuio 150,00 o]
7] 4 2| 213,00
2 4 3] 23 ilungan 169,00
24) DCEED 150,00
= < o 3| =i 25000
4| o] 3] 26|Cmangaw 15000 9 9
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PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

LUAS ARTAL (MA) SN Bavaunan [T
NAMA DALRAN o
e b wcast e (m) Serunder (m) g | hene ol B
sabu | Potensisl | Fumgvionat i |
Tousl Tortangm ot Totangn
3 3 0 3 § ¥ | D 10 [ " " i I
TT 1] SubTotsl]  3SI800|  16COAS | 191715 w4 X 1150 00 WA e A e
[ HEEEN
V_|UPTO PAL
3] [ o] ] o] 4 800 X 701 | 1homo0 oL 0 0 1 ) (D S| e
3] 2| o o] o] 4 10000 752 ) Vo408 M | oo
IEEDED w000 | 18] 30| 7m0 [XYE) 0 o) v ) 3 W einw
3] 2] o of of 4 125,00 X S0 | 27400 Sa121 0 o R V B W S
EEEEELER 00| 1sa1 1588 | 3%a0.00 WL o 9 | 0 % ED I
CEECEED 7000 2.0 750 700,00 5101 0 B W]
7] 3] 3| o] ¢ o] « 70.00 %) M| 41X 18086 3 W e
| 2| 4 4 $07.00 3,06 A1 6.495.50 01618 0 0 14 7 ) AL
S| 3] 2| o] & of & 430,00 16497 | 503 |  Assx §9L18 [ 0 [ ) )
PERED SES00| a0 .90 | ss08.00 T8 \ [ [0 S
11 3] 2| of 4| of 4 200,00 .08 1997|3800 0696 0 0 \ 3 0 3 e
12 2| of & of 4 120,00 47,70 7230 16318 089,27 11 1] A AN
EEECEERD 30| non 20678 | 345850 SIS o o W, = ©| e
DEECDED 199,00 12888 7002|2700 508,30 W) ] ew
CEEEEED 125,00 BL81 a3.9|  1900.00 L5650 ol [ V | 3 W
2| o| 4| o] & 125,00 .70 7730 315000 2027,20 0 o 7 ﬂ W e
17| 3] 2| o] &| o 200,00 Wss|  isa1|  anen Tam08 o o o m ED
38| 3 7| o] ¢| o] & 345,00 1832 |  J0068| 513530 38804 ol o W B [
9] 3| 2] o] ¢| o] & 75,00 4140 10| 460000 FEITY) 0 Y
aaso0 | vsmsa| a8 87310 rx - - 3 Wl | we| s e
v lﬁw
3] 3] 2] o] &] o] 5 mla-w 60,00 3501 2099 | 148850 0 W S
2| 3| 2| of o] o] s| o2|Ckokosn 76,00 5031 6 31,480 487,60 0 0 5[ e
3] 3] 2| o] ] o 5| o3 103,00 ) V32| 168760 [ETTE) 0 3| A s
2| 3] 2| o] | o 5| o4 80,00 547 053] 221900 158000 o) o) 1 V) W ) R
S| 3| 2| o] | o] 5| os|omapes 55,00 3258 4| 18560 1 0 Wl aasn]
CEECLLEE 7200 7.9 1404 T09.5¢ 457,08 3 3 W e
7| 3| 2| o] 4| o] s| o7 8] Lopang 110,00 7146 3854| 3.092,18 239227 0 o) A ﬁ | N
®| 3| 2| of 4| of 5| o8 15000 [ 68| 4515,% 370088 9| o \ _al 0 W eaten]
B 0] 4| 0] 5| _0s|Rancavai 100,00 068 5932|2304 178533 ) i S -
0 o] | o| | 10|Cpuspa 130,00 5753 7267| _ 417000 136481 i 0 3 W o
ol o| 4| of 5| 11|oampk 103,00 6343 3955 | 165600 1.165,09 3| 3| m )
=i o] 4| 0] 5| _12|Gbening Girang 15000 53,76 136,24 §13,30 27443 1 ¥ W Saon]
13] 3| 2| o] 4] o] 13|Cbibijilan 7000 209 43503 449,00 1 3] y a| M
3| 2| o] &| o] 5| 3a|Cuaishab it 15000 7758 742 365,50 153,66 \ ™ DT
3| 2| o 4] of 5| 15} [ 85,00 23 an| ieni 655,58 \ ) n L
3] 2| o] «| o] 5| 6] 80,00 a 37| 2000 137358 1 W) i DT
3] 2| of o o] 5| 37 W 57,00 3645 2055 | 136846 98651 o) o1 3 o) [0 -
Sub ot 187L00| 89757 77343 39,589 070 . 0 . [ I
[V |UPTD sAMPANGEULON
LUAS AREAL (HA) BANGUNAN Xondisl (%)
NAMA DAERAH v
NO | KODE DACRAM IRIGASI Primer fa) Tersier (m) Sang. | Bang. Kondisl Baik
e Baku Potensial | Fungsional Utama | tainnya Jumbsh I S—
Total Terbangun Total | Terbangen
1 2 3 0 s s 2 s s 10 1 1 13 7] 15
1| 3| 2| o] 4] o] §] 01jCkamunding 220,00 127,62 92,38 2.300,00 1.231.44 1 16)
2| 3] 2| o] 4| o] §| 03] @00 27,70 3230 198000 538,64 p B
3| 3} 2 4| 03|Cipamarangan 614,00 319,00 295,00 7.500,00 835,00 O 0 1 23
3 4 04[Gimandaia 125,00 6221 | 6278 | 420110 63642 1
3| 4 05[Cigutingan 20000 | 146,9¢ 5304 | 154000 118,65
€ 4 06| Warujajar 30000] 1397 36025 | 4.300,00 1393,20 o] o
7] 4 07|Cmuncang 100,00 79,1 20,89 1.800,00 1.236,80 0 0
0 4 08|Gramunding 75,00 - 7500 345000 151333
3 4 09]Ciawl Maranginan 100,00 532 6,68 | 330000 2652.93
10 4 10[Glambe 20000| 117,00 00| 210000 1.290.20
11 2] O] 4] O 11 |Leuwi Haur 84,33 65,67 1.500,00 800,00
12| 3| 2| o] 4| o 6| 12|Cengang/Cpatat 140,00 56,66 34| 430000 220351
13| 3| 2| o] 4| o] 6| 13[cmanintn 58,00 3096 2700 | 53%00 272608
34| 3] 2] o] | 0| €| 14|Cosm kaibunder 308,00 156000 74725 9 [
Sub Total|  2.750,00 45,161 B2 - = = 382
S | {
Vil [u
B a] o] 7]_oa|aboas it 100,00 63,83 3617 | 130000 445,18 2] 2 B 26,39%
4] o] 7] o2|cibodas 200,00 95,00 05,00 200000 505,73 9 B [ £ B 4823,
4 7| _03[Mande Cisampih 97,00 44,37 5263 170000 1.009,42 2| 3| 59,38%|
4| o[ 7| _oa|Cibelengbers 54,00 3159 241 000,00 1318,67 7 3 n| o)
g of 4| o] 7] os|sojongsawah 11600 Shaa 5156 280000 115404 o ol 0 77 B a6
6 2| Of 4| O 06| Cibojong. 75,00 53,10 21,90 1.900,00 1.315,71 9 74.51%)
7 o] 4| o] 7] ov|cibantart 80,00 527 73] 193200 303,52 3 11 7267%
0 2] o] 7| _os|cimani 70,00 - 70,00 2.500,00 1.200,89 G .36%)
5| a| of 7| os|Cisampin 107,00 5121 55,79 | 1.800,00 007,60 8 1,53%
30 o] 7| _1o[Chideung 67.00 7.9 3901] _ 1500,00 115020 7 .80%|
1| [ 11|Cibeber 811,00 156,65 654,35 6.500,00 3.056,44 o3|  1.000| o} 25| 45| 49,02%|
1| o] 7| _12|Binongsart 150,00 28 $7.17| 685000 045,01 - | T ase
) 0 5772 1028|  4134.00 288567 5 [ a130%
0 - 0,00 850,00 452,56 3 A asesw)
5 3132 68| 320000 227342 0 %[ sew
m B642| 16258 300000 14267 5 ) TR
] 33,66 S434| 180000 115040 3 3 el
18] 4l o ) R T T — e — N
89145 175155 51.366 28.819 2.030 1.000 - 19 m
|
Vil [UPTD GEMAS
3] 3] o & 393 a7 830,00 206080 0 0 [ » si[ asasw
2] 3] 2] o] 4 97.20 52 300,00 959,62 = =
303 3 [FERLT) TN 500,00 Zazs 4 | a| _ aomex
- = 48,60 DA 500,00 106056 9] [ s 5| so01%|
OE 0 4.9 4501 230000 88082 1 £ | w09
GE r 66,87 35,13 1.230,00 91645 1 2| 5| 54,78% |
7] 3 2 2673 13427 2.75500 845,27 400} 400} o] 1 14| 20) 50,16%)
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, PEMERINTAH
; KABUPATEN SUKABUMI

LUAS ARTAL (HA) SALURAN BANGUNAN ondinl (W)
w0 | #oot oatmAN pogas | MAMADAERAN -
RGAS e Primer (m) Sedunder (m) Tersier (m) » :. Bang. sy | Fone Bet
Towl Terbangm
i 1 3 0 s s 7 3 ) 1 )
o] 3] 2 of o] o] #] oejrancaivtung 151.00 a9 30708 3.530.00 $60.22 B
PEECERD o_iw 1560 LI s 13295 TS0 1
10] 3 2] o] 8] o] #| s[Cipanarian 702.00 ) 11830 3501 T8 0
DEECEDDENED 71500 - 21500 300,00 73231 5|
DEEEEEDEEZEN 15000 "o §5.40 350000 141278 3
13 3] 2] of 4 8] 13{Chdeung 97,00 67,50 7950 $33.33 4
DEEDEDED R 5100 152 357,98 TR0 5926
15| 3] 2| o] &| o] #| 15 [rangraran 365,00 A 0| 1w 159213
16] 3] 2] o] 4] o] 8] 16]Ciung Gumung 15000 (X0} [ 50400 38269
17| 3] 3| o] &] o] 8] _37|Ceinane et ) 14531 ) 60000 40095
18] 32| o] 4| o[ #| i8Gegebeny 100 18676 Ta34 | ssoo00 238456
— e =
SubTow| 44400 | 16537 | 277038 53,769 6643
Ao St DA Rl B b
Total]| 2813100 | 3095839 | 9.1 Saeas 2308
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PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

Lampiran 28 Hasil Pengukuran Persentase Tingkat Kemantapan

Kondisi Jalan Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PEKERJAAN UMUM

J Jeiksa Agurg it Scapeagio No. 3 Desa Cmanggu Palatuhantaty 41304
Tolpd Fax (206434021
Emad : pu sukabumitat@gmall com

Status : Jalan Kabupaten
Kabupaten : Sukabumi

Total Panjang 2017 (Sesuai SKX) : 1,266,714

Total Panjang 2023 (Sesuai SK) :1,412.60

TAHUN
My Vd Desember 2002 | % | s/dDusember 2023 | %] <Trerongan

A JENIS

PERMUKAAN

1.Tanah 376 M | 0297 | 25475 kM | 1.803

2. Berbaty 45,104 kM | 3561 | 184703 kM | 13.075

3. Beraspal 1181.68802 KM |93.288 | 1140702 KM | 80751

4.Beton 36.165 kM | 2855 | 61725 KM | 4389

5. Tidsk dirinei M | - - KM | -
JUMLAH 1,266,714 KM | 100.000 | 1,412.60 ¥M | 100
B. JENIS

PERMUKAAN
1. Baik 289.724 xm | 22872 | 447,557 xM | 31,684
2. Sedang 650.573 KM | s.868 | 509.192 KM | 36.046
3, Rusak 72,029 kM | 20,083 | 231052 M | 16.986
4, Rusak Barat 254,388 KM 224.810 xM | 16.678
JUMLAH 1,266,714 KM 100
C. KELAS JALAN
1. Kelas | . KM | - - KM
2. Kelas It - KM | - - KM
3. Kelas il . KM | - - KM
4. Kelas Il A . KM | - ; KM
5. Kelas 1B - K | - : KM | -
6. KelasliiC 1266714 KM [ 100,000 | 1,412.60 KM | 100
7. Tidak Dirinci - KM | - . KM | -
JUMLAH 1266714 KM 1,412.60 KM | 100
Catatan !

“'"“::‘::”" 5/d Desember 2022 s/d Desember 2023 KETERANGAN
Kondisi Balk | 289.724 KM | 22.872 | 447.557 KM | 31684
Kondls| Sedang | 650.573 KM | 51,359 | 509.192 KM | 36,046
Jumlsh 540,297 KM | 72.821 | 956.749 KM | 67.730

Palabuhanratu, 29 Desember 2023
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KABUPATEN SUKABUMI

Lampiran 29 Hasil Pengukuran Cakupan Pelayanan Komunikasi

dan Informatika Daerah

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJAUTAMA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan

Sasaran

Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran

Satuan

Kondisi
Kinerja
Akhir
Periode
RPIMD

Tahun 2023

Target

Realisasi

Capaian

Keterangan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASY ARAKAT SEJAHTERA LAHIR

BATIN

Misi 3: Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.

T3:
Meningkatnya
pertumbuhan
infrastruktur
daerah yang
berkualitas.

Indeks kepuasan layanan

infrastruktur Poin 300 260
Indiaktor  : Target 115 Titik Blankspot
Area, Total 294
Titik Blankspot Area yang
ﬁ/lselnsiﬁ katnya Cakupan i
gkatny pelayanan Telah Tertangani
luas cakupan Kkomunikasi T . .
wilayah dan % 100.00 76.17 76.17 100 Realisasi  :23 Titik Blankspot Area di
I_(omunlk_a3| dan informatika tahun 2023
informatika daerah . ] .
daerah Sisa Target : 92 Titik Blankspot Area

dari 115 Titik

Capaian 176.17%
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Lampiran 30 Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

243



PEMERINTAH w w
KABUPATEN SUKABUMI

==l

Lampiran 31 Pernyataan Telah Melakukan Tindak Lanjut

Perbaikan
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